BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR: 48  TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023- 2027

BUPATI BENGKAYANG,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana Tim Penerapan
SPM Daerah salah satu tugasnya yaitu mengoordinasikan
rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati
yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten
Bengkayang Tahun 2023-2027;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapann Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Thaun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

10. Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor
11), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor
11 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 4 Thaun 2022 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkayang (lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten
Bengkayang Nomor 4)

11. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bengkayang (Berita
Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN
2023 - 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan  Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.



(1)

(2)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM
adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar
yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak
diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar warga negara.

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka
penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak
diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas
barangn/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara
minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar
hidup secara layak.

Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang
bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal
atau yang selanjutnya disebut RAD-SPM adalah dokumen
perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya
pencapaian target SPM Tahun 2023 - 2027.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

BAB 11
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 2

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis

Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh
setiap Warga Negara secara minimal.

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan
bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara
minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan
Dasarnya.



(1)

(2)

Pasal 3

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
pendidikan anak usia dini;
pendidikan dasar;
pendidikan kesetaraan;
pelayanan kesehatan ibu hamil;
pelayanan kesehatan ibu bersalin;
pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
pelayanan kesehatan balita;
pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
pelayanan kesehatan pada usia produktif;
pelayanan kesehatan pada usia lanjut
pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang
melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency
Virus);
p.- pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban
bencana Daerah;
s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang
terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
u. pelayanan informasi rawan bencana;
v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
X
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pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar
panti;

z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;

aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;

bb rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan
pengemis di luar panti; dan

cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap
darurat bencana bagi korban bencana Daerah.

Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 Ayat 1 (satu) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan

(2)

dengan tahapan:

a. pengumpulan data;

b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;

c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan

d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Cakupan tahapan-tahapan penerapan SPM sebagaimana dimaksud ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan.



BAB III
KOORDINASI PENERAPAN SPM

Pasal 5

(1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Daerah.

(2) Dalam penerapan SPM, Bupati dapat berkoordinasi dan berkonsultasi
dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
dan Gubernur Kalimantan Barat.

Pasal 6

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.

(2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh tim Penerapan SPM Daerah.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan Penerapan SPM di Daerah dibebankan pada APBD, dan sumber
lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
RAD-SPM

Pasal 8

(1) RAD-SPM bertujuan untuk memenuhi pencapaian sasaran pemenuhan
Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh
setiap warga negara secara minimal.

(2) Target dan capaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu
Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk
kurun waktu target dan capaian jangka pendek dan jangka menengah.

Pasal 9
(1) Target dan capaian jangka menengah terintegrasi dengan RPJMD dan
diakomodir pada Renstra Perangkat Daerah.

(2) Target dan capaian jangka pendek terintegrasi dengan RKPD dan Renja
Perangkat Daerah.

Pasal 10

(1) Dokumen RAD-SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
a. BABI : Pendahuluan

b. BABII - Kondisi dan permasalahan Pemenuhan
Penerapan SPM

c. BABIII : Strategi, Pemenuhan Penerapan SPM

d. BABIV Pemantauan, Evaluasi dan  Pelaporan

Pelaksanaan SPM
e. BABV : Kesimpulan dan Saran



(2) Dokumen RAD-SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

RAD-SPM digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi RAD-SPM,
dan penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek dan jangka
menengah.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 12

(1) Pelaporan target capaian penerapan SPM dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah pengampu SPM kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(I) Pembinaan dan pengawasan RAD-SPM dilaksanakan oleh
Bupati.

(2) Dalam  melaksanakan pembinaan dan  pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh
aparat pengawas internal pemerintah Daerah.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui audit, reviu,
monitoring, evaluasi dan bentuk pembinaan dan pengawasan
lainnya.

(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (3) dimulai dari tahap
pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan RAD-SPM terhadap Perangkat Daerah meliputi:

a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan
kebijakan RAD-SPM;

b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun
pemeriksaan terpadu;

C. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau
sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah;

d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi
terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan

e. monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPM Perangkat

Daerah.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 28 fember 2023

BUPATIBENGKAYANG
TTD
SEBASTIANUS DARWIS
Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal A\ Dumar 2023

SEKRETARISDAERAH
KABUPATEN BHNGKAYANG,

TTD
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BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023 NOMOR .48
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala
berkat dan karunianya sehingga Peraturan Bupati Bengkayang tentang Rencana
Aksi Dearah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah (Renaksi Penerapan
SPM Daerah) Kabupaten Bengkayang Tahun 2023-2027 dapat diselesaikan sesuai
dengan waktu yang ditetapkan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh
setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini
mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang
harus dicapai oleh daerah dengan batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan
pemenuhan layanan dasar secara minimal, pemerintah Kabupaten Bengkayang
melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal
diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar untuk
membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Renaksi
Penerapan SPM Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh
pihak yang telah mendukung penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan
Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023-2027 ini.
Semoga Renaksi Penerapan SPM Daerah ini mampu memberikan perubahan untuk
mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya

meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.
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1.1.

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya
kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan dasar
dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan bertanggung
jawab.

Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan
tugas, wewenang, kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah
dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilaksanakan
sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dengan melakukan pembinaan dan
pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan,
pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, Pemantauan dan evaluasi. Hal
ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah
dengan menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah dalam bentuk Peraturan
Kepala Daerah. SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar
dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak di peroleh setiap Warga Negara secara
minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai
Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, Kriteria penetapan SPM,
dan mekanis mepenerapan SPM.

SPM di posisikan untuk menjawab isu-isukrusial dalam penyelengaraan
Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya
kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin
dalam konstitusi sekaligus untuk menjagakelangsungan kehidupan
berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Untuk memberikan pelayanan public secara maksimal
kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik

yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bengkayang



1.2.

1.3.

menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju Good

Governance.

Tujuan dan Sasaran

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah
Kabupaten Bengkayang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan
merupakan arah yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar
untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam melaksanakan
program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran untuk mewujud
kantujuan dan sasaran.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh
Pemerintah  Kabupaten  Bengkayang dalam  mencapai sasaran
meningkatnyaak sebilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah
daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan system
manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat
memenuhi kebutuhan data dan informasi di berbagai tingkatan administrasi
dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Penerapan SPM menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten
Bengkayang, untuk menyusun perencanaan dan penganggaran
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkayang
Penyusun Renaksi penerapan SPM Daerah yang memuat target tahunan
pencapaian SPM mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan
Peraturan Menteri Teknis. Rencana pencapaian SPM dituangkan ke dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana
Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), target tahunan pencapaian SPM
dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana
kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Kebijakan umum Anggaran (KUA),
Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sesuai klasifikasi

belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah

Kondisi Umum Wilayah
Secara geografis Kabupaten Bengkayang berada pada posisi 108,39900”

Bujur Timur sampai 110°10°00” Bujur Timur dan antara 0,33°00 Lintang



Utara sampai 1°30°00” Lintang Utara. Batas wilayah Kabupaten Bengkayang
adalah sebagai berikut:

1) Sebelah utara dengan Kabupaten Sambas dan Serawak (Malaysia Timur).

2) Sebelah selatan dengan Kabupaten Mempawah

3) Sebelah Timur dengan Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau.

4) Sebelah Barat dengan Pemerintah Kota Singkawang dan Laut Natuna.

Dengan letak geografis sebagaimana di atas Kabupaten Bengkayang

mempunyai panjang garis pantai sepanjang 36,5 Km, dan panjang garis
perbatasan dengan Malaysia Bagian Timur (Serawak) 89,5 Km, dan memiliki
12 (dua belas ) buah pulau, yang diantaranya 6 buah pulau belum
berpenghuni.

TABEL 1.1
BATAS ADMINISTRASI
KABUPATEN BENGKAYANG

Batas Administrasi Berbatasan dengan

Administration Border Border On
(1) (2)
Sebelah Utara Kabupaten Sambas

Serawak (Malaysia Timur)
Sebelah Selatan Kabupaten Mempawah

Sebelah Timur Kabupaten Landak

Kabupaten Sanggau

Sebelah Barat Kota Singkawang

Laut Natuna

Sumber/Source : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2022

TABEL 1.2
BATAS ADMINISTRASI DAN PANJANG PERBATASAN
KABUPATEN BENGKAYANG

Batas Administrasi Panjang Perbatasan

Administration Border

Border Lc-*‘??g‘jff?

(Km)
(1) 2
Kabupaten Sambas 126
VKabupaten Landak - 168
Kabupaten Mempawah | | 54
Kabupaten Sangga_ﬁ . ’ 1 p——
KOtaSmgk;lwané NN [ 59

Sumber/Source : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2022



BATAS-BATAS WILAYAH

KABUPATEN BENGKAYANG

Utara

Kecamatan Timur Selatan
District North East South
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Sungai Raya - SRaya Kep Capkala Kab. Laut Natuna
P ' Mempawah | :
2 Capkala S. Raya Kep. Monterado — Sungai Raya
- ' ' Mempawah | |
3 Sungai Raya Kota s |
| Kepulauan Singkawang Monterado Sungai Raya Laut Natuna
‘4. Samalantan lembah | Sungal Kab. Landak | Monterado
Bawang Betung ; _
' Samalantan
- 5. Monterado Sing}l(::v?ran & Lembah Merﬁaz;av ah | Capkala
g Bawang p ‘
6. Lembah Bawang Kab.Sambas  Lumar Samalantan | Monterado
| : - Sungai
| 7. Bengkayang Lumar Teriak Kab. Landak Betung
| . Suti Kab.
8. Teriak Semarang Lasiiake Kab. Landak Bengkayang
' 9. Sungai Betung Lumar Bengkayang Kab. Landak Samalantan
- ~ Sanggau Suti
10.Ledo Kab. Sambas ledo | Semarang Lumar
11 suti Semarang = Tujuh Belas . 322 | perian Ledo
P ' Landak
3 5 Lembah
| 12. Lumar Kab. Sambas Ledo Bengkayang Bawang
Seluas &
13. Sanggau Ledo Kab. Sambas Tujuh Belas Ledo Kab. Sambas
] . Kab. Suti ;
14. Tujuh Belas | Seluas Landak Semarang - Sanggau Ledo
15. Seluas Jagoi Babang  Siding ~ Tujuh Belas | Kab. Sambas
16. Jagoi Babang Serawak Siding Seluas | Kab. Sambas
| » Kab. |
- 17. Siding Serawak Kab. Landak Seluas
Sanggau |

Sumber/Source : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2022

Kabupaten Bengkayang memiliki luas wilayah 5.396,30 Km?2 atau sekitar

3,68 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat, memiliki topografi

4



sangat bervariasi sebagian tanah datar, sebagian bergelombang namun ada
beberapa daerah yang berbukit bahkan menyerupai gunung. Jenis tanah yang
dimiliki mempunyai sifat dan ciri jenis Organosol, Alluvial, Padsolid Merah
Kuning, Podsol dan Latosol.

Dilihat dari luas masing-masing kecamatan, Kecamatan Jagoi Babang
merupakan kecamatan yang paling luas di Kabupaten Bengkayang dengan
cakupan wilayah sebesar 655 km?2 atau sekitar 12,14 persen dari luas
Kabupaten Bengkayang keseluruhan dan kecamatan dengan wilayah terkecil
adalah Kecamatan Capkala dengan luas wilayah sebesar 46,35 km2 atau
hanya sekitar 0,86 persen dari total luas Kabupaten Bengkayang.

Dilihat dari jarak tempuh terjauh dari ibukota kecamatan ke ibu kota
kabupaten di Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Siding adalah kecamatan

dengan jarak tempuh terjauh, yaitu sekitar 103,68 km disusul Kecamatan

Jagoi Babang dan Kecamatan Sungai Raya.

TABEL 1.6
PERSENTASE LUAS KABUPATEN BENGKAYANG
MENURUT KECAMATAN
R R Persentase
(o Percentage
District 0

(%)

i (1) (2) (3)
1. Sungai Raya 719,85 1,41
2. Capkala 46,35 0,86
3. Sungai Raya Kepulauan 394,00 7,30
4. Samalantan 420,50 7,79
S. Monterado 291,00 5,39
6. Lembah Bawang 188,00 3,48
7. Bengkayang 167,04 3,10
8. Teriak 231,51 4,29
9. Sungai Betung 205,95 3,82
10.Ledo 481,75 8,93
11. Suti Semarang 280,84 5,20
12. Lumar 275,21 5,10
13. Sanggau Ledo 392,50 7,27
14. Tujuh Belas 221,00 4,10
15. Seluas 506,50 9,39
16. Jagoi Babang 655,00 12,14




Persentase
Area Percentage
(Km?) (%)

Kecamatan
District

Jumlah/ Total 5 396,30 100,00

Sumber/Source : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2022

TABEL 1.7
JARAK IBU KOTA KECAMATAN KE IBUKOTA
KABUPATEN BENGKAYANG

Ibukota ~ Jarak ke Ibukota
Kecamatan Kecamatan Kabupaten
District (Km?2)
(1) (2) S
1. Sungal Raya Suglgli 89,56
2 Capkala 'éépkala I 72;32
%epiglﬁxi Raya Sungai Raya 72,56
4 Samalantan Samalantan 37,59
5. Monterado Monterado 53 18
6. ”.Lernbah Bawangl o Papan Uduk 57 39
7 Bengkayang ” - Bengkayang H 0
8. Teriak Bana 13,76
9. SungaiBetung ' Suka Maju 14,84
10.Ledo | ” Ledo 3l1,01 “
11. Suti Semarang Scmarsazlllltgi 67’03.
12 Lumar Lumar 16,94
13. Sanggau Ledo " Lembang 49,60
7 14. Tu];.ﬂl Belas - E’lsak . 6_1_60
15. Seluas  Seluas | 76,08
16 Jagm Babang rjag(.)l__ 89,96
17. Siding Sldmg 105,—68

Sumber/Source : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2022
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< Topografis

Ada dua kondisi alam yang membedakan wilayah Kabupaten Bengkayang.
Kondisi alam yang pertama adalah pesisir pantai. Keseluruhan wilayah pesisir ini
termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan
Sungai Raya Kepulauan. Kondisi alam yang kedua adalah daratan dan perbukitan
yang terdiri dari Kecamatan Capkala, Samalantan, Monterado, Lembah Bawang,
Bengkayang, Teriak, Sungai Betung, Ledo, Suti Semarang, Lumar, Sanggau Ledo,
Tujuh Belas, Seluas, Jagoi Babang, dan Siding.

Bengkayang adalah jenis tanah podsolik merah kuning, yaitu sebesar
3.223,47 kilometer persegi dan yang paling sedikit adalah jenis OGH, yaitu sebesar
67 kilometer persegi.

Dilihat dari persebaran lerengnya, sebagian besar wilayah Kabupaten
Bengkayang masuk pada kelas lereng 15-40 % dan hanya sebagian kecil yang
masuk dalam kelas lereng lebih dari 40 %. Selanjutnya, dilihat dari tekstur
tanahnya, sebagian besar masuk dalam tekstur sedang, yaitu sebesar 3.430,23
kilometer persegi. Luas wilayah tergenang di Kabupaten Bengkayang hanya sebesar
360,20 kilometer persegi dan luas wilayah yang tidak tergenang adalah sebesar
5.036,10 kilometer persegi.

Walaupun hanya sebagian kecil wilayah Kabupaten Bengkayang yang
merupakan wilayah perairan laut, Kabupaten Bengkayang juga memiliki sejumlah
pulau, yaitu sebanyak 12 pulau. Dari sejumlah pulau tersebut, ada sebanyak 6
pulau masih belum berpenghuni dan 6 pulau sudah berpenghuni. Semua pulau
yang ada terletak di wilayah perairan Laut Natuna. Pulau terbesar yang

berpenghuni adalah Pulau Lemukutan dan Pulau Kabung.

Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkayang dari sumber data Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang semester 2 (dua)
tahun 2022 mencapai 290.588 jiwa yang terdiri dari laki-laki 150.920 dan
perempuan 139.668.

Jika jumlah penduduk dirinci menurut kecamatan maka jumlah penduduk
terbesar berada di Kecamatan Monterado sebanyak 34.189 Jiwa (11,77%) sedangkan

jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Suti Semarang sebanyak 6.226 jiwa
(2,14).



1.4. Dasar Hukum Penerapan SPM
Dasar Hukum yang menjadi landasan penerapan SPM adalah sebagai
berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823).

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Thaun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan

Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1540).

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1419).

9. Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang Nomor 11 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 4 Thaun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten
Bengkayang Nomor 4).

10. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten
Bengkayang Tahun 2022 Nomor 1).

1.5.Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Renaksi Penerapan SPM Daerah disusun berdasarkan hasil Pemantauan dan
evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM pada Tahun sebelumnya (N-
1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses
perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu
strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang
harusdi hadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. Tim penerapan SPM dalam
menyusun strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah harus memperhatikan faktor
internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi/lingkungan
pembangunan di Kabupaten Bengkayang yang mempengaruhi tidak tercapainnya
sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh Tim Penerapan SPM dalam
merumuskan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat
Inisiasi yang berisisolusi dan Inovasi yang dapat di terapkan oleh tim Penerapan
SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM nya, sehingga rumusan strategi
Renaksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan rangkaian hubungan
yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman
yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan SPM di daerah masing-
masing.

Seiring dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri
9



Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2018. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2021 harus di pedomani oleh setiap pemerintah daerah

dalam pelaksanaan penerapan SPM baik Kabupaten maupun Kabupaten/Kota.

10
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CAPAIAN

PERSENTASE

NO | PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN %) PAGU REALISASI (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kegiatan Pemenuhan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan Kegiatan
kualitas dan pemerataan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) 100% 149,370,000 149,370,000 100%
layanan satuan kali dalam 6 (enam) bulan
Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah | Kegiatan
berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas 5 o
layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) TEEA 52,382,000 52,882,000 MG
bulan
Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai Kegiatan
kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang - 8
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 100% | 49,370,000 | 49,370,000 100%
tahunajaran
Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan Kegiatan
prasarana satuan pendidikan secara periodik 97,64% 42,356,000 41,356,000 97,64%
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondi Kegiatan
sisarana dan prasarana satuan pendidikan yang 99,31% | 425,389,500 422,458,500 99,31%
rusak
Pemenuhan jumlah Pemetaan dan penataan penempatan untuk Pendidik dan
pendidik dan tenaga pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan tenaga 81,43% 3,320,267 2,703,600 81,43%
kependidikan (PAUD) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kependidikan
Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan Pendidik dan
yang berkualita suntuk pemerataan pendidik dan tenaga 94,35% 2,624,583 2,476,400 94,35%
tenaga kependidikan kependidikan
Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan Guru 0% 0 0 0%
0 (¢)
ketentuan peraturan perundang-undangan
Penyediaan guru pembimbing khusus paling Kegiatan
sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang 98,26% 087,050,991 069,832,128 98,26%
menyelenggarakan pendidikan inklusif
Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan Kegiatan
calon kepala sekolah/lulusan guru penggerakse 0% 0 0 0%
bagai kepala sekolah
Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan Kegiatan
calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak 0% 0 0 0%

sebagai pengawas sekolah
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NO | PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN CAF,;:)IAN PAGU REALISAS] | © ERSET‘,/STASE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah Pengawas
atau penilik untuk satuan pendidika nanak usia sekolah atau 81,43% 3,320,267 2,703,600 81,43%
dini penilik
Pemenuhankualitaspendidik Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi Kegiatan
dan tenagakependidikan pendidik dan tenaga kependidikan yang belum o 8
(PAUD) memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang 60,76% %829,200 28,727,100 o0.76%
dipersyaratkan
Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam Pendidik dan
peningkatan kualifikasi dan kompetensipendidik tenaga
dan tenaga kependidikan kependidikan 0% 0 0 0%
Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum Kegiatan
memiliki sertifikat guru penggerak untuk 0% 0 0 0%
mengikuti pendidikan dan pelatihan guru
penggerak
2 | Program Kegiatan pemenuhan Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) Peserta didik
SPM layanan dasar SPM sampaidengan 15 (lima belas) tahun yang tidak 0% 0] 0 0%
Pendidikan | (SD/SMP/MI/MTs/Paket bersekolah
Dasar A/Paket B) Pemberian bia)'fa pendidikan kepac!a Peserta Didik Peserta didik 0% 2,100,000 0 0%
dari keluarga tidak mampu sampai lulus
Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang Peserta didik 0% 0 0 0%
(6] (o]
kekurangan daya tampung
Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang Peserta didik
ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan 0% 4,750,000 0 0%
tertinggal
Pemenuhan kualitas dan Pembentukankomunitasbelajar dan memastikan Unit
pemerataan hasil belajar guru, kepalasekolah, dan pengawas sekolah komunitas 0% 0 0 0%
Peserta Didik terlibat aktif dalam komunitas tersebut
(SD/SMP/MI/MTs/Paket Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan Kegiatan 5
A /Paket B) kompetensi kepala/sekolah rganpgufuu 160%: 28340 1,000 285,401,000 100%
Pemenuhan kualitas dan Pemberian layanan pendampingan kepada satuan | Kegiatan 0% 0 0 0%

pemerataan layanan

pendidikan untuk mencegah perundungan

1.3




NO

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

SATUAN

CAPAIAN
(%)

PAGU

REALISASI

PERSENTASE
(%)

2

3

4

S

8

9

(SD/SMP/MI/MTs/Paket
A/Paket B)

kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 6 (enam) bulan

Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

Kegiatan

0%

0

0%

Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan
pendidikan yang rusak sedang dan rusakberat

Kegiatan

0%

417,000,000

0%

Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai
peningkatan kualitas layanan termasuk penting
nyainklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah
diskriminasiter hadap ekonomi, gender, fisik,
agama, suku, dan budaya kepada satuan
pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahunajaran

Kegiatan

0%

0%

Pemenuhan jumlahpen
didik dan tenaga
kependidikan
(SD/SMP/Paket A/Paket B)

Pemetaan dan penataan penempatan untuk
pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

Pendidik dan
tenaga
kependidikan

81,43%

2,703,600

81,43%

Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan
yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan
tenaga kependidikan

Guru

94,35%

2,624,583

2,476,400

94,35%

Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Guru

1,57%

133,038,000

2,090,000

1,57%

Penyediaan guru pembimbing khusus paling
sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan inklusif

Kegiatan

96,00%

5.665,179,467

5,438,509,692

96,00%

Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan
calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak
sebagai kepalas ekolah

Kegiatan

0%

0%

Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan
calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak
sebagai pengawas sekolah

Kegiatan

0%

0%

Pemetaan kecuku panjumlah pengawas sekolah
untuk satuan pendidikan

Pengawas

81,43%

3,320,267

2,703,600

81,43%

Pemenuhan kualitas
pendidik dan tenaga

Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi
pendidik dan tenaga kependidikan yang belum

Kegiatan

0%

0

0

0%

14




NO | PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN CAF;:;AN PAGU REALISASI PERS&’;TASE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
kependidikan memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang
(SD/SMP/Paket A/Paket B) dipersyaratkan
Pemberian beasiswa atau bantuan biaya Pendidik dan
pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan tenaga 0% 0 0 0%
kompetensi pendidik dan tenagake pendidikan kependidikan
Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum Kegiatan
memiliki sertifikat guru penggerak untuk 0% 0 0 0%
mengikuti pendidikan dan pelatihan guru
penggerak
3 | Program Kegiatan Pemenuhan Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) Peserta didik
SPM Layanan Dasar SPM sampaidengan 15 (lima belas) tahun yang tidak 0% 0 0 0%
Pendidikan | (Kesetaraan) bersekolah
Kesetaraan Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik | Peserta didik 0% 0 0 0%
dari keluarga tidak mampu sampai lulus
Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang Peserta didik 0% 0 0 0%
kekurangan dayat ampung
Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang Peserta didik
ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan 0% 0 0 0%
tertinggal
Pemenuhan Kualitas dan Pembentukan komunitas belajar dan memastikan Unit
Pemerataan Hasil Belajar guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah komunitas 0% 0 0 0%
Peserta Didik (Kesetaraan) terlibat aktif dalam komunitas tersebut
Egﬁt;i’;’;‘é fi’:;’;j‘;’;:ﬁ(fmin pegnugr‘;atan Kegistan 99.35% | 283,401,000 | 281,551,000 99.35 %
PemenuhanKualitas dan Pemberian layanan pendampingan kepada satuan Kegiatan
Pemerataan Layanan pendidikan untuk mencegah perundungan 0% 0 0 0%
(Kesetaraan) kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 6 (enam) bulan
Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah paling Kegiatan 0% 0 0 0%
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan Kegiatan 0% 0 0 0%
endidikan yang rusak sedang dan rusak berat
Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai Kegiatan
peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya 0% 0 0 0%

inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah
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NO | PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN CA](?/SAN PAGU REALISASI PERS:E/STASE
1 2 3 s 5 6 Z 8 9
diskriminasi terhada pekonomi, gender, fisik,
agama, suku, dan budaya kepada satuan
pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun ajaran
Pemenuhan Jumlah Pemetaan dan penataan penempatan untuk Pendidik dan
Pendidik dan Tenaga pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan tenaga 81.43 % 3,320,267 2,703,600 81.43 %
Kependidikan (Kesetaraan) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kependidikan
Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan | Pendidik dan
yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan | tenaga 94.35 % 2,624,583 2,476,400 94.35 %
tenaga kependidikan kependidikan
Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan Guru 0% 0 0 0%
0 (o]
ketentuan peraturan perundang-undangan
Penyediaan guru pembimbing khusus paling Kegiatan
sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang 0% 0 0 0%
menyelenggarakan pendidikan inklusif
Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan Kegiatan
calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak 81.43 % 1,660,133 1,351,800 81.43%
sebagai kepala sekolah
Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan Kegiatan
calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak 0% 0 0 0%
sebagai pengawas sekolah
Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah Pengawas B
untuk satusn pendidikan Selealah 81.43 % 3,320,267 2,703,600 81.43 %
Pemenuhan Kualitas Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi Kegiatan
Pendidik dan Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang belum 0% 0 0 0%
Kependidikan (Kesetaraan) memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang ! ?
dipersyaratkan
Pemberian beasiswa atau bantuan biaya Pendidik dan
pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan tenaga 0% 0] 0 0%
kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan kependidikan
Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum Kegiatan
memiliki sertifikat guru penggerak untuk 0% 0 0 0%

mengikuti pendidikan dan pelatihan guru
penggerak

Sumber: Pelaporan E-SPM Kabupaten Bengkayang Tahun 2022
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2.2.2. Bidang Kesehatan

Tabel 2.3 Kondisi capaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2022

NO| PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN CA?Q]IAN PAGU REALISASI PERS{P;STASE
i 2 3 4 S 6 7 8 9
1 | Program Penyediaan 1 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil Orang 98,30% | 768,880,000 | 755,830,000 98,30%
Pemenuhan Layanan 2 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin Orang 73,80% | 938,434,600 | 692,573,350 73,80%
Upaya Kesehatan | Kesehatan untuk 3 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir Orang 92,07% | 423,129,455 | 389,555,000 92,07%
Perorangan Dan | UKM dan UKP 4 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita Orang 99,49% 2,111,528 2,100,776 99,49%
Upaya Kesehatan | Rujukan Tingkat 5 | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan | Orang
Masyarakat Daerah Dasar 99,33% | 861,868,450 | 856,120,000 99,33%
Kabupaten/Kota 6 | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada UsiaProduktif Orang 97,65% | 852,722,000 | 832,668,750 97,65%
7 | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut Orang 97,03% | 694,488,644 | 673,851,444 97,03%
8 | Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi Orang 100% 403,572,000 | 403,568,750 100%
9 ;ecr;{gtzlzlaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Orang 100% 317,722,000 | 317,718,750 100%
10 | Pengelolaan .pelayanan kesehatan Orang Dengan Orang 90,79% | 421,132,000 | 382,328,750 90,79%
Gangguan Jiwa Berat
11 Pcngelolaan_ pelayanan kesehatan Orang Terduga Orang 98,25% | 456,320,000 | 448,320,000 98,25%
Tuberkulosis
12 Pquelolagn pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko | Orang 95,91% | 250,640,000 | 239,390,000 95.91%
Terinfeksi HIV
13 | Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada Dokumen 0% 0 0 0%
kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) i
14 | Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk Dokumen
0% 0 0 0%

terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau
berpoten sibencana

Sumber : Pelaporan E-SPM Kabupaten Bengkayang Tahun 2022
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2.2.3. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.4 Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Kabupaten Bengkayang Tahun 2022

NO| PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN CAI;Q)IAN PAGU REALISASI PERSESTASE
1 2 3 4 5 6 A 8 9
! g:;zggxggllaan ggﬁggﬁf:;‘ggﬁ“ 5 f:;nygsgr‘;‘:;} rencana, kebijakan, strategi dan | n, 1, en 98.58 % 645,022,500 635,861,000 | 98.58 %

dan Sistem 2 Supervisi
Pengembangan | Penyediaan Air pembangunan/peningkatan/perluasan/perb | Dokumen 0% 0 0 0%
Sistem Minum (SPAM) aikan SPAM
P di Ai iD iari i i
enyediaan Air | di Daerah 3 | Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di | ii0r/petik 95.30 % 1,564,800,00 | 491,281,000 | 95.30 %
Minum kawasan Perkotaan 0
4 Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di SR 95,31% 5,889,625,00 5,613,290,500 | 95,31%
kawasanPerdesaan 0
5 Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di Liter/Detik 0% 0 0 0%
kawasan Perkotaan
6 Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di Liter/ Detik 0% 0 0 0%
kawasanPerdesaan
7 Perluasan SPAM jaringan perpipaan di SR 0% 0 0 0%
kawasan Perkotaan
8 Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di SR 0% 0 0 0%
kawasan Perdesaan
9 ija:nblzrr.:i?nn dan pengawasan terhadap tarif Orang 0% 0 0 0%
10 Pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Badan Usaha 0% 0 0 0%
untuk kebutuhan sendiri
11 Pembinaan dan pengawasan terhadap Kelbinolk
penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Ma alr)‘akat 0% 0] 0 0%
Desa dan kelompok masyarakat iod
12 Fasilitasi penyiapan kerjasama SPAM Unit 0% 0 0%
13 Pembinaan dan pengawasann terhadap : . G
pelaksanaan kerjasama SPAM Hnit 0% 9 0%
14 Pengembangan SDM dan kelembagaan 0% 0 0 0%

pengelolaan SPAM
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CAPAIAN

PERSENTASE

NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN (%) PAGU REALISASI (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15 Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan | (.. 0% 0 0%
Perkotaan
16 Operasi dan pemeliharaan SPAM di Unit 0% 0 0%
kawasanPerdesaan
17 Pem}?angungn baru SPAM bukan jaringan RumahTangga | 0% 0 0%
perpipaan di kawasan Perdesaan
18 Pemr_lgkataq SPAM bukan jaringan Unit 0% 0 0%
perpipaan di kawasanPerdesaan
19 Perluasan SPAM jaringan perpipaan di 0% 0 0%
kawasanPerdesaan
20 Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di Unit 0% 0 0%
kawasanPerkotaan
21 Pfarbalkan SPAM bukan jaringan perpipaan Unit 0% 0 0%
di kawasan Perdesaan
2 | Program Pengelolaan dan 1 Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan
Pengelolaan Pengembangan$S teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Dokumen 0% 0 0%
dan istem Air Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan | Limbah 2 Supervisi pembangunan/rehabilitasi/
Sistem Air Domestik dalam peningkatan/perluasan SistemPengelolaan Dokumen 0% 0 0%
Limbah Daerah Air Limbah Domestik terpusat skala Kota
3 Pembangunan/ penyediaanSistemPengelolaa o 5
n Air Limbahterpusatskala Kota Rumah Tangga | 0% 0 @
4 Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat Rumah Tangga | 0% 0 0%
skala Kota
5 Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat Rumah Tangga | 0% 0 0%
skala permukiman
6 Pembangunan/penyediaan sub system RumeahTengga. | 0% 0 0%
pengolahan setempat
7 Pembmgan teknik Pengelolaan Air Limbah Ovang 0% 0 0%
Domestik
8 Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat
terkait penyediaan SistemPengelolaan Air 0% 0 0%

LimbahDomestik




ASE
NO| PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN CAI;,Q;AN PAGU REALISASI PERSF;ST
] 2 3 4 5 6 7 8 9
9 Pengembangan SDM dan kelembagaan ; 5 "
Pengelolaan Air LimbahDomestik Dt a5 0 i
10 Operasi dan pemeliharaan Sistem 0% 0 0%
Pengelolaan Air Limbah Domestik
T, Supervisi
pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/ perl 0% 0 0%
uasan SistemPengelolaan Air Limbah
Domestik terpusat skala permukiman
12 Pembangunan/penyediaan Sistem
Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Orang 0% 0 0%
permukiman
13 E(:l?gedlaan sarana pengangkutan lumpur Unit 0% 0 0%
14 Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja Dokumen 0% 0%
15 Pembangunan/penyediaan sarana dan Rumah Tangga | 0% 0 0%
prasarana IPLT
16 Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana | o 4 Tangga | 0% 0 0%
dan prasarana IPLT
17 Supervisi
pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ perl Dokumen 0% 0 0%

uasan sarana dan prasarana IPLT

Sumber : Pelaporan E-SPM Kabupaten Bengkayang Tahun 2022
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2.2.4. Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.5 Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat di Kabupaten Bengkayang Tahun 2022

NO| PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN CAf:z;AN PAGU REALISASI PERSFE/IJTASE
1 2 3 4 5 6 Vi 8 9
1 Program Pendatrftan 1 Idcnt1ﬁl_<as: perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena Dokumen | 99.00 % 6,490,600 6,425,600 | 99.00 %
Pengembangan | Penyediaan dan relokasi program Kabupaten/Kota
Perumahan Rehabilitasi 5 Identifikasi lahan-lahanpotensial sebagai lokasirelokasi Dolumen | 99,53% 33,571,025 33,412,424 | 99,53%
Rumah Korban perumahan
Bencana atau Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian o o
Relokasi 3 sebelumnya yang belum tertangani Dplamen |{f D o 0 5
Program Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana Dokumen | 0% 0 0 0%
Kabupaten/Kota i i i i
P / 5 Pendataan dan verifikasi penerima ;-umah bagi korban Dokumen | 99,80% 14,659,750 14,629,750 | 99,80%
bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota
6 Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susundan | o W 82,26% 8,497,200 6,990,000 82,26%
rumah khusus
Pembangunan | Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Unit 99.31 % 73,229,150 72,726,550 | 99.31 %
dan Rehabilitasi Rumah
Rumah Korban Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design
Bencana atau 2 | (DED) bagirumah korban bencana atau relokasi program Dokumen | 0% 0 0 0%
Relokasi Kabupaten/Kota
Program Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban
Kabupaten/Kota 3 bencana Ha 0% 0 0 0%
4 Pembangunan rumah bagi korban bencana Unit 0% 0 0 0%
Rumah
5 Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban Unit 0% 0 0 0%
bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota Rumah ’ ’
6 Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada Unit 0% 0 0 0%
relokasi program Kabupaten /Kota Rumah !

Sumber : Pelaporan E-SPM Kabupaten Bengkayang Tahun 2022
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2.2.5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.6 Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas di Kabupaten Bengkayang Tahun 2022

CAPAI REALI | PERSENTASE
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN AN (%) PAGU SASI (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Penanganan Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
Peningkatan Gangguan melalu ideteksi dini dan cegah dl.m, pembinaan dan o 0% 50,000,000 0 0%
Ketenteraman Ketenteraman penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan
Dan Ketertiban dan Ketertiban pengawalan
Umum Umum dalam 1 Penindakanatas gangguan ketenteraman dan ketertiban
(Satu) Daerah umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban Kasus 0% 35,998,000 0 0%
dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum serta perlindungan masyarakat tingkat Dokumen 0% 30,000,000 0 0%
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan perhndupgan masyarakat dalam rangka Dokumen 0% 30,000,000 0 0%
% ketentraman dan ketertibanumum
Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja
dan SatuanPerlindungan Masyarakat termasuk dalam Orang 0% 30,000,000 0 0%
pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik
pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan Dokumen 0% 50,000,000 0 0%
ketertiban umum
Pengadaan dan pemehhgraan sarana dan prasarana Unit 0% 0 0 0%
ketentraman dan ketertiba numum
f:;g;t;g;:? SOP ketertiban umum dan ketentraman Delumer 0% 0 0 0%
Penyediaan layanan dalam rangka dampa kpenegakan o 0 Y
Peraturan Daerah dan Perkada i i 0 0%
Penegakan Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan & o
Peraturan Bupati/Wali Kota Laporan 0% 39,995,000 0 0%
Daerah Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan o o
Kabupaten/Kota Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota laparan 0% 20006, 90 0 0%
dan Peraturan Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan
ﬁggﬁt'/ Wk Peraturan Bupati/Wali Kota Laporan 0% 2,652,163,569 o | 0%
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CAPAI REALI | PERSENTASE
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN AN (%) PAGU SASI (%)
il 2 3 4 ] 6 i 8 9
Pembinaan
Penyidik
Pegawai Negeri 1 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Laporan 0% 43,316,000 0 0%
Sipil (PPNS)
Kabupaten
2 Program Pelayanan 1 | Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota Dokumen
Penanggulangan | Informasi Rawan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan 82.23 34.74
Bencana Bencana 2 | bencana Kabupaten/Kota (per jenisbencana) Orang ' 42,260,000 ; 82.23 %
% 8,400
Kabupaten/Kota
Pelayanan Penyusunan rencana penanggulangan bencana 5 0
Pencegahan dan i Kabupaten/Kota Daolsaien 0% 0 0 i
Kesiap siagaan Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana o 0
Terhadap 2 Kabupaten/Kota Qrang - 0 0 0%
Bencana Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana o 5
: . Yo
3 kesiap siagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota Deliarien 0% 0 2 O
q Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiap siagaan Unit 0% 0 0 0%
terhadap bencana
5 Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan Dokumen 0% 0 0 0%
kesiap siagaan
6 Penlguatgn kapasitas kawasan untuk pencegahan dan — 0% 0 0 0%
kesiap siagaan bencana
7 | Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota 0% 0 0 0%
Pengembangan kapasitas Tim ReaksiCepat (TRC) bencana 52.79 46,45 2799
8 Kabupaten/Kota Orang % 88,000,000 7.300 52.79 %
9 | Penyusunan rencana kontijensi Dokumen 0% 0 0 0%
10 | Gladi kesiap siagaan terhadap bencana Orang 0% 0 0 0%
11 | Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana | Dokumen 0% 0 0 0%
12 | Pelatihan keluarga tanggap bencana alam 0% 0 0 0%
Pelayanan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah & 0
Penyelamatan ! Zoonosis Prioritas Laporen O 0 0 g
dan Evakuasi 2 | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Laporan 0% 0 0 0%
Korban Bencana | 3 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Laporan 0% 0 0 0%
4 genyedlaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Arang 0% 0 0 0%
encana
5 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan DaruratBencana Laporan 0% 0 0 0%
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dan Penyelamatan (SKIK)

CAPAI REALI | PERSENTASE
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN AN (%) PAGU SASI (%)
il 2 3 4 5 6 7 8 9
0
Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit | Laporan 5.50 % | 32,699,800 16%00’ 5.50 %
Penataan Sistem Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Dekciiiai 0% 0 0 0%
Dasar Kabupaten/Kota
Penanggulangan Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota Dokumen 0% 31,440,000 0%
Bencana Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam =ri— 0% 79,952,500 0%
penanggulangan bencana Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi 12.24
Kebencanaan Dokumen OCVO 25,900,000 2 5’00 0%
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Laporan 0% 0 0 0%
penanggulangan bencana
Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota T 158,462,050 é%,OT g 6,79%
3 Program Pencegahan, Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota .
Pencegahanpena | Pengendalian, Dokumen 0% 0 0 0%
nggulangan, Pemadaman, -
penyelamatanke | Penyelamatan, Pemadaman dan pengendaliankebakaran dalam daerah __—— 31.37 S405. 500 USBL | e s
balaran Qa0 dan Kabupaten/Kota % ey 0,000 .
penyelamatan PenangananBah Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non 20.39 9.080
non kebakaran anBerbahaya kebakaran Laporan % ' 44,521,000 600 ' 20.39 %
dan
BeracunKebakar Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran ) .
andalam Daerah dalam daerah Kabupaten/Kota Dokumen 0% 0 0 0%
Kabupaten/Kota Standa risasi sarana dan prasarana pencegahan, ) . ;
penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri Unit 0% 0 0 0%
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, .
penanggulangan kebakaran dan Alat PelindungDiri Dokumen 0% 44,397,000 0 0%
Pembinaana paratur pemadam kebakaran
Dokumen
Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran _
Unit 0% 0 0 0%
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CAPAI REALI | PERSENTASE
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN AN (%) PAGU SASI (%)
1 2 3 4 5 6 T 8 9
Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah
9 berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam Orang 0% 0 0%
pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran
dan penyelamatan non kebakaran
Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga
10 Dokumen 0% 0 0%
Inspeksi Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran
Pera_latan 1 Laporan 00/0 0 O(VO
Proteksi
Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran
Kebakaran 2 P ¥ Laporan 0% 0 0%
InvestigasiKejadi Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan ) .
anKebakaran 1 | pengujian penyebab kejadian kebakaran Dokumen 0% 0 0%
Pemberdayaan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan
Masyarakat 1 | penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi | Orang 0% 0 0%
dalamPencegaha masyarakat
nKebakaran Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran
2 0% 0 0%
Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam . .
3 | kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana Dokumen 0% 0 0%
Penyelenggaraan
Operasi
Pencarian dan . .
Pertolongan 1 Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada | Laporan 0% 0 0%
Terhadap Kondis peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau
iMembahayakan .
M . mengancam keselamatan manusia
anusia
Standar isasisarana dan prasarana pencarian dan
1 pertolongan terhadap kondisi membahayakan | Dokumen 0% 0 0%

manusia/penyelamatan dan evakuasi
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CAPAI REALI | PERSENTASE
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN AN (%) PAGU SASI (%)
1 2 3 4 5 8 9
Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan
2 terhadap kondisi membahayaka nmanusia/penyelamatan | Unit 0% 0 0 0%
dan evakuasi
Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap
3 kondisi membahayaka nmanusia/penyelamatan dan | Laporan 0% 0 0 0%
evakuasi
Sumber : Pelaporan E-SPM Kabupaten Bengkayang Tahun 2022
2.2.6. Bidang Sosial
Tabel 2.7 Kondisi capaian SPM bidang Sosial di Kabupaten Bengkayang Tahun 2022
NO | PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN CA?,Q)IAN PAGU REALISASI PERS&‘;TASE
1 2 3 4 S 6 7 8 9
1 Program Rehabilitasi 1 | Penyediaan permakanan Orang 98,47% 22,962,400 22,540,500 98,47%
Rehabilitasi Sosial Dasar 2 | Penyediaan sandang Orang 97,47% 22,500,000 21,929,900 97,47%
Sosial Penyandang 3 | Penyediaan ala tbantu Orang 99,00% 30,000,000 29,698,950 99,00%
Disabilitas 4 | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 99,17% 10,840,000 | 10,749,800 99,17%
Terlantar, Anak 5 | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial Orang 0% 0 0 0%
Teljlantar, Lanjut Pemberian bimbingan social kepada keluarga penyandang
Usia Terlantar, 6 | disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjutusiater lantar, Orang 0% 0 0 0%
serta sertage landangan pengemis dan masyarakat
Gelandangan - Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Oran 0% 0 0 0%
geng_eg“s_:ll Luar Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak g ! a
ant1 Sosl : ET
8 gzgna‘gen anak seske layanan pendidikan dan kesehatan Oreng 0% 0 0 0%
9 | Pemberian layanan data dan pengaduan Orang 0% 0 0 0%
10 | Pemberian layanan kedaruratan Orang 95,21% 28,381,000 27,021,550 95,21%
11 | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga . . ... Orang 99,96% 12,037,600 12,032,300 99,96%
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NO| PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN CA{:’/:;AN PAGU REALISASI | © ERSF;‘/STASE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 | Pemberian layanan rujukan Dokumen | 0% 0 0 0%
Perlindungan 1 | Penyediaan makanan Orang 99,99% 34,807,000 34,804,500 99,99%
Sosial Korban 2 | Penyediaan sandang Orang 99,98% 13,131,750 13,129,450 99,98%
Bencana Alam 3 | Penyediaan tempat penampungan pengungsi Unit 87,65% 9,720,000 8,520,000 87,65%
dan Sosial 4 | Penanganan khusus bagi kelompok rentan Orang 100% 60,813,000 60,812,329 100%
Kabupaten/Kota | 5 | Pelayanan dukungan Psikososial Orang 0% 0 0 0%

Sumber: Pelaporan E-SPM Kabupaten Bengkayang Tahun 2022
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.

Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM
Dalam pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Bengkayang ditemukan

beberapa permasalahan sebagai berikut:

2.2.1. Pendidikan
Bidang Pendidikan di Kabupaten Bengkayang secara umum mengalami
perkembangan kearah yang lebih baik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah
dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam
pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:
1. Pengumpulan Data
- Adanya pergantian personil yang menangani pendataan
- Kurang validnya data yang tersedia
- Data yang diperoleh tidak sesuai dengan kebutuhan penerapan SPM
2. Penghitungan Kebutuhan
Bahwa ada beberapa penghitungan kebutuhan yang tidak berdasarkan
analisis kebutuhan
3. Perencanaan dan Penganggaran
Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran yang sesuai dengan
program SPM
4. Pelaksanaan
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Penerapan SPM pada
urusan Pendidikan.
2.2.2. Kesehatan
Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan
wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih
terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar

Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

NO Jenis Pelayanan Permasalahan
1 Pelayanan Kesehatan Ibu a. Kurangnya informasi dari tenaga
Hamil kesehatan  kepada  masyarakat

terutama ibu hamil dan keluarga
b. Kurangnya pengetahuan ibu hamil

dan masyarakat serta belum

memahami sepenuhnya mengenai
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. Puskesmas dan desa belum optimal

. Jarak tempuh Fasyankes yang jauh

. Kerjasama Lintas Sektor antara

bahaya-bahaya pada masa
kehamilan sehingga ibu hamil
menganggap tidak perlu datang ke
fasyankes untuk melkukan
pemeriksaan apabila tidak ada

keluhan dalam kehamilan

dalam menyediakan sarana dan
prasarana yaitu kurang tenaga bidan

yang tinggal di desa dan poskesdes
dari tempat tinggal ibu hamil
Puskesmas dengan pihak terkait

belum  optimal terjadi antar

puskesmas di wilayah kerjanya.

Pelayanan Kesehatan Ibu

Bersalin

. Pustu dan Poskesdes tidak

. Kerjasama lintas sektor yang masih

. Pertolongan persalinan masih

. Letak geografis yang sulit

memenuhi standar persalinan

fasyankes.

kurang optimal dalam
mempromosikan persalinan lebih

aman di fasyankes.

banyak di tolong oleh dukun bayi di
rumah dan tidak ada kunjungan

oleh tenaga kesehatan.

Pelayanan Kesehatan Bayi
Baru Lahir

. Kerja sama lintas sektor yang masih

. Letak geografis yang sulit

kurang optimal, kurangnya
dukungan desa dalam memotivasi
ibu dan keluarga agar membawa
anaknya untuk kunjungan neonatus

sampai selesai.
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Pelayanan Kesehatan Balita

. Kurangnya pengetahuan ibu dan

.Kurangnya kemampuan pengelola

. Kerjasama lintas sektor yang masih

. Letak geografis yang sulit

keluarga dalam pemenuhan hak
anak balita yang harus di terimanya
sehingga tidak lagi datang
keposyandu untuk di timbang dan

lainnya.

program dalam memahami indikator

dalam pencapaian kunjungan balita.

kurang optimal.

Pelayanan Kesehatan Pada

Usia Pendidikan Dasar

. Penyampaian Laporan belum tertib /

. Beberapa Petugas Puskesmas belum

. Pergantian Pengelola Program di

. Beberapa Pengelola Program

. Kerjasama Lintas Sektor masih

. Belum seluruh sekolah

. Keterbatasan tenaga kesehatan dan

tepat waktu

memahami tata cara pencatatan dan

pelaporan.

Puskesmas setiap tahun.

Kesehatan Usia Sekolah Dasar di
Puskesmas masih belum
mendapatkan  pelatihan ~ Upaya
Kesehatan Sekolah

belum berjalan maksimal dalam
pelayanan Kesehatan Usia Sekolah

Dasar

melaksanakan Upaya Kesehatan
Sekolah (UKS) sesuai standar.

anggaran dalam pelaksanaan

penjaringan usia Pendidikan Dasar.
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Pelayanan Kesehatan pada
Usia Produktif

. Kader posbindu PTM belum semua

terlatih;

.Belum semua desa mempunyai

posbindu PTM;

. Masyarakat kurang berminat

memeriksakan diri ke Posbindu
karena di Posbindu tidak ada

pengobatan;

. Masyarakat belum sadar pentingnya

deteksi dini Penyakit Tidak Menular;

. Pemerintah desa belum optimal

mendukung kegiatan posbindu;

. Belum adanya Inovasi pada kegiatan

Posbindu PTM untuk menarik minat
Masyarakat khususnya Usia
Produktif

. Ada beberapa pengelola program

setiap tahun berganti.

Pelayanan Kesehatan pada

Usia Lanjut

. Penyampaian Laporan belum tertib /

tepat waktu

. Beberapa Petugas Puskesmas belum

memahami tata cara pencatatan dan

pelaporan.

. Pergantian Pengelola Program di

Puskesmas setiap Tahun berubah.

. Beberapa Pengelola Program

Kesehatan Lansia di Puskesmas
masih belum mendapatkan

pelatihan Kesehatan Lansia

. Kerjasama Lintas Sektor masih

belum berjalan maksimal dalam

pelayanan Kesehatan Lansia

. Belum tercovernya Posyandu Lansia

di setiap desa
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.Kader Posyandu Lansia belum

terlatih

Pelayanan Kesehatan

Penderita Hipertensi

. Penderita hipertensi tidak rutin

. Kesadaran penderita  hipertensi

. Keterbatasan petugas untuk

datang ke Puskesmas untuk

mengambil obat

untuk datang ke Puskesmas masih

rendah

melakukan kunjungan rumah

kepada penderita hipertensi

Pelayanan Kesehatan
Penderita Diabetes Melitus
(DM)

. Penderita Diabetes Melitus (DM)

. Kesadaran penderita Diabetes

. Keterbatasan petugas utuk

tidak rutin datang ke Puskesmas

untuk mengambil obat.

Melitus (DM) untuk datang ke

Puskesmas masih rendah.

melakukan kunjungan rumah.

10

Pelayanan Kesehatan Orang
dengan Gangguan Jiwa
Berat (ODGJB)

. Penyampaian laporan belum tertib

. Beberapa petugas puskesmas

. Pergantian pengelola program

. Pengelola program dan petugas

dan tepat waktu.

kurang memahami definisi
operasional dalam pencatatan dan

pelaporan.

Kesehatan jiwa di puskesmas setiap
tahun.

pelaksana Kesehatan Jiwa di
puskesmas belum semua
mendapatkan pelatihan Kesehatan

Jiwa.




e. Kerjasama lintas sektor masih belum
berjalan maksimal dalam

penanganan kasus ODGJ.

11 | Pelayanan Kesehatan Orang |a. Masih banyak pengelola program

terduga Tuberkolosis (TB) belum mengentry data di Aplikasi
Online SITB.

b. Pengelola program setiap tahunnya
selalu berganti-ganti.

c. Kurangnya kemampuan tenaga
kesehatan dalam melakukan
pelacakan orang terduga
Tuberkolosis (TB).

d. Belum optimalnya kerjasama Lintas
Sektor dalam  pelaporan dan
pencatatan pelayanan kesehatan
orang terduga Tuberkolosis (TB).

e. Belum adanya ruangan
isolasi/pelayanan khusus untuk

penderita Penyakit Menular.

12 | Pelayanan Kesehatan Orang | a. Masih banyak pengelola program
dengan Resiko Terinfeksi belum mengentry di aplikasi SIHA
HIV 2.1

b. Pengelola program setiap tahunnya
selalu berganti-ganti.

c. Belum optimalnya kerjasama Lintas
Sektor dalam  pelaporan dan
pencatatan pelayanan kesehatan
orang dengan Resiko Terinfeksi HIV.

d. Belum adanya ruangan

isolasi/pelayanan khusus untuk

penderita Penyakit Menular.

2.2.3. Pekerjaan Umum
Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum di Bengkayang secara umum

mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat
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berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan

Minimal, adalah sebagai berikut, Adapun permasalahan dalam penerapan SPM

Pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

2.

2.2.4.

Pengumpulan Data

- Beberapa Kecamatan tidak memiliki sumber air baku yang layak
Strategi sanitasi Kabupaten (SSK) tahun 2017 sudah tidak relevan
terhadap kondisi yang berkembang dan revisi SSK dalam proses

Penghitungan Kebutuhan
Sumber air baku yang ada cukup jauh dari permukiman sehingga

membutuhkan dana yang cukup besar untuk penyediaan SPAM

. Perencanaan dan Penganggaran

Keterbatasan Pembiayaan dalam pengelolaan air bersih

. Pelaksanaan

Belum ada mekanisme pemantauan berkala dan evaluasi untuk
mengukur keberhasilan kegiatan komunikasi sektor sanitasi terutama

sub sektor air limbah di tingkat individu dan masyarakat.

. Lain lain

- Belum dimilikinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di
Kabupaten Bengkayang menyulitkan masyarakat yang hendak
membuang lumpur hasil pengurasan septi tank

-Belum adanya regulasi atau Perda Air Limbah Domestik skala
Kabupaten

- Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air
limbah permukiman

- Masih kurangnya akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air
limbah permukiman
Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat di Bengkayang secara umum

mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat

berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan
Minimal, adalah sebagai berikut:

| P

Pengumpulan Data

Keterbatasan anggaran untuk mengumpulkan data se-kabupaten
Bengkayang

Penghitungan Kebutuhan
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Belum terkumpulnya data secara menyeluruh dan tingkat keakuratan
data sehingga menyulitkan untuk menghitung kebutuhan

3. Perencanaan dan Penganggaran
Masih terbatasanya koordinasi antar pemangku kebijakan dalam hal
perencanaan dan penganggaran SPM Bidang Perumahan

4. Pelaksanaan
Terbatasnya anggaran dan personil bidang perumahan

5. Lain lain

Perlu penguatan koordinasi dalam hal perencanaan dan penganggaran
2.2.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas di Bengkayang secara umum
mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat
berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan
Minimal, adalah sebagai berikut:
A. Satuan Polisi Pamong Praja
1. Permasalahan
- Terbatasanya sarana dan prasarana pendukung
- Terbatasnya anggota yang bersertifikat PPNS
- Wilayah Patroli yang luas dengan kondisi jalan yang kurang memadai
- Adanya usaha ekonomi yang berpotensi menganggu ketentraman dan
ketertiban umum
- Kurangnya kesadaran atau pemahaman masyarakat terhadap
pelaksanaan perda dan perkada
- Kurangnya dukungan operasional penegakan Perda
- Kurangnya anggaran untuk meunjang berbagai program dan kegiatan
di Satpol PP.
- Belum optimalnya kerjasama antar pemangku kepentingan dan lintas
sektoral dalam rangka penegakan Perda/Perkada.
b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1. Permasalahan
- Dalam melaksanakan tugas pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah selalu mengalami hambatan-hambatan dilapangan, faktor
utamanya adalah keterbatasan anggaran dan personil
- Pelaksanaan anggaran TAPD pada bidang-bidang tidak dapat

dilaksanakan
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2.2,

- Masih minimnya sarana dan prasarana fasilitas komunikasi dalam
melaksanakan penanggulangan bencana pada saat terjadinya
bencana, baik secara personil maupun sumber daya manusia.

- Letak Geografis Kabupaten Bengkayang terdapat daerah perbukitan
dan lembah, sehingga hal tersebut merupakan factor utama
hambatan-hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat kurang
maksimal dan jangkauan sangat terbatas sehingga untuk mencapai
target sasaran menjadi terkendala

6. Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial di Kabupaten Bengkayang berkembang

seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam

pelaksanaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

C.

Adapun permasalahan dalam penerapan SPM Pada Sosial adalah sebagai
berikut :
a. Pengumpulan Data
Desa/Kelurahan belum menyampaikan data PMKS sebagaimana surat
yang disampaikan oleh DSP3A Kab. Bengkayang
b. Penghitungan Kebutuhan
Terbatasnya data menyebabkan penghitungan kebutuhan belum
maksimal
Perencanaan dan Penganggaran
Anggaran yang tersedia bersifat gelondongan dan belum mencukupi
untuk memenuhi kebutuhan PMKS karena harus menyiapkan alokasi
anggaran untuk kegiatan lainnya pada bidang perlindungan Jaminan dan
Rehabilitasi Sosial
Pelaksanaan
Anggaran yang terbatas diprioritaskan untuk pengalokasian anggaran
bagi lansia terlantar, disabilitas terlantar dan orang/anak terlantar yang
merupakan warga bengkayang dan sifatnya urgent dan mendesak,
sedangkan untuk gelandangan dan pengemis belum dapat dipenuhi
Lain- lain

Tid
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BAB III
STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam memenuhi ketentutan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal, Pemerintah Kabupaten Bengkayang memiliki lingkungan strategis
yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian
dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencarial ternatif terbaik dalam
menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara
dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai
pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijjakan yang diambil dalam
menyelesaikan persoalan pemenuhanenam SPM berturut-turut digambarkan
sebagai berikut:

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang
diambil dalamm enyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai
berikut:

3.1. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

3.1.1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Bengkayang Bidang Pendidikan adalah

sebagai berikut:

a. Peningkatan partisipasi penduduk usia 7 -12 tahun untuk sekolah di SD/MI
melalui pendataan kepada penduduk usia 7 — 12 yang belum bersekolah di
SD; melakukan sosialisasi untuk menyekolahkan anak ke SD/MIL.

b. Peningkatan partisipasi penduduk usia 13 -15 tahun untuk sekolah di
SMP/MTs melalui pendataan kepada penduduk usia 13 - 15 yang belum
bersekolah di SMP/MTs; melakukan sosialisasi untuk menyekolahkan anak
ke SMP/MTs dan pemberian motivasi kepada anak usia 13 — 15 tentan
pentingnya pendidikan.

c. Peningkatan partisipasi penduduk usia 7 -18 tahun untuk mengikuti
pendidikan kesetaraan melalui insentif kepada penduduk yang bersedia
mengikuti pendidikan kesetaraan; perbaikan kondisi PKBM; peningkatan
kualitas kurikulum terutama yang berkaitan dengan life-skill.

d. Peningkatan Rerata kemampuan Literasi SD dan SMP berdasarkan Asesmen

Nasional ;
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Peningkatan Rerata kemampuan Numerasi SD dan SMP berdasarkan

asesmen nasional;
Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal
Akreditasi B;

Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling
Rendah D-1V/S1,;

. Peningkatan Indeks Iklim Keamanan SD dan SMP ;

Peningkatan Indeks Iklim Kebinekaan SD dan SMP;

Peningkatan Indeks Inklusivitas SD dan SMP

Peningkatan Pemenuhan Standar sarana dan prasarana pada satuan
pendidikan PAUD, PNF, SD, SMP melalui perencanaan dan tahapan yang

baik sesuai dengan kemampuan daerah.

3.1.2.SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Strategi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan SPM Bidang
Kesehatan adalah sebagai berikut:

a.

b

-

g.
h.

Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan;

Peningkatan kapasitas kader;

c. Peningkatan kapasitas pengelola UKS dan dokter kecil;
d.

Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan;

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan;
Melakukan koordinasi mengenai SPM urusan Kesehatan dengan melibatkan
Puskesmas, Klinik Pratama, Rumah Sakit Daerah dan swasta;

Penyusunan sistem pelaporan SPM yang terintegrasi,

Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara rutin

Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang kesehatan berdasarkan strategi

di atas adalah sebagai berikut:

a.
b.

Peningkatan pemeriksanaan ibu hamil yang melahirkan pada akhir tahun;
Peningkatan kesehatan ibu bersalin diutamakan ibu bersalin resiko tinggi di
2 minggu setelah persalinan;

Peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir diutamakan pada bayi
dengan berat badan lahir rendah;

Peningkatan pelayanan kesehatan balita diutamakan pada usia dua tahun

dalam rangka pencegahan stunting dan penguatan tumbuh kembang;
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e. Pemeriksaan kesehatan pada pendidikan dasar diutamakan pada
pemeriksaan kesehatan secara rutin dan peningkatan peran UKS;

f. Peningkatan kesehatan pada usia produktif difokuskan pada pemeriksaan
penyakit tidak menular;

g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut diutamakan pada
peningkatan kesehatan lansia;

h. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi di utamakan
pada peningkatan Posbindu PTM,;

i. Pengelolaan pelayanan diabetes mellitus difokuskan pada pencegahan dan
peningkatan pemahaman masyarakat sejak dini;

j- Pengelolaan pelayanan kesehatan ODGJ dapat diutamakan pada
peningkatan kunjungan rumabh;

k. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkolosis (TB) dapat
diutamakan pada pelacakan kasus penyakit menular;

. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Resiko terinfeksi HIV dapat
diutamakan dengan pelacakan kasus penyakit menular.

3.1.3.SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Isu Strategis dari SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah

rendahnya akses masyarakat terhadap air minum dan pengelolaan air limbah

domestik. Berdasarkan masalah isu staregis tersebut, perlu diambil sebuah

strategi dan kebijakan yang tepat supaya mutu dan sasaran pelayanan dalam

standar pelayanan minimal dapat dipenuhi. Strategi pemenuhan target standar

pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai

berikut:

a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum melalui
pembangunan, peningkatan, perluasan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) di kawasan perkotaan dan perdesaan; Penyusunan Rencana,
Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM; Pembinaan dan Pengawasan
Terhadap Penyelenggaraan SPAM; Pengembangan SDM dan Kelembagaan;
Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan; dan
pengelolaan database air minum yang terupdate;

b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air limbah domestik melalui
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan
Air Limbah Domestik; Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik; Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan
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Air Limbah Domestik; Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan

Air Limbah Domestik; Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik; dan pengelolaan data base air limbah domestik yang terupdate.
Adapun arah kebijakannya adalah peningkatan jangkauan pelayanan air
minum dan sanitasi dengan fokus pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Air Limbah Domestik.

3.1.4.SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Dalam melaksanakan amanah Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal, Pemerintah Kabupaten Bengkayang memiliki faktor- faktor internal
dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan.
Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencarial ternatifter
baik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul
secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Tantangan
dalam pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

a. Sebanyak 17 kecamatan di Kabupaten Bengkayang berpotensi terkena
bencana alam, yaitu Banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim dan kebakaran
hutan dan lahan.

b. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali menyebabkan terjadinya
penurunan daya dukung lingkungan;

c. Keterbatasan anggaran daerah untuk menyelesaikan rumah korban
bencana dan rumah terkenda dampak program pemerintah dalam satu
waktu;

Adapun arah kebijakan penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat
berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut:

a. Program rencana pengembangan perumahan rakyat

b. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Peluang yang dapat diambil dalam mendukung pemenuhan SPM
Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

a. Tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta
dukungan anggaran bantuan keuangan Kabupaten dan DAK untuk
penanganan rumah korban bencana dan rumah terkenda dampak program

pemerintah di daerah;
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b. Keberadaaan pihak swasta/ pengembang yang berperan serta dalam
penyediaan/ pemenuhan perumahan bagi masyarakat yang menjadi
korban bencana dan rumah terkena dampak program pemerintah.

Sementara itu, dengan melihat peluang dan tantangan yang ada maka
strategi yang ditempuh dalam rangka pemenuhan SPM Perumahan Rakyat
adalah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan
terkena dampak program pemerintah melalui pembangunan hunian tetap,
pemberian bantuan rehab rumah, rehabilitasi rumah dan relokasi. Kebijakan di
fokuskan pada pembangunan hunian tetap untuk masyarakat korban bencana
dan terkena dampak program pemerintah terutama masyarakat berpenghasilan

rendah dan golongan rentan.

3.1.5.SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan
Pelindungan Masyarakat
Permasalahan strategis yang dihadapi dalam pencapaian target indikator
SPM dan standar mutu pencapaian SPM, permasalahan yang dihadapi pada
urusan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi sebagai berikut:

a. Tidak pastinya jumlah korban yang mengalami kerugian material dan
cidera fisik dan besaran kerugian material yang dialami korban akibat
penegakan perda, sehingga menyulitkan dalam proses penganggarannya.

b. Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Satpol PP untuk
mendukung penegakan Perda/perkada.

c. Belum terpenuhinya standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan
anggota perlindungan masyarakat mengenai penegakan Perda/perkada

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Bengkayang Bidang Ketenteraman,
Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat adalah:

a. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat:

1) Mengendalikan gangguan Kketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat

2) Meningkatkan pengamanan event kegiatan dan aktivitas yang
melibatkan masyarakat luas

b. Peningkatan perlindungan kepada masyarakat:

1) Meningkatkan pemberdayaan petugas perlindungan masyarakat
melalui pembinaan, pembekalan, pelatihan kesamaptaan, dan
pelatihan dasar rescue linmas

41



2) Operasional piket pengamanan wilayah oleh petugas linmas
3) Menyelenggarakan Sistem Operasi Siaga 24 Jam (SOS 24)
c. Penegakan peraturan perundangan:
1) Mengoptimalkan operasi penertiban umum
2) Menegakkan produk hukum daerah
3) Mengoptimalkan  penyelesaian  pelanggaran K3 (ketertiban,
ketentraman dan keindahan) secara yustisi dan non yustisi
d. Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiap siagaan
terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
Permasalahan strategis pelayanan kebencanaan di Kabupaten
Bengkayang adalah luasnya kawasan rawan bencana yang ada. Hal tersebut
berdampak pada banyaknya warga/penduduk yang tinggal di kawasan rawan
bencana. Pencapaian standar pelayanan minimal di bidang kebencanaan
mensyaratkan tersedianya data jumlah penduduk yang tinggal di kawasan
rawan bencana tersebut. Dengan asumsi 17 kecamatan di Kabupaten
Bengkayang masuk dalam kawasan rawan bencana, maka seluruh penduduk
di 17 kecamatan tersebut juga bertempat tinggal di kawasan rawan bencana.
Berdasarkan masalah strategis tersebut, perlu diambil sebuah strategi
dan kebijakan yang tepat supaya mutu dan sasaran pelayanan dalam standar
pelayanan minimal dapat dipenuhi. Strategi pemenuhan target standar
pelayanan minimal bidang kebencanaan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan melalui
penyediaan payung hukum penanganan bencana, dan pelaksanaan
komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan yang berkualitas dengan
memanfaatkan media yang tepat.

2) Meningkatkan kualitas penanganan bencana melalui penyediaan SDM yang
handal dan koordinasi yang cepat dan tepat.

Adapun arah kebijakan upaya pemenuhan standar pelayanan minimal bidang
kebencanaan adalah:

1) Pemanfaatan media berbasis teknologi dan informasi serta media massa
untuk penyebar luasan informasi kebencanaan.

2) Penguatan sistem koordinasi penanggulangan bencana daerah.

3) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Penanggulangan kebakaran harus dilakukan secara sistematis dan
berkelanjutan, untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam
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memenuhi semua kebutuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
Permasalahan pokok yang dihadapi pemadam kebakara nadalah minimnya
sarana dan prasarana pemadam kebakaran untuk menunjang tercapainya
response time 15 menit.

Upaya yang bias dilakukan oleh pemadam kebakaran dalam
meningkatkan respon time yaitu dengan menyusun Rencana Induk Sistem
Proteksi Kebakaran, yang berisi langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan
untuk meningkatkan respon time. Strategi dan Kebijakan yang akan dilakukan
dalam upaya mengatasi permasalahan pokok tersebut yaitu meningkatkan
respon time dalam pelayanan pemadaman kebakaran dengan kebijakan

meningkatkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

3.1.6.SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Isu strategis dalam pemenuhan SPM Sosial di Kabupaten Bengkayang
adalah masih tingginya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), masih
tingginya angka anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas
terlantar, gelandangan dan pengemis, serta meningkatnya angka penduduk
miskin sebagai dampak pasca COVID-19, kurangnya pemberdayaan PPKS,
koordinasi antara perangkat daerah belum berjalan secara optimal, rendahnya
pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,
terbatasnya jumlah aparatur dinas sosial dalam perencanaan, penganggaran
dan evaluasi pelayanan perangkat daerah, minimnya pemanfaatan teknologi
informasi oleh masyarakat dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam
pelayanan rehabilitasi sosial, belum optimalnya cakupan layanan rehabilitasi
sosial pada Warga Negara penyandang disabilitas terlantar, anak telantar, lanjut
usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang berada di luar panti sosial serta
belum optimalnya layanan perlindungan dan jaminan social pada saat tanggap
dan pasca bencana bagi korban yang terdampak bencana. Strategi pencapaian
SPM Kabupaten Bengkayang Bidang Sosial adalah meningkatkan jangkauan
layanan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti sosial
dan korban bencana melalui perluasan pemenuhan kebutuhan dasar minimal
pada seluruh unsur yang harus dipenuhi sesuai standar yang ditetapkan,

dengan fokus kebijakan pada:
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Peningkatan kuantitas, kualitas dan kapasitas aparatur serta sarana dan
prasarana guna mewujudkan birokrasi yang profesional;

Menjalin Kerjasama dengan perusahaan yang ada di Kabupaten
Bengkayang agar dana CSR perusahaan dapat mendukung pengentasan
kemiskinan;

Kerjasama dengan perguruan tinggi dan stakeholders terkait untuk
mengembangkan pola pemberdayaan yang sesuai dengan kearifan lokal
serta melaksanakan pemberdayaan kepada individu, keluarga dan
komunitas;

Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan
dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial kepada PPKS;

Pencatatan dan pengelolaan data PPKS secara menyeluruh dan terpadu.

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Bengkayang Bidang Sosial adalah:

a.

Peningkatan kerjasama dengan perusahaan di Kabupaten Bengkayang

guna mempercepat kesejahteraan sosial secara mandiri dan sinergis;

. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada

potensi dan sumber daya lokal di Kabupaten Bengkayang;
Mengoptimalkan pemberdayaan individu, keluarga, dan komunitas melalui

berbagai pendidikan, pelatihan, pembinaan dan bantuan sosial;

. Meningkatkan tata kelola lembaga pemerintahan melalui peningkatan

kualitas dan kapasitas aparatur;

kualitas data dan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kinerja;

Meningkatkan pelayanan sosial dan bantuan sosial yang tepat sasaran;
Peningkatan sistem perlindungan dan pelayanan sosial kepada individu,
kelompok dan keluarga tidak mampu yang memerlukan layanan

kesejahteraan sosial.
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3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

3.2.1 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bengkayang

Pencapaian SPM 2023 Pencapaian SPM 2024
Instan:
NO | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Satuan D::::““N) Mo | el W | prggaran | TiSi2S1 o csieec (WO (11" 70 |HORUON I Inisiasi P:ﬂ"‘;::::n Seird
Dasar Layanan Bazai Layanan
1 2 3 4 5 6 ¥ 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 2155
1) |Pendidikan Dasar Usia Dini 15280 3942 15280 3942
1 |Angka partisipasi sekolah % 2022 64,20 64,20 936.116.982 APBD | DISDIKBUD 100 100 1.029.728.680 APBD DISDIKBUE
2 Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang
rmendapitkan minlmal akreditasi B % 2022 29,08 29,08| 2.033,095.200 APBD | DISDIKBUD 29,14 29,14 2.236.404.720 APBD | DISDIKBUE
3 [Pertumbuhan pendidik PAUD di 51/DIV % 2022 75,34 75,34 56.961.000 APBD DISDIKBUD 76,44 76,44 62.657.100 APBD DISDIKBUE
4 |Rasio pengawas sekolah untuk PAUD % 2022 2 2 APBD | DISDIKBUD 5 5 45.758.900 APBD DISDIKBUL
5 |Kecukupan formasi guru ASN % 2022 51 51 - APBD DISDIKBUD 71 71 45.890.750 APBD DISDIKBUL
6 [Indeks distribusi guru % 2022 57 57 23.935.850 APED | DISDIKBUD 77 77 26.329.435 APBD DISDIKBUL
7  |Proporsi PTK bersertifikat % 2022 51 51 - APBD | DISDIKBUD 71 7L 55.320.000 APBD DISDIKBUE
& |Proporsi PTK penggerak % 2022 _ 51 51 28.364.250 APBD DISDIKBUD 71 71 31.200.675 APBD DISDIKBUE
9  |Pengalaman pelatihan guru % 2022 51 51 - APBD DISDIKBUD 71 71 65.750.000 APBD DISDIKBUD
2 |Pendidikan Dasar SD % 33272| 32493 APBD 33272| 32493
1 || parsipas Kaser % 2022 99,75 99,75 . APBD | DISDIKBUD 100 100 50.754.000 APBD | DISDIKBUD
2 |Angka partisipasi sekolah % 2022 99,20 99,20 694.317.600 APBD | DISDIKBUD 100 100 763.749.360 APBD DISDIKBUE |
3 |Angka partisipasi murni % 2022 96,79 96,75 0 APBD | DISDIKBUD 100 100 125.750.000 APBD DISDIKBUD
4 |Kemampuan literasi Nilai 2022 39,66 39,66 0 APBD | DISDIKBUD 47,67 47,67 135,653.000 APBD DISDIKBUD
5 |Kkemampuan numerasi Nilai 2022 29,09 29,09 0 APBD | DISDIKBUD 35,90 35,90 145.750.000 APBD DISDIKBUD |
6 |Perbedaan Skor Literasi Nilai 2022 - - - APBD | DISDIKBUD - - 150.450.000 APBD DISDIKBUD
7 |Perbedaan Skor numerasi Nilai 2022 - - - APBD | DISDIKBUD . - 45.750.000 APBD | DISDIKBUD |
8  [indeks iklim keamanan Nilai 2022 63,52 63,52 7.780.000 APBD | DISDIKBUD 84,81 84,81 23.340.000 APBD DISDIKBUD
9  |Indeks iklim kebinekaan % 2022 66,54 66,54 7.780.000 APBD | DISDIKBUD 83,10 83,10 8.558.000 APBD | DISDIKBUD
10 [indeks iklim inklusivitas % 2022 52,90 52,90 7.780.000 APBD | DISDIKBUD 73,57 73,57 8.558.000 APBD DISDIKBUD |
11 [Kecukupan formasi guru ASN % 2022 19,00 19,00f  1.944.136.556 APBD DISDIKBUD 119 119 2.138.550.212 APBD DISDIKBUD
12  |Indeks distribusi guru % 2022 0,37, 0,37 23.935.850 APBD | DISDIKBUD 100 100 26.329.435 APBD DISDIKBUD
13 |Proporsi PTK bersertifikat % 2022 81,6 81,6 101.156.000 APBD DISDIKBUD 163 182 111.271.600 APBD DISDIKBUD
14 |Proporsi PTK penggerak % 2022 0 0 28.364.250 APBD | DISDIKBUD 100 100 31.200.675 APBD | DISDIKBUD |
15 |Pengalaman pelatihan guru % 2022 40,20 40,20 0 APBD DISDIKBUD 140 140 76.550.000 APBD DISDIKBUD
3) |Pendidikan Dasar SMP 16234 13944 APBD 16234] 13944
1 |Angka partisipasi kasar % 2022 94,52 94,52 - APBD | DISDIKBUD 100 100 80.755.000 APBD DISDIKBUD
2 |Angka partisipasi sekolah % 2022 96,17 96,17| 1.417.720.402 APBD | DISDIKBUD 100 100 1.559.492.442 APBD DISDIKBUD
3 |Angka partisipasi murni % 2022 62,80 62,80 APBD | DISDIKBUD 94,20 94,20 750.575.000 APBD | DISDIKBUD
4  [Kemampuan literasi Nilai 2022 47,03 47,03 - APBD | DISDIKBUD 62,80 62,80 65.350.000 APBD DISDIKBUD
5 |Kemampuan numerasi Nilai 2022 28,35 28,35 APBD | DISDIKBUD 54,27 54,27 95.790.000 APBD DISDIKBUL!




6 [Perbedaan skor literasi Nilai 2022 0 0 APBD | DISDIKBUD - - 250.357.000 APBD DISDIKBUD
7  |Perbedaan skor numerasi Nilai 2022 0 0 - APBD DISDIKBUD - - 125.540.000 APBD DISDIKBUD
8 [Indeks iklim keamanan Nilai 2022 64,60 64,60 301.186.833 APBD | DISDIKBUD 84,81 84,81 331.305.516 APBD DISDIKBUD
9  |Indeks iklim kebinekaan % 2022 66,85 66,85 301.186.833 APBD DISDIKBUD 78,77 78,77 331.305.516 APBD DISDIKBUD
10  |Indeks iklim inkusivitas % 2022 54,80 54,80 301.186.833 APBD DISDIKBUD 77,66 77,66 331.305.516 APBD DISDIKBUD
11  |Kecukupan formasi guru ASN % 2022 16,00} 16,00] 7.754.692.662 APBD | DISDIKBUD 66 66 8.530.161.928 APBD DISDIKBUD
12 |indeks distribusi guru % 2022 0,29] 0,29 23.935.850 APBD | DISDIKBUD 50 50 26.329.435 APBD DISDIKBUD
13 |Proporsi PTK bersertifikat % 2022 92,25 92,25 89.352.750 APBD | DISDIKBUD 142 142 98.288.025 APBD DISDIKBUD
14 |Proporsi PTK penggerak % 2022 0,03 0,03 28.364.250 APBD | DISDIKBUD 50 50 31.200.675 APBD DISDIKBUD
15 [Pengalaman pelatihan guru % 2022 75,50 75,50 APBD | DISDIKBUD 126 126 45.500.000 APBD DISDIKBUD
4) |Pendidikan Kesetaraan 964 964 APBD 964] 964

1 | Angka partisipasi kasar % 2022 0 0 APBD | DISDIKBUD - 152.500.000 DISDIKBUD
2 |Angka partisipasi sekolah % 2022 4,23 4,23|  404.293.000 APBD | DISDIKBUD 100 100 444.722.300 DISDIKBUD
3 |Angka partisipasi murni % 2022 96,75 96,75 APBD | DISDIKBUD 145 145 250.780.000 DISDIKBUD
4 |Kemampuan literasi Nilai 2022 57,76] 57,76 - APBD | DISDIKBUD 62,80 62,80 55.450.000 APBD DISDIKBUD
5 |Kemampuan numerasi Nilai 2022 52,29 52,29 - APBD DISDIKBUD 54,27 54,27 45,780,000 APBD DISDIKBUD
6 |Perbedaan skor literasi Nilai 2022 0| 0 - APBD DISDIKBUD - - 55.230.000 DISDIKBUD
7 |Perbedaan skor numerasi Nilai 2022 0] 0| - APBD DISDIKBUD - - 235.760.000 DISDIKBUD
8  [Indeks iklim keamanan Nilai 2022 78,73 78,73 - APBD | DISDIKBUD 80,98 80,98 250.230.000 DISDIKBUD
9 |Indeks iklim kebinekaan % 2022 76,56 76,56 - APBD | DISDIKBUD 78,77 78,77 135.540.000 APBD DISDIKBUD
10 [Indeks iklim inkusivitas % 2022 74,56 74,56 - APBD DISDIKBUD 77,66 77,66 125.600.000 APBD DISDIKBUD
11  |Kecukupan formasi guru ASN % 2022 21 21 APBD | DISDIKBUD 31 31 85.730.000 DISDIKBUD
12 |indeks distribusi guru % 2022 21 21 23.935.850 APBD | DISDIKBUD 31 31 26.329.435 DISDIKBUD
13 |Proporsi PTK bersertifikat % 2022 APBD | DISDIKBUD 50 . 75.643.000 APBD DISDIKBUD
14 |Proporsi PTK penggerak % 2022 0 0 28.364.250 APBD | DISDIKBUD 50 - 31.200.675 APBD DISDIKBUD
15 |Pengalaman pelatihan guru % 2022 76 76 APBD DISDIKBUD Bl 81 250.700.000 APBD DISDIKBUD




Pencapaian SPM 2025 Pencapaian SPM 2026 Pencapaian SPM 2027 |
No | Indikator Kinerja / Jonls Layanan | | Tehu S . sumber | Instansi | penerima T sumber | Insansl | ponerima e | Sumber | Instans!
SPM (N) | @vanan (Realisasi e Realisasi Anggaran Pelal lisasi s Realisasi | Anggaran Pendanaan| Pelaksana | tayanan lisasi e fisasi|  Anggaran Pendanaan | Pelaksana
Dasar Dasar Dasar
1 2 3 4 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 45
1) |Pendidikan Dasar Usia Dini 15280 3942 15280 3942 15280 3942
1 |Angka partisipasi sekalah % 2022 100 100| 1.132.701.548 APBD DISDIKBUD 100 100| 1.245.971.703 APBD DISDIKBUD 100 100| 1.370.568.873 APBD DISDIKBUD
2 Perningkatan proporsi Jumlah satuan PAUD
vaing mentiapatkan minimal akreditas B % 2022 29,17 29,17|  2.460.045.132 APBD | DISDIKBUD 29,20 29,20 2.706.049.711) APBD | DISDIKBUD 29,23 2923| 2.976.654.682| APBD DISDIKBUD
3 [Pertumbuhan pendidik PAUD di 51/DIV % 2022 77,49 77.49 68.922.810 APBD | DISDIKBUD 78,54 78,54 75,815,091 APBD | DISDIKBUD 79,59) 79,59 83.396.600 APBD DISDIKBUD
4  |Rasio pengawas sekolah untuk PAUD % 2022 10 10 50.334.790 APBD | DISDIKBUD 15 15 55.368.269 APBD DISDIKBUD 20 20 £60.905.096 APBD DISDIKBUD
5 |Kecukupan formasi guru ASN % 2022 91 91 50.479.825 APBD | DISDIKBUD 11 111 55.527.808 APBOD DISDIKBUD 131 131 61.080.588 APBD DISDIKBUD
6 |Indeks distribusi guru % 2022 97 97 28.962.379 APBD | DISDIKBUD 117 117 31.858.616 APBD DISDIKBUD 137 137 35.044.478 APBD DISDIKBUD
7 |Propoarsi PTK bersertifikat % 2022 91 91 60,852.000 APBD | DISDIKBUD 111 111 66.937.200 APBD DISDIKBUD 131 131 73.630.920 APBD DISDIKBUD
8 |Proporsi PTK penggerak % 2022 91 91 34.320.743 APBD | DISDIKBUD 11 111 37.752.817 APBD DISDIKBUD 131 131 41528098 APBD DISDIKBUD
9 |Pengalaman pelatihan guru % 2022 91 91 72.325.000 APBD | DISDIXBUD 111 111 79.557.500 APBD DISDIKBUD 131 13 87.513.250 APBD DISDIKBUD
2) |Pendidikan Dasar SD
% 33272] 32493 33272 32433 APBD | DISDIKBUD 33272 32493 APBD DISDIKBUD
L [Anghxpartispestkar % 2022 100 100 55.829.400 APBD | DisDikBUD 100 00|  61412.340 APBD | oisDiBUD 10| 00|  67.553574 APBD | DISDIKBUD
2 |Angka partisipasi sekolah % 2022 100 100 840.124.29 APBD DISBIKBUD 100 100| 924.136.726 APBD DISDIKBUD 100 100| 1.016.550398 APBD DISDIKBUD
3 |Angka partisipasi murni % 2022 100/ 100  138.325.000 APBD | DISDIKBUD 100 100{  152.157.500 APBD | DISDIKBUD 100) 100|  167.373250 APBD DISDIKBUD
4 |Kemampuan literasi Nilai 2022 49,92 49,92 149,218.300 APBD | DISDIKBUD 52,17 ﬁl— 164.140.130 APBD DISDIKBUD 54,42| 5442{ 180554143 APBD DISDIKBUD
5 |Kemampuan numerasi Nilai 2022 38,15 38,15 160.325.000 APBD | DISDIKBUD 40,40 40,40|  176.357.500 APBD | DISDIKBUD 42,65 42,65 193.993.250 APED DISDIKBUD
6 |Perbedaan Skor Literasi Nilai 2022 - - 165.495.000 APBD | DISDIKBUD . -|  182.044.500 APBD | DISDIKBUD - -| 200248950 APBD DISDIKBUD
7  |Perbedaan Skor numerasi Nilai 2022 - 50.325.000 APBD | DISDIKBUD - . 55,357.500 APBD | DISDIKBUD — J 60.893.250 APBD DISDIKBUD
8  [indeks iklim keamanan Nilai 2022 87,06 87,06 25.674.000 APBD | DISDIKBUD 89,31} 89,31 28,241,400 APBD | DISDIKBUD 91,56| 91,56 31.065.540 APBD DISDIKBUD
9 |indeks iklim kebinekaan % 2022 85,59 85,59 9,413.800 APBD | DISDIKBUD 88,08] 88,08 10.355,180 APBD DISDIKBUD 90,57| 90,57 11.390.698 APBD DISDIKBUD
10 Jindeks iklim inklusivitas % 2022 76,67 76,67 9,413.800 APBD | DISDIKBUD 79,77 79,77 10.355.180 APBD | DISDIKBUD 82,87 82,87 11.390.698 APBD DISDIKBUD
11 |Kecukupan formasi guru ASN % 2022 139) 139| 2.352.405.233 APBD | DISDIKBUD 159 159| 2.587.645.756 APBD | DISDIKBUD 179) 179 2.845.410332 APBD DISDIKBUD
12 |indeks distribusi guru % 2022 120 120 28.962.379 APBD DISDIKBUD 140f 140 31.858.616 APBD DISDIKBUD 160) 160| 35.044.478 APBD DISDIKBUD
13 |Proporsi PTK bersertifikat % 2022 183 202, 122,398,760 APBD | DISDIKBUD 203 222| 134.638.636 APBD DISDIKBUD 223 242  148.102.500 APBD DISDIKBUD
14 |Proporsi PTK penggerak % 2022 120] 120 34.320.743 APBD | DISDIKBUD 140 140 37.752.817 APBD DISDIKBUD 160| 160| 41528098 APBD DISDIKBUD
15 |Pengalaman pelatihan guru % 2022 160} 160 84.205.000 APBD | DISDIKBUD 180 180 92.625.500 APBD | DISDIKBUD 200 2000  101.888.050 APBD DISDIKBUD
3) |Pendidikan Dasar SMP 16234 13544 16234] 13944 16234 13944
1 |Angka partisipasi kasar % 2022 100 100 88.830.500 APBD | DISDIKBUD 100 100 97.713.550 APBD | DISDIKBUD 100 100|  107.484.905 APBD DISDIKBUD
2 [Angka partisipasi sekolah % 2022 100 100| 1.715.441.686 APBD | DISDIKBUD 100| 100| 1.886.985.855 APBD | DISDIKBUD 100 100 2.075.684,441 APBD DISDIKBUD
3 |Angka partisipasi murni % 2022 96,45 96,45  825.632.500 APBD | DISDIKBUD 98,70 98,70]  908.195.750 APBD | DISDIKBUD 100,95 100,95  999.015325 APBD DISDIKBUD
4 |Kemampuan literasi Nilai 2022 65,82 65,82 71.885.000 APBD | DISDIKBUD 58,84 58,84 79.073.500 APBD | DISDIKBUD 71,86 71,86 86.980.850 APBD DISDIKBUD
5 |Kemampuan numerasi Nilal 2022 56,26 56,26 105.369.000 APBD | DISDIKBUD 58,25/ 58,25  115.905.900 APBD | DISDIKBUD 60,24 60.24] 127.496.490 APBD DISDIKBUD
6 |Perbedaan skor literasi Nilai 2022 0] 0 275.392.700 APBD | DISDIKBUD [ of 302.931.970 APBD DISDIKBUD [ of 333.225.167 APBD DISDIKBUD
7 |Perbedaan skor numerasi Nilal 2022 of 0 138.094.000 APBD | DISDIKBUD 0 o| 151.903.400 APED DISDIKBUD 0| ol 167.093.740 APBD DISDIKBUD
B |Indeks iklim keamanan Nilai 2022 88,22 88,22 364,436,068 APBD | DISDIKBUD 91,63 91,63|  400.879.675 ARBD DISDIKBUD 95,04 9504 440.957.642 APBD DISDIKBUD
9  |indeks iklim kebinekaan % 2022 80,98 80,98|  364.436.068 APBD | DISDIKBUD 83,19] 83,19  400.879.675 APBD DISDIKBUD 8540 8540 440.967.642 APBD DISDIKBUD
10 |Indeks ikiim inkusivitas % 2022 80,76 30,76| 364.436.068 APBD | DISDIKBUD 83,86] 83,86 400.879.675 APBD DISDIKBUD 86,96| 86,96]  440.967.642 APBD DISDIKBUD
11 [Kecukupan formasi guru ASN % 2022 116| 116|  140.000.000 APBD | DISDIKBUD 166 166(  140.000.000 APBD | DISDIKBUD 216) 216|  140.000.000 APBD DISDIKBUD
12 |indeks distribusi guru % 2022 100) 100| 28.962.379 APBD | DISDIKBUD 150 150) 31.858.616 APBD | DISDIKBUD 200) 200) 35.044.478 APBD DISDIKBUD
13 |Proporsi PTK bersertifikat % 2022 192 192 108,116.828 APBD | DISDIKBUD 242 242] 118.928.510 APBD DISDIKBUD 292 292|  130.821.361 APBD DISDIKBUD
14 |Proporsi PTK penggerak % 2022 100) 100 34,320,743 APBD | DISDIKBUD 150} 150 37.752.817 APBD | DISDIKBUD 200 200 41.528,098 APBD DISDIKBUD
15 |Pengalaman pelatihan guru % 2022 176| 176 50.050.000 APBD | DISDIKBUD 226| zza] 55.055.000 APBD DISDIKBUD 276) 276) 60.560.500 APBD DISDIKBUD
4) |Pendidikan Kesetaraan 964 964 964/ 964 | 964 964 I




1 | Angka partisipasi kasar % 2022 167.750.000 DISDIKBUD 184.525.000 DISDIKBUD l | 202.977.500 DISDIKBUD
2 |Angka partisipasi sekalah % 2022 100| 100 489,194,530 DISDIKBUD 100 100| 538.113.983 DISDIKBUD 100 100  591.925381 DISDIKBUD
3 |Angka partisipasi murni % 2022 275.858.000 DISDIKBUD 303.443.800 DISDIKBUD 333.788.180 DISDIKBUD
4 |kemampuan literasi Nilai 2022 65,82 65,82 60.995.000 APBD | DISDIKBUD 68,84 68,84 67.094.500 APBD | DISDIKBUD 71,86 71,86 73.803.950 APBD DISDIKBUD
5 |Kemampuan numerasi Nilat 2022 56,26 56,26 50.358.000 APBD DISDIKBUD 58,25| 58,25 55.393.800 APBD DISDIKBUD 60,24 60,24 60.933.180 APBD DISDIKBUD
6 |Perbedaan skor literasi Nilai 2022 60.753.000 DISDIKBUD 66.828.300 DISDIKBUD 73.511.130 DISDIKBUD
7  |Perbedaan skor numerasi Nilai 2022 259,336.000 DISDIKBUD 285.269.600 DISDIKBUD 313.796.560 DISDIKBUD
B |indeks klim keamanan Nilai 2022 275.253.000 DISDIKBUD 302.778.300 DISDIKBUD 333.056.130 DISDIKBUD
9 [indeks iklim kebinekaan % 2022 80,98/ 80,98 149.094.000 APBD | DISDIKBUD 83,19 83,19]  164.003.400 APBD | DISDIKBUD 8540 8540  180.403.740 APBD DISDIKBUD
10 [indeks IKlim inkusivitas % 2022 80,76 8O, 76} 138,160.000 APBD | DISDIKBUD 83,86 83,86]  151.976.000 APBD | DISDIKBUD 86,96 8696 167.173.600 APBD DISDIKBUD
11 |Kecukupan farmasi guru ASN % 2022 41 a1 94.303.000 DISDIKBUD 51 51|  103.733.300 DISDIKBUD 61 61 114.106.630 DISDIKBUD
12 [indeks distribusi guru % 2022 41 a1 28.962.379 DISDIKBUD 51] s1 31,858,616 DISDIKBUD 61 61 35.044.478 DISDIKBUD
13 |Proporsi PTK bersertifikat % 2022 of v 83,207,300 APBD | DISDIKBUD 0 0f 91.528.030 APBD | DISDIKBUD 0| o| 100.680833 APBD DISDIKBUD
14 |Praporsi PTK penggerak % 2022 0 u[ 34.320.743 APBD | DISDIKBUD 0 0f 37,752.817 APBD DISDIKBUD of 0| 41,528,098 APBD DISDIKBUD
15 |Pengalaman pelatihan guru % 2022 86 Eﬁl 275.770.000 APBD DISDIKBUD 91 91 303.347.000 APBD DISDIKBUD 96 96| 333.681.700 APBD DISDIKBUD

Kegiatan :

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

Kolom 7

Kolom 8

Kolom 9

Kolom 10
Kolom 11
Kolom 12
Kolom 13
Kolom 14
Kolom 15
Kolom 16
Kolom 17
Kolom 18
Kolom 19
Kolom 20
Kolom 21
Kolom 22
Kolom 23
Kolom 24
Kolom 25
Kolom 26
Kolom 27
Kolom 28
Kolom 29
Kolom 30
Kolom 31
Kolom 32
Kolom 33
Kolom 34
Kolom 35
Kolom 36

: Diisi Nomor urut

: Diisi Program

: Diisi Kegiatan

: Diisi Sub Kegiatan

: Diisi Satuan

: Diisi Tahun Dasar

: Diisi Target

: Diisi Realisasi

: Diisi Anggaran

: Disi Inisiasi

: Diisi Sumber Pendanaan
: Diisi Instansi Pelaksana
: Diisi Target

: Diisi Realisasi

. Diisi Anggaran

: Disi Inisiasi

: Diisi Sumber Pendanaan
: Diisi Instansi Pelaksana
: Diisi Target

: Diisi Realisasi

: Diisi Anggaran

: Disi Inisiasi

: Diisi Sumber Pendanaan
: Diisi Instansi Pelaksana
: Diisi Target

: Diisi Realisasi

: Diisi Anggaran

: Disi Inisiasi

: Diisi Sumber Pendanaan
: Diisi Instansi Pelaksana
: Diisi Target

: Diisi Realisasi

: Diisi Anggaran

: Disi Inisiasi

. Diisi Sumber Pendanaan
: Diisi Instansi Pelaksana




3.2.2 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023-2027

Pencapalan SPM 2023 Pencapalan SPM 2024
Tahun Dasar Instansi Sumber Instansi
No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Satuan|  (5023) Penerima | Realisasi | Mutu | Realisasi | Anggaran | Inisiasi | Sumber Pendanaan | ., . | Penerima . infstaal| o o | Petaksane
Layanan Layanan Layanan | Realisasl CEE Realisasi
Dasar Dasar
) DAU / DAK { BOK DAU /DAK/BOK|
i .219.897. Ink 7
1) Pelayanan kesehatan ibu hamil 5209 5209 3.219.897.125 Puskeiings Dinkes PPKB 5738 5738 buskesmes Dinkes PPKB
i DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
inkes PPKB
1 Vaksin Tetanus Difteri (Td) Ampul 2022 521 521 Bikkbsris Dinl 574 574 PLEAEMAS Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
51 inkes PPK 516420
2 Tablet tambah darah Tablet 2022 468810( 468810 i Dinkes PPKB 516420 gl Dinkes PPKB
DAU / DAl K
3 |Aat detoksi resiko Ibu Hamil - Test Kehamilan |Paket 2022 s00] 5209 /DAK/BOK | 1 kes prKB 5738 5738 DAU/DAK/BOK| 0100 ke
Puskesmas Puskesmas
§ ) DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
i 209 kes PPKE 5738 Di
4 Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemerksaan HB |Paket 2022 S 5209 Puskesmas Dinkes 5738 Orikastina inkes PPKB
g  |Aatdeteksitexkn butemil: Pamenksaan o 2022 5209 5209 DAU/DAK/BOK | 1yoc ppks 5738 5738 DAU /DAK/BOK( o . pps
Golons_an Darah Puskesmas Puskesmas
Alat deteksi resiko Ibu Hamil | Pemeriksaan DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
5. 7
8 Glukoprotein Urin Paket 2022 5209 209 0k Dinkes PPKB 5738 5738 aiskariis Dinkes PPKB
i DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK :
ki
7 Kartu ibu/rekam medis ibu Paket 2022 5209 5209/ R Dinkes PPKB 5738 5738 puskesmes Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
PP
8 Buku Kesehalan Ibu dan Anak (KIA) Buku 2022 5209 5209 Buskesmus Dinkes PPKB 5738 5738 Puskeiti Dinkes PPKB
Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis 4 DAU / DAK / BOK poK 3 DAU / DAK / BOK .
9 anan Orang 2022 4 Wiakeiii Dinkes PPKB 4 S katmas Dinkes PPKB
- DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
10 Tenaga kesehatan : Bidan Orang 2022 572 572 PskasTS Dinkes PPKB 582 582 Biakastias Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK DAU / DAK /BOK| .
; PPK 9
11 Tenaga kesehatan : Perawat Orang 2022 916 916 il Dinkes PPKB 26 926 iy Dinkes PPKB
Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode
kehamilan (K4) (Satu kali pada timester 9 5209 DAU / DAK / BOK Dinkes PPKB 5738 573 DAU / DAK / BOK ks PPKB
12 perlama, Satu kali pada trimester kedua, Dua Orong W2 $a0 Puskesmas nkes . Puskesmas Dirkes PEX
kali pada trimester keliga
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK A
.333.530. Inkes PP 5744
2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 4688 4688 1.333.530.000 puskesmes Dinkes PPKB 5477 o bstnias Dinkes PPKB
- ) DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
PPKE
4 Formulir Partograf Formulir] 2022 4688 4688 PskeEias Dinkes 5477 5477 Puskesmas Dinkes PPKB
2 |Karluibu (rekam medis) Paket 2022 sa00  s200 DAU/DAK/BOK [ by ppka 5738 5738 ] T
Puskesmas Puskesmas
AK / BOK K
3 Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Buku 2022 5209 5209 EAU /DAK/B Dinkes PPK8 5738 5738 DAU/DAK/BOK | - oo pprs
uskesmas Puskesmas
Tenaga kesehatan : Dokler/dokler spesialis DAU / DAK / BOK kes PPKB DAU / DAK / BOK
b Kebidanan dan Kandunga Orang 2022 4 4 PLiSkesmaS Dinkes 4 4 e Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK ; DAU / DAK / BOK
: 7 kes PP
-] Tenaga kesehatan : Bidan Orang 2022 572 572 I Dinkes PPKB 582 582 Bk Dinkes PPKB
-] Tenaga kesehatan : Perawat Orang 2022 916 916 ?Au JDAR/BC Dinkes PPKB 926 926 ::""(: s:]‘:': /BOK | binkes prKa
p
3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 4611 4611 25.720.000 i [’h‘" RN Dinkes PPKB 5216 5216 i Dinkes PPKB
1 Vaksin Hepatitis B0 Vaksin 2022 4611 4611 sl Dinkes PPKB 5216 5216 "1 Dinkes epxB
2 |Vitamin K1 injeksi Ampul 2022 11| 461l %1 inkes prxe 5216 5216| ,,md, il T
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
: PP
3 Salepltetes mata antibiotik Orang 2022 4611 4611 s Dinkes PPKB 5216 5216 i Dinkes PPKB.
i " DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
PPK| 3 i
4 Formulir bayi baru lahir Formulir] 2022 4611 4611 Briskasinat Dinkes PPKB 521 5216 isksimas Dinkes PPKB.
g  |Formulir Mansjemen Terpadu Bay Muda O 2022 4611 4611 DAU/DAK/BOK | o oc pPKB 5218, 5216, DAU/DAK/BOK | (. yoc ppkB
(MTBM) Puskesmas Puskesmas
DAU / DAK / BOK DAL / DAK / BOK
B Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Buku 2022 4611 4611 BT Dinkes PPKB 5216 5216 Puskeig Dinkes PPKB.




Pencapaian SPM 2023 Pencapalan SPM 2024
Tahun Dasar Instansi Sumber Instans|
No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Satuan (2022) Penerima | Realisasi Mutu | Realisasi [  Anggaran SumberPendanaan | . . [ Penerima 5 Inislasi | aan R
Layanan Layanan Layanan | Realisasi Realisasi
Dasar Dasar
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOX =
g 4 4 I
1" Tenaga kesehatan : Penata Rontgen Orang 2022 e kesiha Dinkes PPKB 4 4 Dol Dinkes PPKB
DAL / DAK / BOK DAU / DAK / BOX
12 Tenaga kesehatan masyarakat Orang 2022 86 86 Piskesmas Dinkes PPKB 84 84 ehacrras Dinkes PPKB
Tenaga non kesehatan Terlatin/Mempunyai 17 7 DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
13 Kuadifkas! tert Orang 2022 1 skl Dinkes PPKB 20| 20 Fu Dinkes PPKB
anan &)
Terinfeks: Virus Yang Melemahkan Daya Tahan 109 DAU / DAK / BOK PPK 04 DAU / DAK / BOK
2 | Tubuh Manusia (Human Immunodeficency & A 362.620.000 ke Dinkes PPKB 6.204 6.2 Dinkes PPKB
Vious)
1 :ﬂﬂ:?g (Lembar Pullly Leatlet, Poster, Media 2022 34 34 ::::; D"’:::’ i Dinkes PPKB 34 34 EAU y DAK:/ BOK Dinkes PPKB
2 Tes cepat HIV (RDT) pertama Paket 2022 6.109] 6.109] :;"ie"s?:a: 180K Dinkes PPKB 6.204) 6.204 DAL /DAK BOK Dinkes PPKS
Alat tulis, Rekam medis yang beris: nomor
3 rekam medis, Nomor fasilias Paket 2022 6,109 6.109 DAL/ DAK { BOK Dinkes PPKB 6.204) 6.204 DAY/ DAK/ 50K Dinkes PPXB
kesehatan pelaksana, Nomar KTP/NIK Puskesmas Pusksrhas
4 Alat tulis, Rekam Medis Paket 2022 1 1 ALY DAK Y/ HOK Dinkes PPKB 1 1 DAU/DAK/BOK | oo ppxa
Puskesmas Puskesmas
Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis
; DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
p
5 penyaknrt dalam/dokter spesialis kulit dan Orang 2022 2 2 ey Dinkes PPKB 2 2 ik Dinkes PPKB
B Tenaga kesehatan : Perawat Orang 2022 572 572 :::: : s?ﬂ:t" Box Dinkes PPKB 926 926 :::;?;':" aoK Dinkes PPKB
7 Tenaga kesehatan : Bidan Orang 2022 916 916 DAL/ CAK/ 80K Dinkes PPKB 582 582 DAU/DAK/BOX | 5\yec prKB
Puskesmas Puskesmas
Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratarium DAU / DAK / BOK P DAU / DAK / BOK .
8 Medis (ATLM) g s = i Puskesmas DIES RS 5 5 Puskesmas i
DAU / DAK / BOK i DAU / DAK / BOK
] Tenaga kesehatan masyarakat Orang 2022 86, 86 Sekisrmas Dinkes PPKB 84 84 ihesrs Dinkes PPKB
Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai 7 i DAU / DAK / BOK kas POKE DAU / DAK / BOK .
10 kualifikas! tertentu Orang a2 PiskasTEs Dinkes 20 20 e Dinkes PPK8




Pencapalan SPM 2023 Pencapaian SPM 2024
Tahun Dasar Sumber Instansi
No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Satuan Penerima | Realisasi Mutu | Realisasi |  Anggaran Sumber Pendanaan Penerima Inislasi
(2022) Pelaksana Mutu Pendanaan Pelaksana
Layanan Layanan Layanan | Realisasi Realisasi
Dasar Dasar i
8 |Obat Diabetes Melitus Paket 2022 05| 2605 DAU/DAK/BOK | 6n)es ppKD 2651 2651 DAU/DAK/BOK | 1 v prks
Puskesmnas Puskesmas
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan 565 § DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
65 242.470.000 inkes PPKB 574 74 inks
19 | Gengguan Jiwa (ODGJ) Berat Putkestmas Doinkes: 5  eirieeg Dinkes PPKB
Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan
Gangguan Jiwa (PPDGJ Ill) atau Buku o iy DAU / DAK / BOK i DAU / DAK / BOK
1 Ped D B K Gangguan Buku 2022 1 1 s Dinkes PPKB 17 17 pefenmi Dinkes PPKB.
Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)
2 Kit berisi 2 Alat Fiksasi Paket 2022 34 34 DAL /DAX / BOK Dinkes PPKB 34/ 34/ DAU/DAK/BOK | 60ves ppxa
Puskesmas Puskesmas
- DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
3 Peny ) formulir per dan pelap Orang 2022 17 17, el Dinkes PPKB 1 1 s Dinkes PPKB
4 |Media Komunikasi, Informas:, Edukasi (KIE)  [Media 2022 34 34 DAU/DAK/BOK | 1\ yoc pPKB 34 3 DAU/DAK/BOK | L
Puskesmas Puskesmas
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
. PPK
5 Tenaga kesehalan : Dokter Orang 2022 61 61 o Dinkes PPKB 63 63 P Dinkes PPKB
6 Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa Orang 2022 17 17| DAL / DAX / BOK Dinkes PPKB 17 17| DAU/DAK/BOK [ 0 coxs
Puskesmas Puskesmas
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
: 7 7
7 Tenaga kesehalan : Tenaga Kesehatan Lainnya|Orang 2022 1 1 et Dinkes PPKB 17| 17 Puskesmas Dinkes PPKB
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga & DAU / DAK / BOK PR - DAU / DAK / BOK
11) Tuberkul 483 4.483 589.620.000 Ftkeiran Dinkes PPKB 3.440 3.400 ARs Dinkes PPKB
4 Media KIE (Leaflet, Lembar Ballk, Poster, ia 2022 34 34 DAU / DAK / BOK Dinkes PPKB 34 34 DAU / DAK / BOK Dinkes PPKB
Banner) ed Puskesmas Puskesmas
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
2 Reagen Zn TB Paket 2022 4.483 4,483 Piskesmas Dinkes PPKB 3.440 3.400 Foskasmes Dinkes PPKB
DAL / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
3 |Masker jenis rumah tangga dan Masker N95 paket 2022 4.483 4.483 Puskes Dinkes PPKB 3.440 3.400 Bliice Dinkes PPKB
Jﬁc)l dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakal (OIl
4 DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
4 Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Paket 2022 4,483 4.483 s Dinkes PPKB 3.440 3.400| o e Dinkes PPKB.
DAL / DAX / BOK ) DAU / DAK / BOK
; a.4 kes PPKB v X
5 Catridge tes cepat molekuler Paket 2022 4.483 83| E——— Dinkes 3.440 3.400 Bk Dinkes PPKB
6 Formulir pencatatan dan pelaporan Dokume 2022 17 17 DAU / DAk / BOK Dinkes PPKB 17 17 DAL/ DAY/ 80K Dinkes PPKB
Puskesmas Puskesmas
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK )
7 inkes PP 7 7
7 Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP) | Dokume 2022 1 17 ks Dinkes PPKB 1 1 i Dinkes PPKB
g |Dokter/ doter spesialis penyakit dalamy dokter |0 2022 2 2 DAU/DAK/BOK | 5ikes ppKB 2 2 DAU/DAK/BOK | pycvec ppkp
spesialis paru Puskesmas Puskesmas
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK ~
v inkes PPKI
9 Tenaga kesehatan : Perawat Orang 2022 916 916 L pussias Dinkes PPKB 926 926 Puakasmes Dinkes PPKB
Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
kes PPKB
10 ik (ATLM) Orang 2022 56 56 iskpirng Dinkes 58 S8 PUEkBiFiES Dinkes PPKB.




Pencapalan SPM 2023 Pencapalan SPM 2024
Tahun Dasar Instansi Sumber Instans!
No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Satuan Penerima | Realisasi Mutu | Realisasi | Anggaran | Inisiasi | sumber Pendanaan Penerima Inisiasi
{2022) Pelaksana Mutu Pendanaan Pelaksana
Layanan Layanan Layanan | Realisasi Laysnan Realisasi
Dasar Dasar
2 Tensimeter Unit 2022 34 34 DAL/ DK /DK Dinkes PPKB 34 34 DAU/DAK/BOK | oy ppka
Puskesmas Puskesmas
Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi o
AU / DAK / BOK
3 |sistem Informasi Penyakit Tidak Menular Dokume| 2022 1 1 = /DAY Dinkes PPKB 1 1 DAU/DAK/BOK | 1y v oc ppKE
uskesmas Puskesmas
(SIPTM)
4 Tenaga kesehatan : Dokter Orang 2022 61 61 BAU/BAK/ BRK Dinkes PPKB 63 63 DAV 7 DAK f BOK Dinkes PPKB
Puskesmas Puskesmas
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
: 57 7 ol P
5 Tenaga kesehatan : Bidan Orang 2022 2 572 Dirtkasmas nkes PPKB 582 582 Pk Dinkes PPKB
DAL / DAX / BOK DAU / DAK / BOK
’ 9 ;
6 Tenaga kesehatan : Perawat Orang 2022 916 16 panelintel Dinkes PPKB 926 926 Rosieames Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK " DAU / DAK / BOK
82 PPy
7 Tenaga Kesehatan Masyarakat Orang 2022 82 PRATES Dinkes PPKB 84 84 Bl i Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
5 . ink
7 Obat Hipertensi Paket 2022 68013 68013 Bilikosriias Dinkes PPKB 69200 69200 Poackeimnis Dinkes PPKB
gy [ oeymnenKeanatan Pengeria Disboles 2022 2605 2605, 25.720.000 DAU/DAK/BOK | 1o ppKa 2651 2651 DAU/OAK/BOK | pjoes poka
Melitus Puskesmas Puskesmas
: DAU / DAK / BOX DAU / DAK / BOK
: PPKB 4
1 Alat : Glukometer Unit 2022 34 34 Priskesmis Dinkes 3 34 ———— Dinkes PPKB
K
2 Alat : Strip Tes Gula Darah Unit 2022 2605 2605/ DAL/ DAY 8% Dinkes PPKB 2651 2651 OAU/DAK/BOK | pyiec prKB
Puskesmas Puskesmas.
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
: 2605 kes PPKB
3 Alat : Kapas Alkohol Unit 2022 2605 Pubastngs Dinkes 2651 2651 i Dinkes PPKB
) DAL/ DAX / BOK DAU / DAK / BOK
. PP
4 Alat : Lancet Unit 2022 2605 2605 Peskaras Dinkes PPKB 2651 2651 Diiciaias Dinkes PPKB
Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi
AU/ DAK DAK
6 |Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular Orang 2022 1 1 DAU/DAK/BOK | 1o peki 1 1 DAU/DAK/BOK | i yos ppka
Puskesmas Puskesmas
(SIFTM)
Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK <
I d Ped 34 4 Inkes PP 3
5 |Edukasi (KIE) omal 2022 3 il Dinkes PPKB 4 1 . Dinkes PEKS
DAU / DAK / BOK. DAU/DAK/BOK |
: Inkes PP
7 Tenaga kesehatan : Dokter Orang 2022 61 61 PiskeEaE Dinkes PPKB 63 63 Puckcerams Dinkes PPKB
8 Tenaga kesehatan ; Bidan Orang 2022 572 572 DAL/ DAK/BOX Dinkes PPKB 582 582 DAU/DAK/BOK | 5,1y prKa
Puskesmas Puskesmas
. DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
5 Tenaga kesehatan : Perawat Orang 2022 916 916 At Dinkes PPKB 926 926 Buskesmas Dinkes PPKB
o DAU / DAK / BOK - DAU / DAK / BOK
: P
6 Tenaga kesehatan : Ahli Gizi Orang 2022 86 86 e, Dinkes PPKB 88 88 ke Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK z
7 Tenaga Kesehatan Masyarakat Orang 2022 82 82 Prickesrmas Dinkes PPKB 84 84 L Dinkes PPKB




Pencapalan SPM 2023 Pencapalan SPM 2024
Tahun Dasar Sumber Instansi
No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Satuan Penerima | Realisasi Mutu | Realisasi | Anggaran | INisiasi | Sumber Pendanaan Penerima
{2022) Pelaksana Mutu Pendanaan Pelaksana
Layanan Layanan Layanan | Realisasi Realisasi
Dasar Dasar gl
Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi
10 Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular Unit 2022 1 1 DALY/ DAK/ BOK Dinkes PPKB 1 1 DAL/ DAK /80K Dinkes PPKB
Puskesmas Puskesmas
(SIPTM)
11 Tenaga kesehatan . Dokter Dokums 2022 61 61 DAL /DAKI/BOK Dinkes PPKB 63 63 DAL/ DAK 80K Dinkes PPKB
Puskesmas Puskesmas
12 |Tenaga kesehatan : Bidan Orang 2022 572 72 DAU/DAK/BOK | 1y pxe 582 582 DAU/DAK/BOK [ o e ppxa
Puskesmas Puskesmas
DAL / DAK / BOK . DAU / DAK / BOK
1
13 Tenaga kasehatan - Perawat Orang 2022 916| 916 B ushetmas Dinkes PPKB 926 926 R Dinkes PPKB
52 DAU / DAK / BOK DAL / DAK / BOK
: 7
14 Tenaga kesehatan : Ahli Gizi Orang 2022 L} 87 Pl Dinkes PPKB 88 88 Pk Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
82 P i
15 Tenaga Kesehatan Masyarakat Orang 2022 82 Bakbais Dinkes PPKB B84 B4 Pakiaies Dinkes PPK8
Tenaga non kesehatan terlath atau mempunyai 17 7 DAU / DAK / BOK kés P DAU / DAK / BOK
7 |kualifikasi tertentu Orang e 1 " Dinkes PPK8 17 17 i Dinkes PPKB
7)  |Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 23647 589.807.500 DAU/DAK/BOK | 11 yes ppKB 2a881] 24881 DAU/DAK /BOK | pyryes ppxa
Puskesmas Puskesmas
1 |Strip uji pemeriksaan guia darah, kolesterol  |Paket 2022 23647 23647 DAU/DAK/BOK | o0ves ppks 24881 24881 DAU/DAK/BOK | ¢y 1yoc ppea
Puskesmas Puskesmas
Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS),
Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan
2 |instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam  |Paket 2022 2647|2347 :“""‘" DAK/BOK | ks ppKB aas81| 24881 e TBOK | pinkes pPKB
Paket Pengkajian Paripuma Pasien Geriatn uskesmas skesmas
(P3G)
3 |Buku kesehatan lansia Buku 2022 23647 23847 DAU/DAK/BOK | 5inves ppks aage1| 24881 DAU/DAK/BOK [ o0y o pps
Puskesmas Puskesmas
. DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
4 Tenaga kesehatan : Dokter Orang 2022 61 61 Puiskeastrink Dinkes PPKB 63 63 ekesmas Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK DAU / DAX / BOK
. 572
5 Tenaga kesehatan : Bidan Orang 2022 572 Puskesmas Dinkes PPKB 582 582 ok sa s Dinkes PPKB
6 Tenaga kesehatan : Perawat Orang 2022 916 916 DAL/ DRI/ BOK Dinkes PPKB 926 926 DAL DAK /80K Dinkes PPKB
Puskesmas Puskesmas
DAU / DAK / BOK DAU / DAX / BOK
: P
7 Tenaga kesehatan : Ahll Gizi Orang 2022 86 86 i Dinkes PPKB 88 88 st bate Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK :
82 82 Di
8 Tenaga Kesehatan Masyarakat Orang 2022 [ty nkes PPKB 84 84 Bcebmsiite Dinkes PPKB
Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai 201 17 DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
Orang 17 inkes PPKB 17 P
’ Kualifikasi tertentu 2 Puskesmas G on Puskesmas Dinkes PPKB
N : DAL / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
6801 .404.130.715
8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hiperiensi 3 68013 1.404.130.71 Puskesnias Dinkes PPKB 69200 69200 Puskesmas Dinkes PPKB
Pedoman pengendalian Hipertensi dan media DAU / DAK / BOK . DAU / DAK / BOK
Pedomat 202, 34 34 kes PPKB 34 PPK
A Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) z Puskesmas L ol Puskesmas Oipkes PPKS




Pencapaian SPM 2023 Pencapalan SPM 2024
Tahun Dasar Instansi Sumber Instans|
Ne Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Satuan Penerima | Realisasi Mutu | Realisasi |  Anggaran Sumber Pendanaan Penerima
(2022) Pelaksana Mutu Pendanaan Pelaksana
Layanan Layanan Layanan | Realisasi Realisasi
Dasar Dasar
2 |Buku pemantauan kesehatan Buku 2022 aces1|  aoss1 DAU/DAK/BOK | by yos prkB a3rea| 43764 x‘: :s ‘::" BOK | Dinkes ppxa
3 Kuesioner skrining kesehatan Dokums 2022 40851 40851 PA'IJ 7DAK RN Dinkes PPKB 43764 43764 e Dinkes PPKB
Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan DAL / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
4 i dan a di dalam sekoiah Dokume| 2022 40851 40851 S Dinkes PPKB 43764 43764 e i Dinkes PPKS
Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan 51 40851 DAU / DAK / BOK inkes PPKB 437 pre DAU / DAK / BOK P
5 usia sekolah dan remaja di luar sekolah Fomul} 2 s Puskesmas Dikes 3764 a7Es Puskesmas Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK : DAU / DAK / BOK
B Tenaga kesehatan | Dokter/Dokter gigi Orang 2022 19 19 puskesmas Dinkes PPKB 19 19 Puskiasmes Dinkes PPKB.
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
7 7, kes PPK P
7 Tenaga kesehatan : Bidan Orang 2022 572 572 itknas Dinkes PPKB 582 582 kgt Dinkes PPKB.
. DAL / DAK / BOK DAU / DAX / BOK
8 Tenaga kesehatan : Perawat Orang 2022 916 916 it Dinkes PPKB 926 926 ey Dinkes PPKB
- DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
. 6 inkes PPK P
9 Tenaga kesehatan : Ahli Gizi Orang 2022 B 86 Puskasraes Dinkes PPKB 88| 88 Puskesmos Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK DAU / DAX / BOK
10 Tenaga Kesehatan = Masyarakat Orang 2022 82 82 iikebine Dinkes PPKB. B4, 84, Boskirads Dinkes PPKB
1 Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan Orang 2022 590 590 DAL ] DAK | BOK Dinkes PPKB DAL/ DAK//BOK Dinkes PPKB
Puskesmas Puskesmas
. DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK A
12 Tenaga Non kesahatan - Guru Orang 2022 Puskssmas Dinkes PPKB Mo Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOX
6) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 190843 190843 25.720.000 Prailleernas Dinkes PPKB 199308 199308 T Dinkes PPK8
4 Pedoman dan media Komunikasi informasi, Pedoma 2022 24 24 DAU / DAK / BOK Dinkes BPKB 34 . DAL / DAK / BOK Diftkes PPKB
Edukasi (KIE) Puskesmas Puskesmas
2 |Asat ukur berat badan Unit 2022 1 34 DAU/DAK/BOK [ e poka 34 34 DAU/OAK/BOK [ 5, 1o ppkB
Puskesmas Puskesmas
- DAU / DAK / 80K DAU / DAX / BOK .
3 Alat : Alat ukur lingkar perut Unit 2022 34 34 Puskesmas Dinkes PPKB 34 34 Puskesmas Dinkes PPKB
4 |mat:Tensimeter Unit 2022 N N DAU/DAK/BOK | nies poks 3¢ 3 DAU/DAK/BOK [ o,y oc poxa
Puskesmnas Puskesmas
) DAU / DAK / BOK DAU / DAX / BOK
5 Alat : Glukometer Unit 2022 34 34 PUSKS4 A Dinkes PPKB 34 34 Bikkimi i Dinkes PPKB
. : DAU / DAK / BOK . DAU / DAX / BOK ,
[} Alat : Tes strip gula darah Unit 2022 190843 190843 Puskaamas Dinkes PPKB 199308 199308 Puskestnas Dinkes PPKB
. DAU / DAK / BOK DAU / DAX / BOK
7 Alat : Lancet Unit 2022 190843 190843 Phiiksriae Dinkes PPKB 199308 199308 Plisksaiig Dinkes PPKB
) DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
8 Alat : Kapas alkohol Unit 2022 190843| 190843 Siiskeima Dinkes PPKB 199308 199308 g Dinkes PPKB
DAL / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
9 Alat : KIT IVA Tes Unit 81124 81124 bl Dinkes PPKB 99654 99654 i Dinkes PPKB




Pencapalan SPM 2023 Pencapalan SPM 2024
Tahun Dasar Instansi Sumber Instansl
No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Satuan Penerima | Realisasi Muty | Realisasi |  Anggaran Sumber Pendanaan Penerima i
(2022) Pelaksana Mutu Pelaksana
Layanan Layanan layanan | Realisasi Realisasi
_Dasar Dasar Laysnan
Tenaga : Dok pesiali DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
7 Anak Orang 2022 2 2 Haskisiig Dinkes PPKB 2 2 Puskiciited Dinkes PPKB
8 Tenaga kesehatan : Bidan Orang 2022 572 572 DAL DA/ 80K Dinkes PPKB 582 582 DALY/ DAY /.80K Dinkes PPKB
Puskesmas Puskesmas
DAU / DAK / BOK DAU / DAX / BOK
: 16 P
9 Tenaga kesehatan : Perawat Orang 2022 916 9 ks Dinkes PPKB 926 926/ Pliskasmas Dinkes PPKB
4)  |Peiayanan Kesenatan Baita 18641 18641 2.597.601.814 DAU/DAK/BOK | 1\ yos poke 25057 25057 DAU/DAK/BOK | 1o ppks
Puskesmas Puskesmas
Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) DAU / DAK / 8OK ey DAU / DAK / BOK
1 Sty Inainmen Bedaiku Dokume| 2022 18641 18641 Puskes Dinkes PPKB 25057 25057 Puskatiss Dinkes PPKB
z  |Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak | 2022 18641 18641 DAU/DAK/BOK | oo ppKB 25057 25057, DAU/DAK/BOK | .y o ppke
(DDTK) Puskesmas Puskesmas
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
200 5209 2 7 Dinkes PPKB
3 Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA) Buku 2022 5. Puskesmas Dinkes PPKB 5738 5738 . inkes
4 | viamin A Binu Kapsul 2022 18641 18641 :":" DAK/BOK | pinkes prKa 25057| 25087 :’“:" DAK/BOX | kes pPKB
DAU / DAK / BOK DAL / DAK / BOK
kes PPK PP
5 Vitamin A Merah Kapsul 2022 18641 18641 Pruskisg Dinkes PPKB 25057 25057 et Dinkes PPKB
& Vaksin imunisasi dasar HBO Vaksin 2022 18641 18641 ::su / DAX ] BOK Dinkes PPKB 25057 25057, ;MU /DAK/BOK [ i ke pPKB
DAU, DAK [ BOK DAUE DAKJBOK
7 Vaksin imunisasi dasar. BCG Vaksin 2022 1865 1865 Dinkes PPKB 2506 2506 Dinkes PPKB
sar; BC 5
8 Vaksin imunisasi dasar. Polio Orang 2022 3728 3728 DAU / DAK / BOK Dinkes PPKB 5011 5011 DAL/ DAX [ BOK Dinkes PPKB
Puskesmas Puskesmas
9 Vaksin imunisasi dasar: IPV Vaksin 2022 1855 1865/ DA/ DA/ BOK Dinkes PPKB 2506 2506 DAL/ DAK /80K Dinkes PPKB
Puskesmas Puskesmas
10 |Vaksin imunisasi dasar DPT -HB -Hib Vaksin 2022 1865|1865 DAU/DAK/BOK | 1) yo prxa 2506 2506 DAU/DAK/BOK | - 1o ppka
Puskesmas Puskesmas
1 Vaksin imunisasi dasar Campak Vaksin 2022 1865 1865 DAU / DAk / BOK Dinkes PPKB 2506 2506 DAL /:0AK /80K Dinkes PPKB
Puskesmas Puskesmas
12 Vaksin imunisasi dasar Rubella Vaksin 2022 1865 1865/ DAL DAx/ Bct Dinkes PPKB 2506 2506 DAL/ DAKY 80K Dinkes PPKB
Puskesmas Puskesmas
13 |Vaksin imunisasi lanjutan - DPT -HB -Hib Vaksin 2022 mss| 1865 DAU/DAK/BOK [ ) o ppKs 2506 2506 DAU/DAK/BOK | o prKB
Puskesmas Puskesmas
14 Vaksin imunisasi lanjutan | Campak Vaksin 2022 1865 1865 DAY/ DAK /BOK Dinkes PPKB 2506 2506 DAU / DAL/ BaK Dinkes PPKB
Puskesmas Puskesmas
DA
15 |Vaksin imunisasi lanjutan : Rubelia Viksin 2022 65| 1865 DAU/DAK/BOK | o\ o ppka 2506 2506 DAU/DAK/BOK | . o pokB
Puskesmas Puskesmas
K
16 |Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)  |Unit 2022 1641 18641 DAU/DAK/BOK | o, s ppkB 2057 25087 DAU/DAK/BOK | -y oo ppka
Puskesmas Puskesmas
17 |Peralatan Anafilaktik Paket 2022 19 19 DAU/DAK/BOK | p)okes pPKa 19 19 OAUJDAKTBOK | o ves ppxa
Puskesmas Puskesmas
18 Tenaga kesehatan : Dokter Orang 2022 61 61 ?‘u /DAR  BOK Dinkes PPKB 63 63 DAL DAK 5Ok Dinkes PPKB
19 Tenaga kesehatan : Bidan Orang 2022 572 5712 AU DK BOK Dinkes PPKB 582 582 E:::::“:: /BoK Dinkes PPK8
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
: 916 Inkes PPK 9 PPKB
20 Tenaga kesehatan : Perawat Orang 2022 916 Puskaiiiie Dinkes PPKB 926 26 Pakinia Dinkes.
- DAL/ DAK / BOK DAU / DAK / BOK
: kes Pl
21 Tenaga kesehalan : Ahli Gizi Orang 2022 86 86, priskes Dinkes PPKB B8 88| ok Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK DAL / DAK / BOK
: PPKB 820 kes PP
22 Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan Orang 2022 805 #05 Puskis Dinkes PPK 820 oxsiaaiiiag Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
: PPK
23 Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD Orang 2022 i Dinkes PPKB b Dinkes PPKB
g  |Poleyanankesehatan pads usis pendidian 40851 20851 855.290.000 DAU/OAKSBOK | 1 ios ppke a376a| 43764 DAU/DAK/BOK | oo ppks
dasar Puskesmas Puskesmas
1 Buku rapor kesehatanku Buku 2022 40851 40851 DAL DA fBOK Dinkes PPKB 43764, 43764 DAU/DAK 180K Dinkes PPKB
Puskesmas Puskesmas




Pencapaian SPM 2025 Pencapaian SPM 2026 Pencapaian SPM 2027
Sumber Instansi Sumber Instansi Sumber Instansi
No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Penerima Py
Mutu F Mutu Pendanaan Pelaksana Mutu - Pendanaan | Pelaksana
Layanan ! Realisasi (Anggararg Layanan \ Realisasi
Dasar Dasar
= L.
1) |Pelayanan kesenatan ibu hami 5763|5763 DAU/BAK/BOK o, L o ppxd 5878 g | DAU/DAK/BOK | 1 os PP 5996 DAL/ DBK
Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas | ..
Dinkes PPKB
K / BOK
1 Vaksin Tetanus Difteri (Td) s763| 5763 DAU/DAK/BOK |, o prxa sa78| 5878 DAU/ DAK/BOK oo pxe 5996 5996 DAU/DAL/
Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
Al A BOK
2 Tablet tambah darah 518670 518670 OAU/DAK/BOK i o poxa 529003 529043 DAU/DAK/BOK | . pexa 539624 539624 AL /.DAK)
Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas |
inkes PPEKB
3 |Alat deteksi resiko Ibu Hamil - Test Kehamilan s763) 5763 DAU/OAK/BOK |\ o ppKs s763| 5763 DAU/DAX/BOK |0\ o opkB 5096 5996 DAL / DAX /
Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas | Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
resiko Ibu Hamil - Pemeriksaan H 5763 5763 Dinkes PPKB 5763 5763 Inkes PPK s996| 5
4 Alat deteksi bu H e B Pikkasmis Pkt Dinkes PPKB 996 BOK Puskesmas | Dinkes PPKB
Alat deteksi resiko Ibu Hamil - Pemeriksaan DAU / DAK / BOK | DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
7 763 Dinkes PPKB 5763 5763 #p 5 5
5 5763 576 Puskes i Puskesmas i i a6 e BOK Puskesmas | Dinkes PPKB
‘Alat deteksi resiko Ibu Hamil Pemeriksaan DAU / DAK / BOK DAU / DA / BOK DAU / DA /
5763| 5763 Dinkes PPKB 5763 5763 kes PPKB 5096| 5996,
6 Glukoprotein Urin Puskesmas Puskesmas s BOK Puskesmas | Dinkes PPKB
7 Kartu ibulrekam medis ibu 5763|5763 DAU/DAK/BOK |1, oc prKB s763| 763 DAU/DAK/BOK |0, o ppxe s996| 5996 DAL £ DAK/
Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas | pinkes PPKB
DAU / DAK / BOK DAL / DAX / BOK | DAU / DAK /
8 Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 5763 5763| B Dinkes PPKB 5763 5763 " Dinkes PPKB 5996 5996, i mas | Dinkes pPKB
Tenaga : Dokter/dok I DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK DAU / DA /
9 4 4 Dinkes PPKB 4 a Dinkes PPKB a 4
kebidanan Puskesmas e Puskesmas BOK Puskesmas | pinkes PPXB
_ DAU / DAK / BOK | DAU / DAK / BOK | DAU / DAK /
Ta sehalan : Bidan 592 592 Dinkes PPKB 602 602 kes PPKB 607| 607
1 naga ke H! Puskesmas blikeias, | LITAE BOK Puskesmas | Dinkes PPKB
DAU / DAK { BOK DAU / DAK / BOK | DAU / DAK /
T : 6 Dinkes PPKB 946 946 Dinkes PPKB 5
11 enaga kesehatan : Perawat s 93 el puskesmas  |°" i BOK Puskesmas | Dinkes PPKB
Kunjungan 4 kall lbu hamil selama periode
kehamilan (K4) (Satu kall pada trimester pertama, DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK | DAU / DAX /
s763| 5763 Dinkes PPKB 5763 5763 PPKE 5996 599
12 ISty kaii pada trimester kedua, Dua kall pada Puskesmas : Puskarmas: |08 BOK Puskesmas
trimesler ketiga Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK DAL / DAK / BOK DAL / DAK /
elayanan Kesehatan Ibu Bersall 501 550 nkes PPK 56 Dinkes PPK 5723
i s " 2 a0 puskesmas ikt 4 = Putkesmas g BOK Puskesmas | Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
Dinkes PPK| s611| 56 Dinkes PPKE 57, 7.
1 Formulir Partografl 5501 5501 i nkes PPKB 11 ik nkes 23 5723 I [——
DAU / DAK / BOK | DAU/DAK/ BOK | DAU / DAK /
Kartu ibu (rekam medis) 5763 5763 kes PP v kes PPKB 5996 5996 )
2 ( ) Puskesmas okl (740 e i Puskesmas s |BOK Puskesmas | Dinkes PPKB
X / BOK DA IAK
3 |Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) s763| 5763 DAU/DAK/BOK 1y s o prxa s763| 5763 DAU/DAK/BOK 15+ os pPKB soos| 5996 L/ 0AX/
|Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
Tenaga 1 : Dokter/dokte il DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
4 4 Dinkes PPKB a 4 kes PPKB a a
4 Kebidanan dan Kandunga Puskesmas Puskesmas iinke BOK Puskesmas | pinkes PPKB
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
‘enaga kesehatan : Bidan 592 592 Dinkes PPKB 602| 602 Dinkes PPKB 607 7,
2 i K Puskesmas - Puskesmas ed oo BOK Puskesmas | Dinkes PPKB
DALI / DAK / BOK DAU / DAK/ BOK | DAL / DAK /
‘enaga kesehatan : Perawat Dinkes PPKS 946 PPKB 53| 953
g K oy 296 G Puskesmas o Puskesmas ko 2 S BOK Puskesmas | Dinkes PPKB
: U7 DAK 7 BOR TOROT oA
3)  |Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 5239 5239 Dinkes PR 5344 Dinkes PR sas1 | Dinkes prxe
1 Vaksin Hepalitis BO s230| 5239 TEOK ks PPKB s3aa| s34 TER Toinkes prKB s4s1| 5451 LA
= LY = 7 BOK i
2 Vitamin K1 injeksi s230| 5239 : Dinkes PPK& 5344| 5344 e Dinkes PPKB 5451 5451 il Dinkes PPKB
3 |Sniepretes mata antibiotik s239| 5239 DAU/DAK/BOK | o ppxa s344| 5344 OAU/DAK/BOK [\ o ppKE sas1|  s4m BAL/DAK Y
|Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas | pinkes PPKB
DAL
4 |Formulir bayi benu tahir sz9| 5239 DAU/DAK/BOK 1, Lo ppa s34a| 5344 DAU /DAK/BOK |y . ppxa sas1|  sas1 /DK
Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas | pinkes PPKB
DAL / DAK / BOK DAU / DAK / BOK DAL / DA /
IDinkes PPx8 5348 5344 Dinkes PPKB
5 Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) 5239 5239 Prihasad es Puckmsmat nkes 5451 5451 Ok Puskesmas. | Dinkes prva
DAL / DAK / BOK DAU / DAK / BOK DAL / DAK /
Buku K 1A s230| 5239 Dinkes PPKB 5344| 5344 Dinkes PPK8 5451 5451
8 u Kesehatan Ibu dan Anak (KIA} Prsknemas o] Puskesmas " BOK Puskesmas | Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK | DAU / DAK / BOK | DAU / DAK /
h | iali 2 2 kes PPK! 2 PPKI
7 Tenaga D Anak Pliskesmas Dinkes PPKB 2 Puskesmas Oikas/ e ? i BOK Puskesmas | Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
Tenaga k : Bld 59, 592 Dinkes PPKS 602 inkes PPKB s07| 807
8 naga kesehatan : Bidan 2 etk s 602 Puskesmas e BOK Puskesmas | Dinkes PPKB




Pencapaian SPM 2025 Pencapalan SPM 2026 Pencapalan SPM 2027
Sumber Instansi Sumber Instansi Sumber Instansi
No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Penerima] Inisiasi Penerima Inisiasi
Mutu Pendanaan | Pelaksana Mutu g Pendanaan Pelaksana Mutu Pendanaan | Pelaksana
Layanan f Realisasi Layanan Layanan | Realisasi Realisasi| Anggaran
Dasar Dasar > Dasar :
¥ DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOX DAU / DAK /
Tenaga kesehatan : Perawat 936 936 Dinkes PPKB 948, 946 Dinkes PPKB 953 953
b [Puskesmas s Puskesmas e BOK Puskesmas | pinkes PPKB
DAU / DA / BOK 4 DAU / DAK / BOK '4 DAU / DAK /
4 Peiayanan Kesehatan Balita 25178 25178 Dinkes PPKI 25682 25682 kes PP 26195 261"
) Puskesmas ~ Puskesmas PuiKes 28 LBDK Puskesmas | Dinkes PPKB
Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
25178 25178 Dinkes PPKB 5682 PP
e atau instrumen standar lain yang beriaku Puskesmas. e C 3682 Puskesmas Diokss PRI 20133 28195 BOK Puskesmas Dinkes PPKB
2 13 = i 9 25178 25178 DL/ DAR, 0K Dinkes PPKB 25682| 25682 DAL/ / Dinkes PPKB 26195| 26195 DAY/ DAK/
(DDTK) Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas | pinkes PPKB
; DAL / DAK / BOK DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
3 Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA) 5763 5763 o Dinkes PPKB 5763 5763 a Dinkes PPKB 5996 5996/ 5 Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
4 Vitamin A Biru 25178 25178 Dinkes PPKB 25682| 25682 Dinkes PPKB 26195 26195 Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK DAL / DAK /
Vitamin A 78 5178 Dinkes PPKB i
5 Merah 251 251 uiskssenat, inkes 25682| 25682 . Dinkes PPKB 26195| 26195 BOK Puskesmas | Dinkes ppg
6 |Vaksinimunisas dasar. HBO 2178|2517 =t DAKTBOK |5 s PPKB 25682| 25682 = [l —— 26195| 26195, T
DAU,DAK?!DR DAU / DAK /BOK
7 Vaksin imunisasi dasar BCG 2518 2518| Dinkes PPKB 2568 2568 5 Dinkes PPKB 2620 2620 Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
i
8 Vaksin imunisas: dasar: Polio 5036 5036/ H - Dinkes PPKB 5136 5136 e Dinkes PPKB 5239 5239/ Dinkes PPKB
8 |Vaksin imunisasi dasar: IPV 18| 2518 DAU/DAK/BOK |, . prxa 2568 2568 DAL/ DAK/BOK. oy os pPRE 2620|2620
Puskesmas Puskesmas Dinkes PPKB
10 |Vaksin imunisasi dasar: DPT -HE -Hib 18| 2518 DAUJOAKJBOK. |1 os pPKB 2568|2568 DAU/DAK/BOK. o\ os pPKB 2620(  2620)
Puskesmas P Dinkes PPKB
11 |Vaksin imunisasi dasar: Gampak 58| 2518 DAL /OAK/BOK. (1) o prkB 68| 2568 DAU/DAK/BOK. oy o ppkB 2620 2620 DAL/DAK/
Puskesmas Puskasmas BOK Puskasmas
Dinkes PPKB
12 Vaksin imunisasi dasar: Rubeila 2518 2518 DAL/ / Dinkas PPKB 2568 2568 DAU/ ! Dinkes PPKB 2620 2620 DAU/DAK /
Puskesmas Puskesmas Dinkes PPKB
> DAU / DAK / BOK |, DAU / DAK / BOK 3
13 Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib 2518 2518 b - Dinkes PPKB 2568/ 2568 b Dinkes PPKB 2620/ 2620 < | Dinkes pPKB
) . DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK
14 Vaksin imunisas lanjutan : Campak 2518 2518 pusk Dinkes PPKB 2568 2568 & : Dinkes PPKB 2620 2620 Dinkes PPKB
: 3 DAU / DAK /BOK | DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
15 Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella 2518 2518 Pusk " |Dinkes PPKB 2568 2568 P o Dinkes PPKEB 2620 2620 BOK s | Dinkes pPKB
16 [Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP) 25178| 25178 DAU /DAK/BOK | o o ppxs 25682] 25682 DAU /DAK/BOK o+ os pPKB 26195 26195 DAU / DAK /
Puskesmas Puskesmas BOX Puskesmas
Dinkes PPKB
17 |Peralatan Anafilaktk 19 10 DAU/DAXSBOK 6\ o pPKB 19 19 DAU /DAK/BOK |y, ) . ppx 1 19 DAL/ DAKT
Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
N DAU / DAX / BOK DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
Tenaga kesehatan : Dokler 66| 66 Dinkes PPKB 9 PP
18 Puskesmas = ) o Puskesmas inke) PrKE i G BOK Puskesmas | Dinkes PPK8
. DAU / DAX / BOK | DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
Tenaga kesehatan : Bidan 592 592 Dinkes PPKB 602 602 Dinkes PPKB 607 7,
s Puskesmas : Puskesmas e el BOK Puskesmas | Dinkes PPKE
IDAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK DAL / DAK /
T .
20 enaga kesehatan : Perawat 936 936 [ Dinkes PPKB 946 946 " Dinkes PPKB 953 953 80K Puskasmas | Dinkes PPKB
DAU / DAX / BOK DAU / DAK / BOX DAL / DAK /
1 Te kesehatan : Ahll Glz 90| 90 Dinkes PPKB 92 92 Dinkes PPKB 94
Z oo s Puskesmas - Puskesmas i » BOK Puskesmas | Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
T Ki
22 enaga kesehatan : Kader Kesehatan 840 B40 Puskistas Dinkes PPKB 860 860 Bstmiaas Dinkes PPKB 880 88D BOK Puskesmas | Dinkes PPKE
23 [Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD DAU/DAK /BOK. |1 cas prKB DAU/DAK/BOK oy oc prke DAL 7 OAK/
Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas
Dinkes PPEB
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK DAL / DAK /
43885| 43885 inkes PPK| 44 447 P
5 dasar A Puskesmas Punkes 4 L & Puskesmas inkes Bhe 4heoh 45658 BOK Puskesmas
Dinkes PPKB |
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
ki ] 43885 43885/ Dinkes PPKB 44763 44763 kes PPKB 45658| 45658
1 Buku raport kesehatank Riiaras Puskusiis ke - BOK Puskesmas | Dinkes pPKB
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
Buku pamantauan kesehatan 43885 43885/ Dinkes PPKB 44763 44763 kes PP 45658 A
2 Puskesmas. Puskesmas O PR 550 BOK Puskesmas | Dinkes PPKB
3 |Kuesioner skrining kesehatan 43sss|  a3sss i Dinkes PPKB aa763| 44763 e TDARTBOR | e poxe 45658| asess Dimkes PPKD
Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
43885 PPKE
4 |usta sekolah dan remaja di dalam sekolah A |Puskesmas Pl PPYR wiel| sy Puskesmas et wes| dsesy BOK Puskesmas |
nkes




Pencapaian SPM 2025 Pencapaian SPM 2026 Pencapalan SPM 2027
Sumber Instansi Sumber Instansi Sumber Instansi
Inislasi E Bala
1 Indiknior Kineria/Jenis Layanan SPM, [ Pemechnsl o] 40p, ; r | Mt - Pendanaan | Pelaksana [ PEREAmal |y, pendanaan | Pelaksana
Layanan \ Realisasl |Anggarar| Layanan R R nggaran| ¥
Desar Dasar Dasar i,
Formuli rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
a3885| 43885 Dinkes PPXB 4a763| 44763 op a5658] 4565
& usia sekolah dan remaja di luar sekolah Puskesmas Puskesmas Ghvikax REXS 8 BOK Puskesmas
Dinkes PPXB
g DAU / DAK / BOK DAU / DAX / BOK DAU / DAK /
: Dinkes PPKB 19 PP 19
6 Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi 19 19 pikasiins nkes 19 Pk Dinkes PPKB 19 BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
AU / DAK / BOK DAU / DAK
7 |Tenaga kesehatan : Bidan | 02 DAU/DAK/BOK. 11 os PKB 2| 602 /DAK/BOK |1 s PPKB 67| 607 DAL/ DAK/
Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
Tenaga kesehatan : Perawat a36) 6 946, 946 inkes PPKB 953 953
L “ » Puskesmas Oinkes PRES Puskesmas Pinhes BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
s P
g [Tenaga kesshatan : Ani Gizi % %0 DAU/DAK/BOK |1 e pPKB 92 9 DAU/DAK/BOK |1\ e ppKE o o4 DAU / DAK /
Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
DAU / DAX / BOK DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
. P inkes PPK 9,
10 Tenaga Kesehatan : Masyarakat 86, B6 - Dinkes PPKB 90, 90 Febasmae Dinkes PPKB 2 92 o skt
Dinkes PPKB
AU / DAK / BOK
11 |Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan DAU/DAK/BOK |0 o ppxe DAU/DAK/BOK |1 o ppke DAV AR/
Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas "’
Dinkes PPKB
Al
12 T —— DA/ DAK/BOK | oov DAU/DAX/BOK [ e DAU / DAK /
|Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas
Dinkes PPXB
6)  |Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produkif 202708 202708 DAU/DAK/BOK |1 s oc pokt{ 212843 212843 DAU/DAK/BOK |\ ocppxe]  223486| 212843 PAU/ DAL/
Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
Ped: dan media kasi, Informasi, DAU / DAK /BOK | DAL / DAK / BOK DAU / DAK /
34 34 Dinkes PP 34 34 kes PPKI
1 Edukasi (KIE) Puskesmas ez FPRD Puskesmas ikt AR e M BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
5 it vk Ernri by 5 % DAU/DAK/BOK |\ oors s o OAU/DAK/BOK |0 oo W ol DAU / DAK /
Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas
Dinkas PPKB
3 Alat : Alat ukur lingkar pent B 3 DAU/DAK/BOK |/, 0. ppKS 34 3 DAU/DAK/BOK |/ e oPKB 3 34 DAU / DAK/
Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
4 |Aat: Tensimeter u 3 DAU/DAK/BOK {1 o poxs 1 3 DAU/DAK/BOK | o poka En 1 DAL (DAY
Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
5 |Aat: Glukometer 3 3 DAU/DAK/BOK |1, 1 os PPk E7 3 DAL/DAK/BOK 1\ os PR 3 34 DAL DMK
Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas
Dinkes PPB
AU / DAK u
6  |Aat: Tes sirp gula darah 202708 202708 DAU /DAK/BOK |1\ o0 poxB 212843| 212883 DAU/DAK/BOK 11, \os ppKB 223a85| 212843 04/ DAX/
Puskesmas Puskesmas BOK Puskasmas
Dinkes PP |
7 Alat : Lancet 202708| 202708 DAU/DAK/BOK 10\ o prxa 212843| 212843 OAU/DAK/BOK 1 o peka 223486 212843 DALI7 DK/
Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
DAU / DAX / BOK | DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
3| 21 P 223486 3
8 Alal : Kapas alkohol 202708| 202708 Ry Dinkes PPKB 212843 212843 e Dinkes PPKB 21284 K Pohas
Dinkes PPKB
9 |Aat:KITIVA Tes 101354 101354 DAU /DAK /BOK |, . pexa 106422 106422 DAU/DAK/BOK |1\ oc ppkB 111743| 106422 BAU /DAY
Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
Formulir pencatatan dan pelaporan apiikasi
DAU / DA / BOK u
10 Sistem Informasi Penyakit Tidak Menuiar 1 1 4 DA/ Dinkes PPK8 1 1 DAU/DAK/BOK |, opxB 1 i DAU / DAK /
Puskesmas [Puskesmas BOK Puskesmas
(SIPTM) Dinkes PPKB
DAU / DAX / BOK | DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
: Dinkes PPKB 69 9 P
11 Tenaga kesehatan : Dokter 66 66 Puskesvas . L Puskesmas (Dinkes PRES: b 2 BOK Puskesmas
Dinkes PPKB




Pencapaian SPM 2026 Pencapaian SPM 2028 Pencapaian SPM 2027
No Indikator Kineria / Jenis Layanan SPM Penerimal Inisiasi ! Penerima
| Mutu Pend: L Mutu Pendanaan Pelaksana Mutu Pendanaan Pelaksana
Layanan | Realisasi |Anggaran Layanan | Realisasi Realisasi| Anggaran Layanan |
Dasar Dasar Dasar
12 |Tenaga kesehatan : Bidan sa2| e DAU/DAK/BOK |1y 01 oc peK s0z| 602 DAU/DAK/BOK 1o,y oc ppKE 07| 607 DAL/ AR/
Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK DAL / DAK / BOK DAU / DAK /
T alan : P 936 kes PP P
13 ‘enaga keseh arawat 936 Biiisaiat Dinkes PPKB 946 946 Piiskasnis Dinkes PPXB 953 953 0K b ikisria
Dinkes PPKB
14 |Tenaga kesehatan : Ahil Gizi 90 40 DAU /DAK/BOK |y oc prKB P 92 DAU/DAK/BOK |1y o ppke a4 24 DAL / DA/
Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas | .
Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK DAU / DAX / BOK N DAU / DAK /
T Kesehatan Ma 86 Dinkes PPKB 50 PPKB 52
L e pyafaiat % Puskesmas kes PRK b Puskesmas iakes L BOK Puskesmas
Dinkes PPXE
Tenaga non kesehatan terfatih atau mempunyal DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
17 17, Dinkes PPKB 17 7 Dinkes PPKB 17
b kualifikasi 1ertentu Puskesmas nees L Puskesmas ikes Y BOK Puskesmas
Dinkas PPKB
o
7)  |Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 26150| 26150 DAU/DAK/BOK |\ ocppkg 26935 26935 DAU/DAK/BOK |y ocppkd  277a3) 27743 DAL / DAK/
Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas N
Dinkes PPKB
DA K Al
1 Strip uji pemeriksaan gula darah, 26150| 26150 U/ DAK/BOK |1 es pPKB 26935| 26038 DAU/DAKBOK o oc ppKB ar743| 27743 DAL OAX
Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas ;
Dinkes PPKB
Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS),
Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
6150 261 Dinkes PPKB 2 65935 kes PP 27743 743
2 |instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket C = Puskesmas o L [ Puskesmas Pirdes PP o) e BOK Puskesmas
j G
Pengkajian Paripuma Pasien Gerlatri (P3G) Dikes PPKB
0K D
3 |Buku kesehatan lansia 26150| 26150 DAU/DAK/BOK |0,y prxs 26935| 26035 DAU/ DAK/BOK 1, o ppie 27743| 27783 ALLJ DK
Al Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
4 |Tenaga kesehatan : Dokter 66| 66 DAU/DAK /BOK 15, oc pPKB 69| 69 DAU/DAK/BOK oy 1 oc pria 72 72 DAU / DAK/
Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
DAU / DAK /BOK | DAU / DAK / BOK DAL / DAK /
ki : 59; Di PKB 602 2 P 607 7
5 Tenaga kesehatan : Bidan z 592, Suckesmat inkes P 60: e Dinkes PPKB. 607 S0 Bsboumas
I Dinkes PPKB
K / BOK
&  |Tenaga kesehatan : Perawat 93| 936 DAU /DAK/BOK |1 os pPKB 45| o4 DAU/DAK/BOK |1y o ppKe os3| 953 DAL/ DAK
Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
o DAU / DAK / BOK DAU/DAK/BOK | DAU / DAK /
. izt 90 90| Dinkes PPKB 92 9 Dinkes PPKB 9 94
7 |Tenaga kesehatan : Ahli G CitkaavE n 2 piskasias fRkesH BOK Puskesmas
Dinkes PPKE
DAU / DAK / BOK | DAU / DAK/BOK | DAL / DAK /
‘enaga Kesehatan Masyarakat 86 90 Dinkes PPK
8 i i L Puskesmas ok PR, % Puskesmas s B ¥ W BOK Puskesmas N
Dinkes PPKB
9 Tenaga non kesehatan Terlatin/Mempunyai 17 17 DAU /DAK/BOK | o ook 17 17 DAU / DAK / BOK Dinkes PPKB 17 17 DAU / DAK /
Kualifikas| tertentu Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas
Dinkes PPKE
K / BOK
8) |Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 70380 70380 DAU/DAR/BOK |ryoyocppr  73899| 73899 DAU/DAK/BOK |0 \ocppk 77594 73890 AU/ DK/
Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas
Dinkes PPKE
Pedoman pengendalian Hipertensi dan media DAU / DAK /BOK | DAL / DAK / BOK DAU / DAK /
34 34 Dinkes PPKB 34 34 Dinkes PPKB 34 4
4 Komunikasi, Informasl, Edukasi (KIE) Puskesmas s P Puskesmas. L 3 BOK Puskesmas | _.
Dinkes PPKB
2 |tensimeter N 34 DAU /DAK/BOK |1 oc pPKB 1 34 DAU/ DAK /BOK |y o pPKB 3 34 DAL DAY
Puskesmas Puskasmas BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi
3 Sistern Informasi Penyakit Tidak Menular 1 1 DAU/DAK/BOK |1\ o prre 1 1 DAU/DAK/BOK ey oc pPKB 1 1 DAU / DAK /
(STPTM) Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
B AK [ B
4 |Tenaga kesehatan : Dokter 66 &6 DAL/ DAK/BOK o, 4o ppica e| e DAU/DAK /BOK oy o ppke 72 7 DAL/ DAK/
Puskesmas |Puskcesmas BOK Puskesmas | o oy pPKB




Pencapaian SPM 2025 Pencapaian SPM 2026 Pencapaian SPM 2027
No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Penerima) e e Sumber Instans! | Sk il
| "w
Realisas| Mutu P Mutu Pendansan | Pelaksana = Muty = Pendanaan | Pelaksana
Layanan |/ Realisasi [Anggaran Layanan Realisasi| Anggaran| e |
Dasar v Dasar " Dasar
. DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOX DAU / DAK /
: 592, 592 Di PP 607
5 Tenaga kesehatan : Bidan 9. 9. fu 2 inkes PPKB 602 602/ ks Dinkes PPKB 607| 86K Puskesmas
Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
‘enaga kesehatan : Perawat 936 136 Dil PPKB 946, 946 kes PP 53 953
e fa ) # Puskesmas olows Puskesmas IAREECES * JBOK Puskesmas
Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK DAL / DAK / BOK DAU / DAK /
‘enaga Kesehatan Masyarakal 86 86 Dinkes PPK| PP 2 9
7 T t [Puskesmas s o X 2 Puskesmas O PR 3 BOK Puskesmas
Dinkes PPKB |
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
Obat Hipertensi 0380 70380| Dinkes PPK 7 73899 Dinkes PP 73899/
7 i 7 Puskesmas. . s Puskesmas s PPKE 7 BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
r = . DAU / DAX / BOK DAU / DAK / BOK _ DAU / DAK /
P K tan Py 2831 2831 P g
9) Diabetes Meditus| 2696 2696 |puskesrmas |Dinkes PPK| Puskesmas Dinkes PPKH 2972 mn Ok Puskasimias
Dinkes PPKB
DAL / DAK / BOK DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
: PKS inkes PP
1 Alat : Glukometer 34 £ iikaaaia [Dinkes PPKS 34 34 Puskesmas Dinkes PPKB 34 34 BOK Puskasmas
Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
: i 2831 831 KB 7 7
2 Alat : Strip Tes Gula Darah 2696 2696 Puskasmas Dinkes PPKB 2 Bikasiid Dinkes PP 2972 2972 BOK s
Dinkes PeKa |
z DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
3 Alat : Kapas Alkohol 2696 2696 e agmas Dinkes PPKB 2831 2831 Bthatans Dinkes PPKB wn2| 212 Pyt e
Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK = DAU / DAK /
z |Dinkes PP 7.
4 Alat : Lancet 2696 2696 Pus - inkes PPKB 2831 2831 Pushesmas Dinkes PPKB 2972 2972 BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi
5 Sistem Informas! Penyakit Tidak Menular 1 1 ::3 :, :“:"w‘ Dinkes PPKB 1 1 :‘:::::;;i’lm Dinkes PPKE 1 1 :;’i" Ds‘::“;“
(SIPTM) " Dinkes PPKB
8 Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, o 2 DAL / DAK / BOK Dinkes PPKB 34 4 DAU / DAK / BOK Dinkes PPXB 34 3 DAU / DAK /
| Edukasi (KIE) Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas
Dinkes PPXB
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
‘enaga keseha! : Dokter 6| nkes PP 69 69 PPKB 7 7.
T i o : % L Puskesmas Dinkes PPYD Puskasmas i 1 ! BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOX DAU / DAK /
H 602 PPKEB 7 7
8 Tenaga kesehatan : Bidan 592 592, g Dinkes PPKB 602 Biiiacras Dinkes 60 60° S bz
Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK DAL / DAK [ BOK . DAU / DAK /
enaga kesehal : Perawat 936 936| Dinkes PPKI Dinkes PPKB 953 953
B K el Puskesmas gaatiis ke M8 Puskesmas e BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
8  [Tenaga kesehatan : Ahli Gizi a0 2 DAU /DAK/BOK |1 e pPKa 92 2 DAU/DAK/BOK o voc ppKE 54 94 Ry DRk,
Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
DAU / DAK /BOK | DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
‘enaga Kesehatan Masyarakat Dinkes PPK Dinkes PPKB
7 T b o Puskesmas - 8 % » Puskesmas e 2 " BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK DAU / DAX / BOK DAU / DAK /
i i Dinkes PPK 31 183 Dinkes PPKB
8 Obat Diabetes Meiitus 2696 2696 ks as PPKB m Puskasiogs nkes 29721 29712 BOK Puskesmas
Dinkes PPKB |
iy  |Pelevansn Kesshatan Orang Dengen Ganggusn ss2| s DAU/DAK/BOK o, yospoed 611 611 DAU/DAK/BOK L oc Pl s42|  s42 DAU/DAK
Jwa (ODGJ) Berat Puskesmas Puskesmas BOK Puskasmas
Dinkas PPKB
witid il
Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan
4 Gangguan Jiwa (PPDGJ IIi) atau Buku Pedoman 19 17 DAU / DAK / BOK Dinkes PPKB 17 1 DAL / DAK / BOK ke S7ER 7 i DAU / DAK /
Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas
(bila sudah lersedia) Dinkes PPKB
2 |Kitberisi 2 Alat Fiksasi 4 34 DAU/DAK/BOK [ . ppxa 1 DAU/DAK/BOK |\ o pPKB 1 34 DAL / DA/
Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas Dinkes PRKB




Pencapaian SPM 2025 Pencapaian SPM 2026 Pencapaian SPM 2027
Sumber Instansi Sumber Instansi Sumber Instansi
Inisiasi Inisiasi Inistasi
No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM lisas| Mutu Pendanaan | Pelaksana | Muts Pendanaan | Pelaksana| PEPEIMAl | e - Pendanaan | Pelaksana
Layanan i Realisasi | Anggaran Anggaran Layanan inggaran|
Dasar Dasar ; Dasar '
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK . DAU / DAK /
B i D PK
3 Peny formulir p: dan pelap i 1 1 Puskesmas s P ! 1 Puskesmas Dinkas FPKB & 4 BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
AK / BOK DAU / DAK / BOK
4 |Media Komunikasi, informasl, Edukasi (KIE) 3 En DAU/ DAK/BOK Jp, o ppkes ul 3 U/DAK/BOK o, ks ppKs B DA / DAK /
Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
DAU / DAK /BOK | DAU / DAK / BOK e DAU / DAK /
@ 0 PPKB 6! nkes PP 7.
5 Tenaga kesehatan : Dokter 66 66 Puskasmas inkes PP 9| 69| uikssnias Dinkes PPKB 2 72 T
Dinkes PPKB
- DAU / DAK / BOX DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
sehatan : Perawat Terlati 7 7 IDinkes P 17, 17 Dinkes PPK| 17 7
8 Teraga ke tan - AT v 2 1 Puskesmas s e Puskesmas - : . BOK Puskesmas |
Dinkes PPKB
DAL / DAK / BOK DAU / DAK / BOK DAL / DAK /
. D PKB 1 PKB 1
7 Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya 17 17 o inkes P 7 17, -~ Dinkes PPK 7 17 B psk@sias |
Dinkes PPKB
dlLocidal 2
14 |Pelaysnan Kesstiatan Orang Terduga 3se0| 3560 00060000 DAU/DAK/BOK 1 \ocppkd 3735 3735 3735 £16:000.000 DAU/DAK/BOK |0 ocppkd 3772|3772 namaon DAU /DAK./
Tuberkulosis Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas | .
Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK & DAU / DAK /
Dinkes PPKI 34 Dinkes PPKB
1 Media KIE {Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) 34 3 A, ke PERD e puskesmas s # i BOK Puskesmas | _
Dinkes PPKB
2 Reagen Zn TB 3.560 3.560 DAU/ DAK/ BOK Dinkes PPKE 3738 3735 PAU/ DA/ BOK Dinkes PPKB 3772 37172 DAU / DAK /
Puskesmas | Puskesmas BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
DAU/ DAK /BOK | . DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
Masker ngga 3.560 3.560] Dinkes PPKB 3735 3.7% Dinkes PPKB 3| an
2 Jenls rumak ta dan Masker N95 Puskesmas L g Puskesmas ol G BOK Puskesmas |
Dinkes PPKB
Fot dahak, Kaca siide, Bahan Habis Pakal (Ol
¥ . DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK DAL/ DAK/
mers lkahol rtus/Bursen, 560 A Dinkes PPKB 3.735 3.735 Dinkes PPKB 3772 3.772
4 E i, Ether A Lampu Sp But ‘ 3 %5 Puskesmas = Puskesmas = BOK Puskesmas. Dinkes PPXB
Lo issly
DAU / DAK / BOK 'DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
cepat 1 L5601 Dil PPKB 735 3.735 Dinkes PPKB 7. 1772
5 (Catridge tes molekuler 8550 2 Puskesmas ks 2 Puskasmas B 2ire BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK DAU / DAX /
Formulir penca poran 7 Dinkes PPKB 7 17, Dinkes PPKB 7 17
E ulee fatan dan peid A t Puskesmas i ' Puskesmas = ! BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK 3 DAU / DAK /
17 7 P 17 7
7 Pedomany/Standar Opemsnonai Prosedur (SOF) = Ll Puskesmas Dinkes PPKE 4 Puskesmas Dinkes PPEB ' BOK Puskesmas .
Dinkes PPKB
8 Dokmr::s dokter spesialis penyakit dalam/ dokter " 2 EA:(;':“I: / BOK Dinkes PPKE 2 3 :::: :‘s E::: JBOK | s pPKB 2 2 z;: : os::s,:n
spesial ru U . as
P Dinkes PPKB
DAL / DAK [ BOK. DAU / DAK / BOK " DAU / DA /
T D 946 kes PP 95
9 Tenaga kesehatan : Perawat 298 28 Puskesmas ikes PR 2 Puskesmas ks PrED 53 3 BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
4 BOI
4o |Tendga kesehatan : Anafis Teknik Laboratorium 60 60l DAL/ DAK [BOK o, 4o ppye 62 82 DAU/DAK/BOK |5 o pPKB 54 64 DAU /i
Medik (ATLM) Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
DAL / DAK / BOK DAL / DAK / BOK - DAL / DAK /
‘enaga keseha : Penal i PP 6 [ Dinkes PP 6
L i k s e R e £ Puskesmas ink=r PR Puskesmas ke PPEA f BOK Puskesmas |
Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK | DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
‘enaga kesehatan masyarakal 86| Dinkes PPKB 90| 90| Dinkes PPKB 42/ 92
12 Ia tan mraket # Puskesmas ks Puskesmas £ BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
43 |Tenaca non kesehatan Terlatity/Mempunyai b 20 DAU / DAK/BOK 1o, o ppke 20 20| DAU/BAK/BOK 1ykes poke 0 20 DAY/ DAKY
Kualifikasi tertentu Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risika 5 ok
12)  |Terinfeksi Vinus Yang Melemahkan Daya Tahan 6330 6330 I DAU /DAK/BOK | o pokd 6405|6405 T DAU/DAK/BOK |\ ook 6aga| 6460 e DAL /DAK/
. Puskesmas | Puskesmas BOK Puskesmas
Tubuh {Human siency Virus) Dinkes PPKB
DAU / DAK / BOK | DAU / DAK / BOK DAU / DA /
emba Poster, 34 D PPKB 34 34 Dinkes PPK8 34 4
L Media KIE ( r Balk, Leaflet, » Banner) # Puskesmas ke Puskesmas - 3 BOK Puskesmas Dinkes PPKB




Pencapaian SPM 2025 Pencapalan SPM 2028 Pencapaian SPM 2027
Inisiasi C Inistasi Sumber Instansi Sumber Instansi
o indikator Kineria / Jenis Layanan SPM [ Penerima Mutu d: k Mute | ~ Pendanaan | Pelaksans Muty | Pendansan | Pelaksana
Layanan S i Realisasi (Anggaran L Layanan | = Laysnan
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
6.405 . 469 >
2 Tes cepat HIV (RDT) pertama 6330 6330 e Dinkes PPKB 6.405 ; Dinkes PPKB 3 6.469 e
Dinkes PPKB
Alat tlis, Rekam medis yang berisi nomor rekam " b
3 |medis. Nomor fasiltas pelayanan kesehatan 6330 6330 DAU / DAK/ BOK ;1 oc pxs 6a0s|  6.405 AU/ DAK/BOK |0y 4o ppke Gel e DAU / DAK/
Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas
pelaksana, Nomor KTP/NIK Dinkes PPKB
DAU / DAX / BOK DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
i Dinkes PPK 1
4 Alat tulls, Rekam Medis i A Puskesmas eSS EeEt : L Puskesmas R 4 BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
5  |Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis 3 3 DAL /DAK/BOK |0 pexa 3 3 DAU/DAK/BOK |5, oo ppKB 3 3 DAL/ DAKS
penyakit dalam/dokter spesials kulit dan kelamin Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas | - oove
DAU / DAK / BOK DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
: ink 946 inkes PPKB 9!
6 Tenaga kesehatan : Perawat 936 936 Puskesmas Raiao 6 Puskesmas DiRkEs B o BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
DAU / DAK /BOK | . DAU / DAK / BOK DAU / DAK /
5 PK P 7
7 Tenaga kesehatan : Bidan 592 592 Eeat Dinkes PPKB 602 602 Puskinsmas Dinkes PPKB &0 607| R Bk
Dinkes PPKB
g |Tenagakesehaton : Ahl Teknalog Laboratorium 60| 50| DAU/DAK/BOK |10 oc prKB 62 62 DAU/DAK[BOK 15,y oc pPKB 64 54| DAL/ DAK /
Medis (ATLM) Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas
Dinkes PPKB
DAL / DAK / BOK DAU / DAK / BOK - DAU / DAK /
9 Tenaga kesehatan masyarakat 86 86 [ Dinkes PRKB a0 20| et Dinkes PPKB 92 92 BOK PuskEsE
Dinkes PPKB
10 Tenaga non kesehatan terlatih atau mempurnyal 20 20 DAU/DAK/BOK |\ ooke 20 20 DAU/DAK/BOK | ppxa 20 20 DAL / DAK /
kualifikasi tertentu |Puskesmas Puskesmas BOK Puskesmas
Dinkes PPKB




3.2.3 Rencana Aksi Daerah penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023-2027

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM

Tahun Dasar (2023)

Pencapalan SPM 2023

Mutu
Layanan

2

11

1

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
Kabupalen/Kota

Jumiah rumah tangga yang mendapatkan akses
terhadap air minum melalui SPAM Jaringan

Perpipaan lerhadap Kuantitas (kebutuhan pokok
minimal 60 literforang/hari)

Sambungan Rumah/SR

2023

49.583

49.583

475

475

15.420.876.495

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

Jumiah rumah tangga yang mendapatkan akses
terhadap air minum melalui SPAM Jaringan
Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak
berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak
berbau)

Sambungan Rumah/SR

2023

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses
terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan
Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok
minimal 60 liter/orang/hari)

Rumah Tangga

2023

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses
terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan
Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak
berwarna, lidak berasa, tidak berbusa, tidak
berbau)

Rumah Tangga

2023

49.583

49,583

727

727

178.858.000

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

2)

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air
Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Setempat/'SPALD-S terhadap Kuantitas akses
pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses
pengolahan air limbah domestik)

Rumah Tangga

2023

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan
air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat
wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk
<25 jiwa / hektar)

Rumah Tangga

2023

37.182

37.182

7.189.022.000

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan
air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat
yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-
S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki
kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh
wilayah perkotaan)

Rumah Tangga

2023

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Terpusal/SPALD-T terhadap Kuantitas akses
pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses
pengolahan air limbah domestlik)

Rumah Tangga

2023

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Terpusal/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan
air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat
wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk
>25 jiwa / heklar dan seluruh wilayah perkotaan)

Rumah Tangga

2023

APBD (DAK/DAU)

DPUPR




Pencapaian SPM 2024

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM

Layanan

Layanan

Anggaran

Inisiasi

2

12

13

16

19

1

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota

Jumiah rumah tangga yang mendapatkan akses
terhadap air minum melalui SPAM Jaringan
Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok
minimal 60 liter/orang/hari)

49,583

49.583

750

750

17.734.007.969

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses
terhadap air minum melalui SPAM Jaringan
Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak
berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak
berbau)

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

Jumlah rumah langga yang mendapatkan akses
terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan
Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok
minimal 60 liter/orang/hari)

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses
terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan
Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak
berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak

berbau)

49.583

49,583

50

50

205.686.700

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

2)

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air
Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses
pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses
pengolahan air limbah domestik)

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Setempal/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan
air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat
wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk
<25 jiwa / hektar)

37.182

37.182

250

250

8.278.875.300

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan
air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat
yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-
S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki
kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh
wilayah perkotaan)

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Terpusal/SPALD-T terhadap Kuantitas akses
pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses
pengolahan air limbah domestik)

10

APBD (DAKI/DAU)

DPUPR

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan
air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat
wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk
>25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)

APBD (DAK/DAU)

DPUPR




Pencapaian SPM 2025

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM

Penerima
Layanan

Realisasi

Layanan

2

20

21

22

23

24

25

26

27

1

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota

Jumiah rumah tangga yang mendapatkan akses
terhadap air minum melalui SPAM Jaringan
Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok
minimal 60 liter/orang/hari)

49.583

49.583

750

750

20.394.109.165

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses
terhadap air minum melalui SPAM Jaringan
Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak
berwamna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak

berbau)

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses
terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan
Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok
minimal 60 liter/orang/hari)

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

Jumiah rumah tangga yang mendapatkan akses
terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan
Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak
berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak
berbau)

49.583

49.583

50

50

236.539.705

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

2)

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air
Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses
pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses
pengolahan air limbah domestik)

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Setempal/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan
air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat
wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk
<25 jiwa / hektar)

37.182

37.182

250

250

9.520.706.595

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Selempat / SPALD-S lerhadap Kualitas pelayanan
air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat
yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-
S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki
kepadatan penduduk >25 jiwa / heklar dan seluruh
wilayah perkotaan)

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses
pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses
pengolahan air limbah domestik)

10

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan
air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat
wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk
>25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)

APBD (DAK/DAU)

DPUPR




Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM

Pencapalan SPM 2026

Mutu
Layanan

Anggaran

Inisiasi

i Pelaksana

2

29

30

31

32

33

34

35

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses
terhadap air minum melalui SPAM Jaringan
Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok
minimal 60 liter/orang/hari)

475

475

23.453.225.539

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

Jumlah rumah tangga yang mendapaltkan akses
terhadap air minum melalui SPAM Jaringan
Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak
berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak
berbau)

400

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses
terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan
Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok
minimal 60 liter/orang/hari)

200

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses
terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan
Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak
berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak
berbau)

727

727

272.020.661

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

2)

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air
Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses
pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses
pengolahan air limbah domestik)

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Selempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan
air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat
wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk
<25 jiwa / hektar)

250

10.948.812.584

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan
air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat
yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-
S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki
kepadatan penduduk >25 jiwa / heklar dan seluruh
wilayah perkotaan)

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Terpusal/SPALD-T ferhadap Kuantitas akses
pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses
pengolahan air limbah domestik)

10

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Terpusal/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan
air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat
wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk
>25 jiwa | hekiar dan seluruh wilayah perkotaan)

APBD (DAK/DAU)

DPUPR




Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM

Pencapalan SPM 2027

Inisiasi

2

i

37

38

38

40

41

42

43

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses
terhadap air minum melalui SPAM Jaringan
Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok
minimal 60 liter/orang/hari)

475

26.971.209.370

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

Jumiah rumah tangga yang mendapatkan akses
terhadap air minum melalui SPAM Jaringan
Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, lidak
berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak
berbau)

400

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses
terhadap air minum melalul SPAM Bukan Jaringan
Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok
minimal 60 liter/orang/hari)

200

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses
terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan
Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak
berwarna, tidak berasa, lidak berbusa, lidak
berbau)

727

312.823.760

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

2)

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air
Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses
pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses
pengolahan air limbah domestik)

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan
air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat

|wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk

<25 jiwa / hektar)

250

12.591.134.472

APBD (DAK/DAL)

DPUPR

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan
air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat
yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-
S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki
kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh
wilayah perkotaan)

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Terpusat/SPALD-T lerhadap Kuantitas akses
pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses
pengolahan air limbah domestik)

10

10

APBD (DAK/DAU)

DPUPR

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan
air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat
wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk
>25 jiwa | hektar dan seluruh wilayah perkotaan)

APBD (DAK/DAU)

DPUPR




3.2.4 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023-2027

NO Tahun Dasar Pencapaian SPM 2023 Inisiasi Sumber Instansi Pelaksana
(2022) Pendanaan
Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Penerima Realisasi Mutu Realisasi Anggaran
Layanan Layanan
Dasar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 11
1) |Pendanaan Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Korban 2022
Bencana atau terkena Relokasi Program
Kabupaten/Kota
1 |ldentifikasi Perumahan dilokasi rawan Bencana atau terkena Dokumen 2022 1 1 1 1| Rp 6.490.600 |DPRPPLH APBD APBD
Relokasi Progam Kabupaten/Kota
2 |ldentifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi Relokasi Dokumen 2022 1 1 1 1| Rp 33.571.025 |DPRPPLH APBD APBD
Perumahan
2) |Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Dokumen 2022 DPRPPLH APBD APBD
Relokasi Program Kabupaten/Kota
1 |Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Dokumen 2022 1 1 1 1| Rp 73.299.150 |DPRPPLH APBD APBD
2 |Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana Dokumen 2022 - - - -1 Rp - |DPRPPLH APBD APBD
3 |Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) Dokumen 2022 - - - -|Rp - |DPRPPLH APBD APBD
Bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota
4 |Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi Dokumen 2022 Rp - |DPRPPLH APBD APBD
korban bencana




NO Pencapaian SPM 2024 Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana
Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Penerima Realisasi Mutu Realisasi Anggaran
Layanan Layanan
Dasar
1 2 12 13 14 15 16 17 18 19
1) |Pendanaan Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Korban
Bencana atau terkena Relokasi Program
Kabupaten/Kota
1 [|ldentifikasi Perumahan dilokasi rawan Bencana atau terkena 4 25.000.000 |DPRPPLH APBD APBD
Relokasi Progam Kabupaten/Kota
2 [ldentifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi Relokasi 1 25.000.000 |DPRPPLH APBD APBD
Perumahan
2) |Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau 1 DPRPPLH APBD APBD
Relokasi Program Kabupaten/Kota
1 |Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana 4 47.653.000 |DPRPPLH APBD APBD
2 |Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana 1 142.000.000 |DPRPPLH APBD APBD
3 |Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) 1 50.000.000 |DPRPPLH APBD APBD
Bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota
4 |Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi 1 100.000.000 |DPRPPLH APBD APBD
korban bencana




NO Pencapaian SPM 2025 Inisiasi Sumber |Instansi Pelaksana
Pendanaan
Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Penerima Realisasi Mutu Realisasi Anggaran
Layanan Layanan
Dasar
1 2 20 21 22 23 24 25 26 27
1) |Pendanaan Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Korban
Bencana atau terkena Relokasi Program
Kabupaten/Kota
1 [|ldentifikasi Perumahan dilokasi rawan Bencana atau terkena 4 25,000.000 |DPRPPLH APBD APBD
Relokasi Progam Kabupaten/Kota
2 |ldentifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi Relokasi 1 25.000.000 |DPRPPLH APBD APBD
Perumahan
2) |Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau DPRPPLH APBD APBD
Relokasi Program Kabupaten/Kota
1 |Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana 2 50.000.000 |DPRPPLH APBD APBD
2 |Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana 4 150.000.000 |DPRPPLH APBD APBD
3 |Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) 1 60.000.000 [DPRPPLH APBD APBD
Bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota
4 |Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi 1 100.000.000 |DPRPPLH APBD APBD
korban bencana




NO Pencapaian SPM 2026 Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi
Pelaksana
Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Penerima Realisasi Mutu Realisasi Anggaran
Layanan Layanan
Dasar
1 2 28 29 30 31 32 33 34 35
1) |Pendanaan Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Korban
Bencana atau terkena Relokasi Program
Kabupaten/Kota
1 |ldentifikasi Perumahan dilokasi rawan Bencana atau terkena 25.000.000 [DPRPPLH APBD APBD
Relokasi Progam Kabupaten/Kota
2 [ldentifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi Relokasi 30.000.000 |DPRPPLH APBD APBD
Perumahan
2) |Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau DPRPPLH APBD APBD
Relokasi Program Kabupaten/Kota
1 |Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana 60.000.000 [DPRPPLH APBD APBD
2 |Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana 160.000.000 |DPRPPLH APBD APBD
3 |Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) 60.000.000 |DPRPPLH APBD APBD
Bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota
4 |Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi 100.000.000 |DPRPPLH APBD APBD

korban bencana




NO Pencapaian SPM 2027 Inisiasi Sumber Instansi Pelaksana
Pendanaan
Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Penerima Realisasi Mutu Realisasi Anggaran
Layanan Layanan
Dasar
1 2 36 37 38 39 40 41 42 43
1) |Pendanaan Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Korban
Bencana atau terkena Relokasi Program
Kabupaten/Kota
1 |ldentifikasi Perumahan dilokasi rawan Bencana atau terkena 4 25.000.000 |DPRPPLH APBD APBD
Relokasi Progam Kabupaten/Kota
2 |ldentifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi Relokasi 1 30.000.000 {[DPRPPLH APBD APBD
Perumahan
2) |Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau DPRPPLH APBD APBD
Relokasi Program Kabupaten/Kota
1 |Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana 1 60.000.000 |DPRPPLH APBD APBD
2 |Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana 5 170.000.000 |DPRPPLH APBD APBD
3 |Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) 2 70.000.000 |IDPRPPLH APBD APBD
Bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota
4 |Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi 2 100.000.000 |DPRPPLH APBD APBD

korban bencana




3.2.5 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023-2027

NO

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM

Satuan

Tahun Dasar
(2022)

Pencapaian SPM 2023

Realisasi

Mutu
Layanan

Realisasi

Anggaran

Inisiasi

Sumber Pendanaan

Instansi Pelaksana

2

3

18

11

Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang
dan jasa ' a. gedung kantor, b. kendaraan cperasional, ¢
perlengkapan operasional)

Unit

2022

60

Rp

SAT POL PP

APBD

APBD

Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan
Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan
kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang
penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan
operasional patroli)

Dokumen

2022

Rp

SAT POL PP

APBD

APBD

Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota
Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)

Orang

2022

663

30

30

30

Rp

37.310.750

SAT POL PP

APBD

APBD

Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum
akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada
{pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)

Dokumen

2022

Rp

SAT POL PP

APBD

APBD

Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil
(kerusakan akibal penegakan pelanggaran Perda dan Perkada,

[ingan, rusax sedang. rusak be

Orang

2022

Rp

SAT POL PP

APBD

APBD

8 2 3ak bera
Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan
(pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat
penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan
membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena

Orang

2022

Rp

- |SAT POL PP

APBD

APBD

2)

cidera fisik sedana dan/atau becat)
Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)

Rp

3.800.000

Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui
penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB
dalam bentuk dokumen yang sah/legal)

Dokumen

2022

Rp

BPBD

APBD

APBD

Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan
rawan bencana

Orang

2022

267 569

42313

42313

42313

Rp

BPBD

APBD

APBD

Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan
bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)

Orang

2022

267.569

117.584

117.584

117.584

Rp

BPBD

APBD

APBD

Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi
publik KIE per jenis bencana

Unit

2022

65

64

Rp

20.157.800

BPBD

APBD

APBD

Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi

publik KIE per jenis bencana

Unit

2022

58

48

48

48

Rp

BPBD

APBD

APBD

3)

Pelayanan Pencegahan dan Kesiap
(KEBENCANAAN))

1 Terhadap Bencana

Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti  tenda
komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air
sanitasi, ... dll)

Orang

2022

65

10

Rp

BPBD

APBD

APBD

Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)
(terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan
Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)

Posko

2022

Rp

BPBD

APBD

APBD




NO

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM

Satuan

Tahun Dasar
(2022)

Pencapaian SPM 2023

Penerima
Layanan
Dasar

Realisasi

Mutu
Layanan

Inisiasi

Sumber Pendanaan

Instansi Pelaksana

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
(KEBENCANAAN))

Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti ; tenda
komando, mabil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air
sanitasi, ... dll)

Orang

2022

5.000

7.789

7.7889

7.789

Rp

BPBD

APBD

APBD

Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)
(tertatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan

arga Negara da d cana

Dokumen

2022

Rp

31.355.800

BPBD

APBD

APBD

ggara va perada ol Kawgesan rawan bencs
Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana

Layanan

2022

Rp

23.855.000

BPBD

APBD

APBD

Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana

Layanan

2022

BPBD

APBD

APBD

Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana

Layanan

2022

7.199.022.000

BPBD

APBD

APBD

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
(DAMKAR)

Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya
informasiflaporan sampai tiba di lokasl dan siap memberikan
layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman,
Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan
Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)

Dokumen

2022

BPBD

APBD

APBD

Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan
evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)

Unit

2022

4

18

18

18

BPBD

APBD

APBD

Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil
damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil
Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dil.),
penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, .
dil)

Orang

2022

26

BPBD

APBD

APBD

Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan
penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM
damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam )

Layanan

2022

BPBD

APBD

APBD

Pelayanan pemadaman, penyalamatan dan evakuasi bagi warga
negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)

Layanan

2022

BPBD

APBD

APBD

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang
terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik,
hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat
kebakaran)

Rumah
Tangga

2022

BPBD

APBD

APBD




Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM

Pencapaian SPM 2024

Layanan
Dasar

Realisasi

Mutu
Layanan

Realisasi

Anggaran

Sumber Pendanaan

Instansi Pelaksana

12

13

14

15

16

17

18

19

(TRANTIBU

Sndar sarana prasarana Satpol PI;(JumIah dan kualitas barang
dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c.
perlengkapan operasional)

60

40

40

40|

45.000.000

SAT POL PP

APBD

SATPOL PP

Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan
Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan
kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-crang
penting, pelaksanaan tempal-tempat penting, pelaksanaan
operasional patroli)

76.500.000

SAT POL PP

APBD

SATPOL PP

Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota
Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)

663

35

35

35

47.310.750

SAT POL PP

APBD

SATPOL PP

Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum
akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada
(pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)

22.442.600

SAT POL PP

APBD

SATPOL PP

Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil
(kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada,
ingan n k

150.000.000

SAT POL PP

APBD

SATPOL PP

)
Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan
(pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat
penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan
membawa ke rumsh sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena
ci

50.000.000

SAT POL PP

APBD

SATPOL PP

2)

Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)

35.000.000

Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui
penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB
dalam bentuk dokumen yang sah/legal)

73.625.000

BPBD

APBD

APBD

Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan
rawan bencana

284.135

46.544

46.544

15.000.000

BPBD

APBD

APBD

Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan
bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)

284135

129.342

129.342

128.342

15.000.000

BPBD

APBD

APBD

Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi
publik KIE per jenis bencana

65

65

65

65

150.000 000

BPBD

APBD

APBD

Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan Informasi

publik KIE per jenis bencana

58

53

53,

53]

26.270.000

BPBD

APBD

APBD

3)

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
(KEBENCANAAN))

Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti  tenda
komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air
sanitasi, ... dll)

85

38.372.600

BPBD

APBD

APBD

Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)
(terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan
Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)

32.867.000

BPBD

APBD

APBD




NO

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM

Pencapaian SPM 2024

Penerima

Dasar

Mutu
Layanan

Realisasi

Anggaran

Inisiasi

Sumber Pendanaan

Instansi Pelaksana

Pelayanan Per han dan Kesiapsi 1 Terhadap Bencana

(KEBENCANAAN))

Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti . tenda
komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air
sanitasi, ... dll)

5.000

5.000

5.000

5.000

50.000.000

BPBD

APBD

APBD

Peningkatan kapasitas personil/'Sumber Daya Manusia (SDM)
(1arlat|hnya aperatur yang manangani sut»umsan bencana dan

72.867.000

BPBD

APBD

APBD

Pendstaan lerhadap warga yang larkenalmenjadr korban bencana

12

75.000.000

BPBD

APBD

APBD

Pendataan lerhadap warga yang lerkena/menjadi korban bencana

50

BPBD

APBD

APBD

Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana

20

1"

8.278.875.300

BPBD

APBD

APBD

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

(DAMKAR)

Tingkal waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya
informasiflaporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan
layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman,
Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan
Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)

BPBD

APBD

APBD

Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan

evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)

50

21

21

21

BPBD

APBD

APBD

Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil
damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil
Penyelamatan, mobil tangki air, mebil komando, ... dIl.),
penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, .

10

BPBD

APBD

APBD

+ v n

dily
Kap P pemadam ) dan

yelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SOM
damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)

20

BPBD

APBD

APBD

Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga
negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)

20

BPBD

APBD

APBD

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang
terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik,
hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat

kebakaran)

BPBD

APBD

APBD




NO

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM

Pencapaian SPM 2025

Layanan
Dasar

Mutu
Layanan

Realisasi

Inisiasi

Sumber Pendanaan

Instansi Pelaksana

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
(KEBENCANAAN))

Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti . tenda
komando, mabil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air
sanitasi, ... dil)

5000

5.000

5000

5000

§5.000.000

BPBD

APBD

APBD

Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)
(terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan
/Narga Negara va i &

80.153.700

BPBD

APBD

APBD

Negara va wasan rawan na
Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana

13

13

82.500 000

BPBD

APBD

APBD

Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana

BPBD

APBD

APBD

Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana

12

12

9.520.706.595

BPBD

APBD

APBD

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
(DAMKAR)

Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya
informasiflaporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan
layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman,
Penyelamatan dan Evekuasi oleh Dinas Damkar dan
Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)

BPBD

APBD

APBD

Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan
evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)

44

23

23

23

BPBD

APBD

APBD

Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil
damkar sebagai contoh © mobil damkar, kapal damkar, mobil
Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komandeo, ... dll.),
penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ...
dil)

26

1

10

10

BPBD

APBD

APBD

Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan
penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM
damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)

BPBD

APBD

APBD

Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga
negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)

BPBD

APBD

APBD

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang
terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik,
hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat
kebakaran)

BPBD

APBD

APBD




Pencapaian SPM 2025

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM

Layanan
Dasar

Realisasi

Mutu
Layanan

Inisiasi

Sumber Pendanaan

Instansi Pelaksana

20

21

22

23

24

25

26

27

e

Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang
dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c.
perlengkapan operasional)

60

0

40/

49.500.000

SAT POL PP

APBD

SATPOL PP

Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan
Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan
kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang
penting, pelaksanaan tempat-tempal penting, pelaksanaan
operasional patroli)

84.150.000

SAT POL PP

APBD

SATPOL PP

Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota
Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)

663

35

35

35

52.041.825

SAT POL PP

APBD

SATPOL PP

Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum
akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada
(pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)

24 686 860

SAT POL PP

APBD

SATPOL PP

Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil
(kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada,

165.000.000

SAT POL PP

APBD

SATPOL PP

2)

rusak ringan, rusak sedang. rusak berat)

Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan
(pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat
penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan
membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena

§5.000.000

SAT POL PP

APBD

SATPOL PP

)
Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)

35 000 000

Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui
penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB
dalam bentuk dokumen yang sah/legal)

80.987.500

BPED

APBD

APBD

Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan
rawan bencana

300.701

51.198

51.198

16.500.000

BPBD

APBD

APBD

Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) |}
rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan
bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)

—_——— 300.701

133.276.

133.276

16.500.000

BPBD

APBD

APBD

Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi
publik KIE per jenis bencana

85

65

65

65

165.000.000

BPBD

APBD

APBD

Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi
publik KIE per jenis bencana

58

53

53

28.887.000

BPBD

APBD

APBD

3)

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
(KEBENCANAAN))

Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti - tenda
komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air
sanitasi, .. dil)

85|

12

12

12

42.209.860

BPBD

APBD

APBD

Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)
(terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan
Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)

12

36.153.700

BPBD

APBD

APBD




NO

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM

Pencapaian SPM 2026

Penerima
Layanan

Realisasi

Mutu
Layanan

Realisasi

Anggaran

Inisiasi

Sumber Pendanaan

Instansi Pelaksana

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
(KEBENCANAAN))

Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti | tenda

|komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air

sanitasi, ... dil)

5000

9.494

9.494

9.494

60.500.000

BPBD

APBD

APBD

Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)
(terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan
[Varga Negara vang berada di kawasan rawan bencana)

88.168.070

BPBD

APBD

APBD

a a 3da di kawasan rawan bencana
Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi kerban bencana

14

14

80.750.000

BPBD

APBD

APBD

Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi kerban bencana

BPBD

APBD

APBD

Pelaksanaan pencanan, pertolongan evakuasi korban bencana

13

13

10.948.812.584

BPBD

APBD

APBD

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

(DAMKAR)

Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya
informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan
layanan penyelamatan dan evakuasi {Layanan Pemadaman,
Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan
Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)

BPBD

APBD

APBD

Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan
evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)

25

25

25

BPBD

APBD

APBD

Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mebil
damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil
Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.),
penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, .
dil)

12

12

BPBD

APBD

APBD

Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan
penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumiah aparatur SDM
damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)

18

BPBD

APBD

APBD

Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga
negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)

18

BPBD

APBD

APBD

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang
terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik,
hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat
kebakaran)

BPBD

APBD

APBD




Pencapaian SPM 2026
NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Penerima s Inisiasl Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana
Layanan Realisasi . Realisasi Anggaran
Dasar
1 2 28 29 30 31 32 33 34 35
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Standar sarana prasarana Satpol PP (umiah dan kualias barang 80 a0 40 40 49,500,000 |SAT POL PP APBD SATPOL PP
1 dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, €.
periengkapan operasional)
Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan 6 4 4 4 84.150.000 |SAT POL PP APBD SATPOL PP
Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan
2 kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang
|penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan
operasional patroli)
Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota 663 35 35 35 52.041.825 |SAT POL PP APBD SATPOL PP
3 Perlindungan masyarakat (jumiah dan kualitas personil/SDM)
Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum 1 1 1 1 27.155 548 |SAT POL PP APBD SATPOL PP
4 akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada
(petayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)
Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian maten| B 8 8 8 181.500.000 |SAT POL PP APBD SATPOL PP
5 |(kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada,
rusak ringan, rusak ni k )
Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan 4 4 4 4 55.000.000 |SAT POL PP APBD SATPOL PP
(pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat
6 |penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan
membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila lerkena
2) |Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan) 42 000 000
Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui 1 1 1 1 89 086 250 |BPBD APBD APBD
4 |penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB
dalam bentuk dokumen yang sah/legal)
Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan 317.267 56.318 56.318 56.318 18 150 000 |BPBD APBD APBD
2 |rawan bencana
|———{Melakukan-sosiafisasi; K Heasi;-inf i-dan-Edukasi(KIE) 317 267 146 - 146.604 146.604 18.150.000_|BPBD. APBD APBD
3 |rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan
bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)
Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi 65 65 65 65 181.500.000 |BPBD APBD APBD
4 |publik KIE per jenis bencana
5 Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi 58 73] 68 68 31,786,700 |BPBD APBD APBD
|publik KIE per jenis bencana
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3) |(KEBENCANAAN))
Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti | tenda 65 13, 12 12 46 430 846 |BPBD APBD APBD
1 komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air
sanitasi, ... dll)
Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) 12 8 8 8 39.769.070 |BPBD APBD APBD
2 |(terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan
Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)




Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM

Pencapaian SPM 2027

Layanan
Dasar

Realisasi

Mutu

Layanan

Anggaran

Inisiasi

Sumber Pendanaan

Instansi Pelaksana

36

37

38

39

40

41

42

43

Standar sarana prasarana Satpol PP (jumiah dan kualitas barang
dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c.
perlengkapan operasional)

50

40

40

54.450.000

SAT POL PP

APBD

SATPOL PP

Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan
Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan
kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang
penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan
operasional patroli)

100.980.000

SAT POL PP

APBD

SATPOL PP

Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota
Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)

863

35

35

35

62.450.181

SAT POL PP

APBD

SATPOL PP

Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum
akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada,
(pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)

29871101

SAT POL PP

APBD

SATPOL PP

\Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil
(kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada,
k ringan k. n

199.650.000

SAT POL PP

APBD

SATPOL PP

Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan
(pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat

|penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan
Imembawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena

78.650.000

SAT POL PP

APBD

SATPOL PP

2)

cidera fisik sedana dan/atau berat)
Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)

42 350.000

Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui
penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB
dalam bentuk dokumen yang sah/legal)

97 994 875

BPBD

APBD

APBD

Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan
rawan bencana

333.833

61.950

61.950

61.950

19.965.000

BPBD

APBD

APBD

APBD.

MelaKUuKan sasialisasi, Komunikasi, Informasi dan EdUKasT (KIE)
rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan
bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)

333.833

101.764

1b6l.164

4

bl.164

BPED

Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi
publik KIE per jenis bencana

85

65

65

65

199.650.000

BPBD

APBD

APBD

Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi

81

81

81

34.965.370

BPED

APBD

APBD

publik KIE per jenis bencana

3)

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
(KEBENCANAAN))

Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda
komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air
sanitasi, .. dll)

65

14

14

51.073.931

BPBD

APBD

APBD

Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)
(terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan
Warga Negara yang berada di kswasan rawan bencana)

43 745 977

BPBD

AFPBD

APBD




NO

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM

Pencapaian SPM 2027

Layanan
Dasar

Realisasi

Mutu
Layanan

Realisasl

Anggaran

Inisiasi

Sumber Pendanaan

Instansi Pelaksana

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
(KEBENCANAAN))

Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda
komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air
sanitasi, ... dll)

5.000

5.000

5000

5000

66.550.000

BPBD

APBD

APBD

Peningkatan kapasitas personil/lSumber Daya Manusia (SDM)
(terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan
Narga Negara vang berada 2 awan bencana)

96.985.977

BPBD

APBD

APBD

£aara var 22a0a Ol Kawasan rawan De 2
Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana

15

15

99.825.000

BPBD

APBD

APBD

Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana

[8PBD

APBD

APBD

Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana

14

14

12.591.134.472

BPBD

APBD

APBD

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
(DAMKAR)

Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya
informasiflaporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan
layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman,
Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan
Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)

BPBD

APBD

APBD

Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan
evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)

28

25

25

BPBD

APBD

APBD

Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil

damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil

Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dIl.),

penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan. jaket, ...
)

26

12

12

BPBD

APBD

APBD

Kapasitas aparatur pernadam kebakaran dan
penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM
damkar yang {elah mengikuti pelatihan, minimal pemadam !)

BPBD

APBD

APBD

Pelayanan pamadaman, penyslamatan dan evakuasi bagi warga
negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)

BPBD

APBD

APBD

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bag warga negara yang
terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik,
hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat
kebakaran)

BPBD

APBD

APBD




3.2.6. Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023-2027

Pencapaian SPM 2023
NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar (2022) Penerima T Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana
Layanan Realisasi La u Realisasi Anggaran
Dasar s
1 2 3 5 8 9 18 11
1) |Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti
1 |Layanan data dan pengaduan Orang 2022 367 367 367 367 - DSP3A APBD DSP3A
2 |Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat Orang 2022 0 0 0 0 = DSP3A APBD DSP3A
3 |Penyediaan permakanan Orang 2022 0 0 0 0 - DSP3A APBD DSP3A
4 |Penyediaan sandang Orang 2022 55 55 55 55 . DSP3A APBD DSP3A
5 |Penyediaan alat bantu Orang 2022 4 3 3 3 16.740.000 DSP3A APBD DSP3A
B |Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) Orang 2022 0 0 0 0 = DSP3A APBD DSP3A
7 |Pemberian bimbingan fisik. mental, spiritual dan sosial Orang 2022 2 1 1 1 22.491.000 DSP3A APBD DSP3A
8 |Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terantar Orang 2022 0 0 0 0 = DSP3A APBD DSP3A
9 |Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu ldentitas Anak / Bukti dokumen Orang 2022 0 0 0 0 - DSP3A APBD DSP3A
kependudukan
10 [Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan
o, kesahatin Orang 2022 0 0 0 0 - DSP3A APBD DSP3A
11 |Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang 2022 0 0 0 0 - DSP3A APBD DSP3A
12 |Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 2022 50 0 0 0 8.566.000 DSP3A APBD DSP3A
13 | Layanan rujukan Orang 2022 0 0 0 0 - DSP3A APBD DSP3A
2) |Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti
1 |Layanan data dan pengaduan Crang 2022 5 2 2 2 0 DSP3A APBD DSP3A
2 |Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat Orang 2022 1 1 1 1 - DSP3A APBD DSP3A
3 [Penyediaan permakanan Orang 2022 5 1 1 1 - DSP3A APBD DSP3A
4 |Penyediaan sandang Orang 2022 T 1 1 1 9.534.000 DSP3A APBD DSP3A
5 | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Orang 2022 0 0 0 0 - DSP3A APBD DSP3A
6 |Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) Orang 2022 1 0 0 0 i DSP3A APBD DSP3A
7 |[Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar Orang 2022 5 1 1 1 N DSP3A APBD DSP3A
8 [Fasilitasi pembuatan Nemor Induk Kependudukan. Kartu Tanda Penduduk, Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen Orang 2022 1 1 1 1 - DSP3A APBD DSP3A
kependudukan
O |Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan
dan kesehatan Orang 2022 4 1 1 1 - DSP3A APBD DSP3A
10 |Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang 2022 4 2 2 2 - DSP3A APBD DSP3A
11 |Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 2022 1 1 1 1 o DSP3A APBD DSP3A
12 | Layanan ruukan Orang 2022 1 1 1 1 DSP3A APBD DSP3A
3) [Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terantar di Luar Panti
1 |Layanan data dan pengaduan Orang 2022 444 444 444 444 - DSP3A APBD DSP3A
2 |Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat Orang 2022 1 1 1 1 a DSP3A APBD DSP3A
3 |Penyediaan permakanan Orang 2022 50 42 42 42 19.354.000 NSP3A APBD DSP3A
4 |Penyediaan sandang Orang 2022 5 1 1 i - DSP3A APBD DSP3A
5 |Penyediaan alat bantu Orang 2022 X 1 1 1 - DSP3A APBD DSP3A
6 |Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) Orang 2022 0 0 0 0 - DSP3A APBD DSP3A
7 |Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Orang 2022 0 0 0 0 - DSP3A APBD DSP3A
B8 |Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut
Caig doraribar Orang 2022 0 0 0 0 % DSP3A APBD DSP3A
9 |Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta
Kelahiran, Surat Nikah / Bukii dokumen kependudukan Orang 2022 5 1 1l ¥ - DSP3A APBD DSP3A
10 [Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan Orang 2022 1 1 1 1 = DSP3A APBD DSP3A
11 | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang 2022 5 1 il 1 - DSP3A APBD DSP3A




Pencapaian SPM 2023

NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar (2022) Penerima ok Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana
Layanan Realisasi Realisasi Anggaran
Layanan
Dasar
12 |Pemberian pelay reunifikasi keluarg Orang 2022 1 1 1 1 o DSP3A APBD DSP3A
13 [Layanan rujukan Orang 2022 1 1 1 - DSP3A APBD DSP3A
4) |Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di
Luar Panti
1 |Layanan data dan pengaduan Orang 2022 1 1 1 1 - DSP3A APBD DSP3A
2 | Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat Orang 2022 1 1 1 1 - DSP3A APBD DSP3A
3 | Penyediaan permakanan Orang 2022 1 1 1 1 - DSP3A APBD DSP3A
4 |Penyediaan sandang Orang 2022 5 0 0 0 - DSP3A APBD DSP3A
5 |Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)
Orang 2022 0 0 0 0 - DSP3A APBD DSP3A
6 |Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Orang 2022 0 0 0 0 - DSP3A APBD DSP3A
7 |Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis Orang 2022 1 0 0 0 - DSP3A APBD DSP3A
8 [Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen Orang 2022 1 0 0 0 - DSP3A APBD DSP3A
kependudukan
g [Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan Oran 2022 0 0 0 0 J DSP3A APBD DSP3A
dan kesehatan v
10 |Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
Orang 2022 1: 0 0 0 4 DSP3A APBD DSP3A
11 | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 2022 1 0 0 0 - DSP3A APBD DSP3A
12 |Layanan rujukan Orang 2022 1 1 1 1 6.974.000 DSP3A APBD DSP3A
5) |Periindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi
Korban Bencana Kabupaten/Kota
1 |Penyediaan permakanan Orang 2022 4804 4804 4804 4804 41.889.000 DSP3A APBD DSP3A
2 |Penyediaan sandang Orang 2022 110 110 110 110 13.800.000 DSP3A APBD DSP3A
3 Penyediaan tempat penampungan pengungsi
Unit 2022 2 2 2 2 11.180.000 DSP3A APBD DSP3A
4 |Penanganan khusus bagi kelompok rentan Grang 2022 32 32 32 32 136.923.000 DSP3A APBD DSP3A
5 |Pelayanan dukungan Psikososial Orang 2022 812 812 812 812 - DSP3A APBD DSP3A




Pencapaian SPM 2024

Sumber
NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Penerima Muta Inisiasi Pediiin Instansi Pelaksana
Layanan Realisasi PR Realisasi Anggaran
Dasar
1 2 12 13 14 15 16 17 18 19
1) |Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti
1 |Layanan data dan pengaduan 367 367 367 367 1.331.400 DSP3A APBD DSP3A
2 |Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat 50 50 50 50 19.762.000 DSP3A APBD DSP3A
3 |Penyediaan permakanan 0 0 0 0 - DSP3A APBD DSP3A
4 |Penyediaan sandang 0 0 0 0 = DSP3A APBD DSP3A
§ |Penyediaan alat bantu 5 5 5 5 64.931.400 DSP3A APBD DSP3A
& [Fenyediaan perbekalan kesenatan (Peryediaan PIK) 0 0 0 0 - DSP3A APBD DSP3A
7 |Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial &) 2 2 2 153.406.000 DSP3A APBD DSP3A
8 |Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar 0 0 0 0 2 DSP3A APBD DSP3A
9 |Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen 0 0 0 0 - DSP3A APBD DSP3A
kependudukan
10 |Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasiitasi layanan pendidikan
e osahatia 55 55 55 55 316.200.000 DSP3A APBD DSP3A
11 |Pemberian pelayanan penelusuran keluarga 0 0 0 0 - DSP3A APBD DSP3A
12 |Pembenan pelayanan reunifikasi keluarga 2 2 2 2 16.954.800 DSP3A APBD DSP3A
13 | Layanan rujukan 0 0 0 0 - DSP3A APBD DSP3A
2) |Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti
1 |Layanan data dan pengaduan 0 0 0 0 s DSP3A APBD DSP3A
2 |Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat 0 0 0 ] DSP3A APBD DSP3A
3 |Penyediaan permakanan 0 0 0 0 - DSP3A APBD DSP3A
4 |Penyediaan sandang 50 50 50 50 13.470.000 DSP3A APBD DSP3A
5 | Pembenan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial 0 0 0 0 = DSP3A APBD DSP3A
8 [Penyed perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) 0 0 0 0 & DSP3A APBD DSP3A
7 |Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar 0 0 0 0 ] DSP3A APBD DSP3A
8 [Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk. Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen 0 0 0 0 0 DSP3A APBD DSP3A
kependudukan
9 |Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan B
e i badt 0 0 0 0 DSP3A APBD DSP3A
10 |Pemberian pelayanan penelusuran keluarga 0 0 0] 0 0 DSP3A APBD DSP3A
11 |Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 0 0 0 0 » DSP3A APBD DSP3A
12 | Layanan rujukan 0 0 0 0 0 DSP3A APBD DSP3A
3) |Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
1 |Layanan data dan pengaduan 0 0 0 0 - DSP3A APBD DSP3A
2 |Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat 0 0 0 0 % DSP3A APBD DSP3A
3 |Penyediaan permakanan 100 100 100 100 27.020.000 DSP3A APBD DSP3A
4 |Penyediaan sandang 100 100 100 100 15.000.000 DSP3A APBD DSP3A
§ |Penyediaan alat bantu 0 0 0 0 - DSP3A APBD DSP3A
B8 |Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) 0 0 0 0 - DSP3A APBD DSP3A
7 |Pemberian bimbingan fisik, mental, spintual dan sosial 0 0 0 0 DSP3A APBD DSP3A
8 [Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut
Usimitertirifar 6 6 6 6 5.200.000 DSP3A APBD DSP3A
9 [Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Karlu Tanda Penduduk, Akta
Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan 5 5 5 5 1.412.800 DSP3A APBD DSP3A
10 |Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan 0 0 0 0 - DSP3A APBD DSP3A
11 | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga 0 0 0 0 - DSP3A APBD DSP3A




NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Penerima ™ Inisiasi fend Instansi Pelaksana
Layanan Realisasi Realisasi Anggaran
Dasar
12 |Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 0 0 0 0 . DSP3A APBD DSP3A
13 |Layanan rujukan 0 0 0 0 - DSP3A APBD DSP3A
4) |Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Geiandangan dan Pengemis di
Luar Panti
1 |Layanan data dan pengaduan 0 0 0 0 - DSP3A APBD DSP3A
2 Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat 0 0 0 0 z DSP3A APBD DSP3A
3 | Penyediaan permakanan 0 0 0 0 - DSP3A APBD DSP3A
4 |Penyediaan sandang 0 0 0 0 = DSP3A APBD DSP3A
5 |Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)
0 0 0 0 - DSP3A APBD DSP3A
6 |Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial 0 0 0 0 o DSP3A APBD DSP3A
7 |Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis 0 0 0 0 ~ DSP3A APBD DSP3A
B |Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk. Akla
Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu ldentitas Anak / Bukti dokumen 0 0 0 0 DSP3A APBD DSP3A
kependudukan
Ak ke la ndidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi la; didikal
9 g.:!:",:h;::m pendidikan dan kesehatan r / lasilitasi layanan pendidikan 0 0 0 0 B DSP3A APED DSP3A
10 |Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
2 2 2 2 10.101.000 DSP3A APBD DSP3A
11 | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga o 0 0 0 _ DSP3A APBD DSP3A
12 [Layanan rujukan 5 5 5 5 28.419.500 DSP3A APBD DSP3A
5) |Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi
Korban Bencana Kabupaten/Kota
1 |Penyediaan permakanan 100 100 100 100 124.730.000 DSP3A APBD DSP3A
2 |Penyediaan sandang 100 100 100 100 49.100.000 DSP3A APBD DSP3A
3 Penyediaan tempal penampungan pengungsi
1 g 1 1 50.150.000 DSP3A APBD DSP3A
4 |Penanganan khusus bagi kelompok rentan 50 50 50 50 48.750.000 DSP3A APED DSP3A
5 |Pelayanan dukungan Palkososial 100 100 100 100 1.800.000 DSP3A APBD DSP3A




Pencapaian SPM 2025

NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Penerima ) Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana
Layanan Realisasi L Realisasi Anggaran
Dasar
1 2 20 21 22 23 24 25 26 27
1) [Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti
1 [Layanan data dan pengaduan 500 500 500 500 20.000.000 DSP3A APBD DSP3A
2 |Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat 50 50 50 50 30.000.000 DSP3A APBD DSP3A
3 |Penyeadiaan permakanan 25 25 25 25 50.000.000 DSP3A APBD DSP3A
4 [Penyediaan sandang 100 100 100 100 200.000.000 DSP3A APBD DSP3A
5 |Penyediaan alat bantu 20 20 20 20 120.000.000 DSP3A APBD DSP3A
6 |Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) 10 10 10 10 15.000.000 DSP3A APBD DSP3A
7 |Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial 5 5 5 5 200.000.000 DSP3A APBD DSP3A
8 |Pembenan bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas teriantar 5 5 5 5 15.000.000 DSP3A APBD DSP3A
9 |Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk. Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu |dentitas Anak / Bukti dokumen 2 2 2 2 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
kependudukan
10 |[Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan
iass kiabakan 60 60 60 60 400.000.000 DSP3A APBD DSP3A
11 |Pemberian pelayanan penelusuran keiuarga 1 1 1 1 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
12 |Pemberan pelayanan reunifikasi keluarga 2 2 2 2 17.500.000 DSP3A APBD DSP3A
13 | Layanan rujukan 2 2 2 2 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
2) |Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti
1 |Layanan data dan pengaduan 1 1 1 1 5.000.000 DSP3A APBD DSP3A
2 |Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat 1 1 1 1 5.000.000 DSP3A APBD DSP3A
3 [Penyediaan permakanan 1 1 1 1 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
4 |Penyediaan sandang 1 1 1 1 15.000.000 DSP3A APBD DSP3A
5 | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial 1 1 1 1 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
6 [Peny perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) 1 1 1 1 5.000.000 DSP3A APBD DSP3A
7 |Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar 1 1 1 1 5.000.000 DSP3A APBD DSP3A
8 |Fasilitasi perbuatan Nomer Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akia
Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen 1 1 1 1 5.000.000 DSP3A APBD DSP3A
kependudukan
g |Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan
A Casahatan 1 1 1 1 5.000.000 DSP3A APBD DSP3A
10_|Pemberian pelayanan penelusuran keluarga 1 1 1 1 5.000.000 DSP3A APBD DSP3A
11 |Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 1 1 1 1 5.000.000 DSP3A APBD DSP3A
12 | Layanan rujukan 1 1 1 1 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
3) |Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
1 [Layanan data dan pengaduan 1 1 1 1 15.000.000 DSP3A APBD DSP3A
2 |Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat 2 1 1 1 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
3 |Penyediaan permakanan 100 100 100 100 30.000.000 DSP3A APBD DSP3A
4 |Panyediaan sandang 100 100 100 100 25.000.000 DSP3A APBD DSP3A
5 |Penyediaan alat bantu 5 5 5 5 15.000.000 DSP3A APBD DSP3A
6 |Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) 5 5 5 2 15.000.000 DSP3A APBD DSP3A
7 |Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial 2 2 2 2 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
8 |Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut
Usia terlantar 2 2 2 2 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
9 |Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta
Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan 2 2 2 2 2.500.000 DSP3A APBD DSP3A
10 |Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan 2 2 2 2 2.500.000 DSP3A APBD DSP3A
11 | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga 1 i 1 1 5.000.000 DSP3A APBD DSP3A




NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Penerima ot Inisiasi Pend Pelak
Layanan Realisasi Realisasi Anggaran
Dasar
12 |Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 1 1 1 Y 5.000.000 DSP3A APBD DSP3A
13 [Layanan rujuksn 1 1 | 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
4) [Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di
Luar Panti
1 |Layanan data dan pengaduan 1 1 1 2 5.000.000 DSP3A APBD DSP3A
2 Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat 1 1 1] 1 15.000.000 DSP3A APBD DSP3A
3 | Penyediaan permakanan 1 1 1 2 4 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
4 |Penyediaan sandang 1 1 1 1 5.000.000 DSP3A APBD DSP3A
5 |Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)
1 1 1 i 7.500.000 DSP3A APBD DSP3A
6 |Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial i 1 1 1 15.000.000 DSP3A APBD DSP3A
7 [Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis 1 1 1 1 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
8 |Fasiltasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk. Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen X 1 1 1 2.500.000 DSP3A APBD DSP3A
kependudukan
Q |Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan
dan kesshatan 1 1 1 1 15.000.000 DSP3A APBD DSP3A
10 |Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
1 1 1 1 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
11 | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 1 1 1 1 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
12 [Layanan rujukan 1 1 1 1 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
5) |Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi
Korban Bencana Kabupaten/Kota
1 |Penyediaan permakanan 100 100 100 100 175.000.000 DSP3A APBD DSP3A
2 |Penyediaan sandang 100 100 100 100 100.000.000 DSP3A APBD DSP3A
3 | Penyediaan tempat penampungan pengungs!
1 1 1 1 150.000.000 DSP3A APBD DSP3A
4 |Penanganan khusus bagi kelompok rentan 100 100 100 100 100.000.000 DSP3A APBD DSP3A
5 |Pelayanan dukungan Peikososial 100 100 100 100 50.000.000 DSP3A APBD DSP3A




Pencapaian SPM 2026

NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Penerima Mt Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana
Layanan Realisasi s Realisasi Anggaran
Dasar
1 2 28 29 30 31 33 34 35
1) |Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti
1 |Layanan data dan pengaduan 600 600 600 600 30.000.000 DSP3A APBD DSP3A
2 |Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaks| cepat 60 60 60 60 45.000.000 DSP3A APBD DSP3A
3 _|Penyediaan perr 30 30 30 30 60.000.000 DSP3A APBD DSP3A
4 |Penyediaan sandang 120 120 120 120 240.000.000 DSP3A APBD DSP3A
5 |Penyediaan alat bantu 30 30 30 30 150.000.000 DSP3A APBD DSP3A
B |Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) 10 10 10 10 15.000.000 DSP3A APBD DSP3A
7 |Pemberian bimbingan fisik. mental, spiritual dan soslal 5 5 5 5 200.000.000 DSP3A APBD DSP3A
8 |Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar 5 5 5 5 15.000.000 DSP3A APBD DSP3A
9 |[Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen 2 2 2 2 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
kependudukan
10 |Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan
i asahatan 70 70 70 70 500.000.000 DSP3A APBD DSP3A
11 |Pemberian pelayanan penelusuran keluarga q. 1 1 1 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
12 [Pemberian pelayanan reunifikasi keiuarga 2 ] 2 2 17.500.000 DSP3A APBD DSP3A
13 | Layanan rujukan 2 2 2 2 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
2) |Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti
1 |Layanan data dan pengaduan 1 A fl 1 5.000.000 DSP3A APBD DSP3A
2 |Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat 1 1 1 1 5.000.000 DSP3A APBD DSP3A
3 [Penyediaan permakanan 1 1 1 1 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
4 [Penyediaan sandang 1 1 1 1 15.000.000 DSP3A APBD DSP3A
5 | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial 1 1 <) 1 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
6 |Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) 1 9! 1 y 5.000.000 DSP3A APBD DSP3A
7 |Pembenian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar 1 1 1 1 5.000.000 DSP3A APBD DSP3A
8 |Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen 1 1 1 1 5.000.000 DSP3A APBD DSP3A
kependudukan
9 |Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan
it hasahatan 1 1 1 1 5.000.000 DSP3A APBD DSP3A
10 |Pemberian pelayanan penelusuran keluarga 1 1 1 1 5.000.000 DSP3A APBD DSP3A
11 |Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 1 1 1 1 5.000.000 DSP3A APBD DSP3A
12_| Layanan rujukan 1 1 1 1 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
3) |Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjul Usia Terantar di Luar Panti
1 [Layanan data dan pangaduan 1 1 1 1 15.000.000 DSP3A APBD DSP3A
2 |Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat 1 1 1 1 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
3 |Penyediaan permakanan 200 200 200 200 40.000.000 DSP3A APBD DSP3A
4 |Penyediaan sandang 200 200 200 200 50.000.000 DSP3A APBD DSP3A
5 _|Penyediaan alaf bantu 5 5 5 5 15.000.000 DSP3A APBD DSP3A
B |Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) 5 5 5 5 15.000.000 DSP3A APBD DSP3A
7 [Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial 2 2 2 2 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
8 |Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut
Usia teriantar 2 2 2 2 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
9 |Fasilitasi pembuatan Nomor induk Kependudukan, Karlu Tanda Penduduk, Akia
Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan 2 2 2 2 2.500.000 BSP3A APBD DSP3A
10 |Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan 2 2 2 2 2.500.000 DSP3A APED DSP3A
11 | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga 1 1 1 1 5.000.000 DSP3A APBD DSP3A




NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Penerima R Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana
Layanan Realisasi Layanan Realisasi Anggaran
Dasar
12 |Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 1 1 1 1 5.000.000 DSP3A APBD DSP3A
13 [Layanan rujukan 1 3 1 1 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
4) |Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di
Luar Panti
1 |Layanan dala dan pengaduan 1 1 1 1 5.000.000 DSP3A APBD DSP3A
2 Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat 1 1 1 1 15.000.000 DSP3A APBD DSP3A
3 | Penyediaan permakanan 1 1 1 1 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
4 |Penyediaan sandang 1 1 1 1 5.000.000 DSP3A APBD DSP3A
§ |Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)
1 1 1 1 7.500.000 DSP3A APBD DSP3A
6 |Pemberian bimbingan fisik. mental. spiritual dan sosial 1 1 1 1 15.000.000 DSP3A APBD DSP3A
7 |Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis 1 1 1 1 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
8 |Fasilitasi pembuatan Nomor induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu identitas Anak / Bukti dokumen 1 1 1 1 2.500.000 DSP3A APBD DSP3A
kependudukan
9 |Akses ke layanan pendidikan dan 1 dasar / lay pendidikan
A kakekakan 1 1 1 1 15.000.000 DSP3A APBD DSP3A
10 |Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
| 1 1 1 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
11 | Pemberian peiayanan reunifikasi keluarga 1 1 1 1 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
12 [Layanen rujukan 1 1 1 1 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
§) |Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi
Korban Bencana Kabupaten/Kota
1 |Penyediaan permakanan 150 150 150 150 200.000.000 DSP3A APBD DSP3A
2 |Penysdisan sandang 150 150 150 150 150.000.000 DSP3A APBD DSP3A
3 | Penyediaan tempat penampungan pengungsi
i 1 1 1 150.000.000 DSP3A APBD DSP3A
4 |Penanganan khusus bagi kelompok rentan 150 150 150 150 150.000.000 DSP3A APBD DSP3A
§ |Pelayanan dukungan Psikososial 150 150 150 150 75.000.000 DSP3A APBD DSP3A




Pencapaian SPM 2027

NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Penerima Mt Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana
Layanan Realisasi \ i Realisasi Anggaran
Dasar
1 2 36 37 38 39 40 41 42 43
1) |Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti
1 |Layanan data dan pengaduan 700 700 700 700 40.000,000 DSP3A APBD DSP3A
2 |Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat 75 75 75 75 55.000.000 DSP3A APBD DSP3A
3 |Penyediaan permakanan 50 50 50 50 100.000.000 DSP3A APBD DSP3A
4 |Penyediaan sandang 150 150 150 150 300.000.000 DSP3A APBD DSP3A
5 _|Penyediaan alat bantu 40 40 40 40 200.000.000 DSP3A APBD DSP3A
6 [Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) 10 10 10 10 15.000.000 DSP3A APBD DSP3A
7 [Pemberian bimbingan fistk, mental, spiritual dan sosial 5 5 5 5 200.000.000 DSP3A APBD DSP3A
8 |Pemberian bimbingan sosial kepada keiuarga penyandang disabilitas teriantar 5 5 5 5 15.000.000 DSP3A APBD DSP3A
g |Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen 2 2 2 2 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
kependudukan . i
10 [Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan
d6h kesehatan 75 75 75 75 600.000.000 DSP3A APBD DSP3A
11 [Pemberian pelayanan penelusuran keluarga 1 1 1 1 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
12 |Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 2 2 3 2 17.500.000 DSP3A APBD DSP3A
13 | Layanan rujukan 2 2 2 2 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
2) |Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti
1 |Layanan data dan pengaduan 1 1 1 1 5.000.000 DSP3A APBD DSP3A
2 |Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat 1 1 1 1 5.000.000 DSP3A APBD DSP3A
3 |Penyediaan permakanan 1 1 1 1 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
4 |Penyediaan sandang 1 1 1 1 15.000.000 DSP3A APBD DSP3A
& | Pemberian bimbingan fisik. mental, spiritual dan sosial 1 1 1 1 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
B |Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) 1 1 1 1 5.000.000 DSP3A APBD DSP3A
7 |Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak teriantar 1 1 1 1 5.000.000 DSP3A APBD DSP3A
8 |Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kariu Tanda Penduduk, Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen 1 1 1 1 5.000.000 DSP3A APBD DSP3A
kependudukan
Ak kel didikan dan keseh d / fasilitasi I endidik:
9 da:ﬁkses:h:::r?an pendidikan dan kese atan dasar / fasilitasi layanan pendidikan 1 1 1 1 5.000000 DSPSA APBD DSP3A
10 |Pemberian pelayanan penelusuran keluarga 1 1 1 1 5.000.000 DSP3A APBD DSP3A
11 |Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 5 1 1 i 5.000.000 DSP3A APBD DSP3A
12 | Layanan rujukan 1 1 1 1 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
3) |Rehabil Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
1 |Layanan data dan pengaduan 1 1 1 1 15.000.000 DSP3A APBD DSP3A
2 |Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat 1 1 1 1 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
3 |Penyediaan permakanan 250 250 250 250 50.000.000 DSP3A APBD DSP3A
4  |Penyediaan sandang 300 300 300 300 60.000.000 DSP3A APBD DSP3A
§ |Penyediaan alat bantu 5 5 5 5 15.000.000 DSP3A APBD DSP3A
6 |Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) 5 5 5 5 15.000.000 DSP3A APBD DSP3A
7 |Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial F 2 2 2 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
8 |[Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut
Usia teriantar 2 2 2 2 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
Q |Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta
Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan 2 2 2 2 2.500.000 DSP3A APBD DSP3A
10 |Akses ke layanan kesehatan dasar / fasiiitasi layanan kesehatan 3 2 2 2 2.500.000 DSP3A APBD DSP3A
11 | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga 1 1 1 1 5.000.000 DSP3A APBD DSP3A




Pencapaian SPM 2027

NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Penerima Muts Inisiasi Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana
Layanan Reallisasi Ly Realisasi Anggaran
Dasar
12 |Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 1 1 1 1 5.000.000 DSP3A APBD DSP3A
13 |Layanan rujukan i 1 1 1 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di
Luar Panti
1 |Layanan data dan pengaduan 1 1 1 1 5.000.000 DSP3A APBD DSP3A
2 Penyediaan iayanan kedaruratan / layanan reaksi cepat 1 1 1 1 15.000.000 DSP3A APBD DSP3A
3 | Penyediaan permakanan 1 1 1 1 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
4  [Penyediaan sandang 1 1 1 1 5.000.000 DSP3A APBD DSP3A
5 |Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)
1 1 1 1 7.500.000 DSP3A APBD DSP3A
6 |Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial 1 1 1 1 15.000.000 DSP3A APBD DSP3A
7 |Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis 1 1 3 1 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
8 |Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta
Kelahiran. Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen 1 1 | 1 2.500.000 DSP3A APBD DSP3A
kependudukan
Q |Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan
i 1 1 1 1 15.000.000 DSP3A APBD DSP3A
10 [Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
1 ;S 1 1 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
1 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 1 1 1 1 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
12 |Layanan rujukan 1 1 1 1 10.000.000 DSP3A APBD DSP3A
5) |Periindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi
Korban Bencana Kabupaten/Kota
1 |Penyediaan permakanan 200 200 200 200 300.000.000 DSP3A APBD DSP3A
2 |Penyediaan sandang 200 200 200 200 250.000.000 DSP3A APBD DSP3A
3 Penyediaan tempat penampungan pengungsi
1 i | 1 1 170.000.000 DSP3A APBD DSP3A
Penanganan khusus bagi kelompok rentan 150 150 150 150 150.000.000 DSP3A APBD DSP3A
Pelayanan dukungan Psikososial 150 150 150 150 75.000.000 DSP3A APBD DSP3A




Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa:” Pelaksanaan pelayanan dasar
pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat”. Amanat yang ada dalam undang-undang ini merupakan
bukti keseriusan pemerintah agar betul-betul memperhatikan target-target yang
ada dalam SPM agar menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematik dan berjenjang mulai
dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai kepenjabaran
operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematik ini dimaksudkan
antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub system
perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan
berjenjang di mulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang di jadikan
arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek (tahunan). Untuk itu, RAD
SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun
untuk mewujud kannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen
perencanaan selanjutnya. Agar RAD SPM ini mampu berjalan sesuai dengan
yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan
berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam
perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya
tahunan.

2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:

a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan
penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh
Pemerintah Daerah

b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan,
khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan
bagi pemenuhan kebutuhan dasar.

c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu
pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib
Pelayanan Dasar.

d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya

dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah



kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan

dasar.

. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah,

khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan
yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan
dengan indikator Kkinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan

kebutuhan dasar.

3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:

a.

Gambaran umum kondisi daerah Kkhususnya dikaitkan dengan
penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat
Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan
besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan
dasar.

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk
memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja
tahunan.

Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan
program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan
yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan
dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan

kebutuhan dasar.

4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat

Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:

a.

C.

Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan
capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan
dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam
pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan

Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

. Strategi dan arah kebijjakan, khususnya dikaitkan dengan

memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian

pemenuhan kebutuhan dasar.
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e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan
dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber
pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan
dasar.

f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan
indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan
dasar.

5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah
dapat dilakukan pada saat perumusan:

a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya
optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan
penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan
dasar

c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan
dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan
sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan
kebutuhan dasar.

6. Integrasi RAD SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah

Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasu

ksingkronisasi target SPM antar-dokumen perencanaan pembangunan

(RPUMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, di operasionalkan semua dokumen

tersebutke dalam RKA OPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

sebagai instrument rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya
melahirkan RAPBD yang setiap tahun di sepakati bersama antara eksekutif
dan legislatif di daerah. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:

a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan
bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun

b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan
program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD

c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja

program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

95



Salah satu pendekatan yang di gunakan dalam penyusunan anggaran
daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran Kkinerja. Anggaran Kinerja
dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan
keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari
program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal
ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu
kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan
tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah
Daerah perlu mengembangkan beberapa instrument pendukung seperti
indicator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan
Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat
dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai
indicator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah
dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan
public atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka
indicator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan
KUA dan PPA dan RKA-Perangkat Daerah.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran
daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran Kkinerja
dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan
keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari
program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal
ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu
kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan
tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah
Daerah perlu mengembangkan beberapa instrument pendukung seperti
indicator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan
Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu
syaratdalammelaksanakananggarankinerjakarena di dalam SPM terdapat
berbagai indicator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah
Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada
kepentingan publikatau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagaikegiatan

yang dilaksanakan oleh PD. Sejalan dengan hal tersebut, maka indicator
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pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan
PPA dan RKA-PD.
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4.1.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM
Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis
Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhakdi peroleh setiap
Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan
bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah
terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan
secara berkala, antara lain pemantauan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan
sekali, sedangkan evaluasi dilakukan setiap semester.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan
yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali
untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indicator
tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang
berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah
disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensiaktivitas dan target
yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan
dilakukan dengan baikakan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan
kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan
program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada
pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan
dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukanguna memastikan kesesuaian
proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila
ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi
sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil
ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program
dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan
untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan
diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak
dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan
dilakukan terbuka.
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2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang
direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk
pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan
melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran
sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-
pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.

3. Penggunaan sumber daya, untuk memastikan apakah dalam
penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini
pemantauan sumberdaya dapat dilakukan dengan menggunakan
indikator = sumberdaya ~manusia yang ditetapkan dalam
perencanaandapatmenjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai
perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah
digunakan dengan baik, tidak ada pembirisan atau penggunaan
berlebihan.

4. Penyampaian perkembangan hasil, pemantauan dilakukan dengan
memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab
selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai
penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktudan
media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan
sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.

5. Pelaku kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab
kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan
dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan
dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat,
LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang
disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan in memiliki fungsi yang baik dalam

mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

a. Ketaatan/compliance, pemantauan menentukan apakah tindakan
administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan
prosedur yang telah ditetapkan.

b. Pemeriksaan/auditing, pemantauan menetapkan apakah sumber dan
layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai
mereka.

c. Laporan/accounting, pemantauan menghasilkan informasi yang
membantu “menghitung” hasil perubahansosial dan masyarakat sebagai

akibat implementasi kebijaksanaan sesudahperiode waktu tertentu.
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d. Penjelasan/explanation, pemantauan menghasilkan informasi yang
membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa
antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Sementara itu, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk
mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil
Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu
dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program
itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih
menekankan pada aspek hasil yang dicapaiter hadap output. Evaluasi biasa
dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode
sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasiter hadap pencapaian SPM di Kabupaten
Bengkayang, maka indicator utama yang digunakan adalah indikator SPM
itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan
antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan
kategori tercapaiatau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai,
makadapat di crosscheck apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan
dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik darisisi kegiatan,
anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan
tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil
Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi

kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

a. Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijkan

antara lain:
1. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak
dalam pelaksanaan SPM?

2. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah
menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?

3. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan
kebijakan atau regulasi di atasnya?

4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa

pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:

(a) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing
bidang SPM?

100



(b) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah
sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah
SDM pada masing-masing kategori tersebut?

(c) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM
untukme mastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruhwarga
negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai
perundangan?

(d) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkaatan SDM, pelatihanapa
yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

b. Koordinasi, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:

1)
2)

3)

4)

S)

Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?

Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan
penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat
daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapakan dan
melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini
masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa
alternatif solusi yang mungkin dilakukan?

Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan
pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada,
apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat)
dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada
masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan
bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang
memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di
level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa

masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

c. Manajemen Kerja, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen

kerja antara lain:

1)

2)

Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan
dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan
bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan,
proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai
dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat

penerapan SPM jadi terhambat?
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3)

Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa
masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi
salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan

bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

d. Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang
memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon
penerimanya?

Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan mebuat pola
pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada
pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara
paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap
layanannnya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran
tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM?
perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada
tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?

Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam
melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika
dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan
SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa
membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
Apakah ada sumber dana non pemerintah yang dimanfaatkan oleh
Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada
warganya?

Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran non
pemerintah yang termanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak
warga yang terlayani?

Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang
diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar
pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing
lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan

menghitung kontribusi dari keduanya?
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Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan
table dasar yang ada dalam Rencana Aksise bagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM

Jenis Indikator i Presentase
No Pelayanan Dasar SPM Satuan Target Realisasi Capai Permasalahan
1 2 3 4 5 6 7 8

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat
dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan
data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan
suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan,
sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan
untuk mengendalikan dan mengontrol Kketercapaian tujuan. Evaluasi
berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran
tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan
penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi di buat dengan tujuan
sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin
banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin
membaik. Namun demikian, stakeholder terkait yang paling merasakan dampak
program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan e'valuasi dan

berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2. Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM
Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Bupati, Bupati-Walikota
menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-
SPM): https://spm. bangda. kemendagri.go.id
Analisis capaian SPM mengacu pada materiutama pencapaian SPM dalam
Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Analisis tersebut, dilakukan terhadap
capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan
permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.
a. Indeks Pencapaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap Indeks
Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target
pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;

2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan;
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3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

b. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap

Penerapan SPM dengan menganalisis terfokuster hadap:

1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?

2) Bagaimana SPM diposisikan?

3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM
yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat
menjawab permasalahan utama SPM?

4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan
Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan,
terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan
SPM?

5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan,
berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

c. Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam
melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan
menganalisis terfokusterhadap:

1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?

2) Apa saja permasalahan yang dihadapai dalam tiap tahapan penerapan
SPM?

3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk

mengatasi permasalahan tersebut?
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program dan
bertujuan untuk mengetahui apakah suatu program telah tercapai dan tepat
sasaran atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai
terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan
setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar
pada SPM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang masih rendah
yang diakibatkan rendahnya penganggaran penerapan SPM Daerah sehingga
pemenuhan pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat masih belum
maksimal. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian
pemeruhan SPM, yang memuat program, kegiatan dan su kegiatan, penerima
dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen
pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM, sehingga Rencana Aksi
Penerapan SPM ini nantinya akan menjadi pedoman dalam melaksanakan

perencanaan dan penganggaran di daerah selama 5 Tahun ke depan.

5.2. Saran

1. Prioritas pemenuhan SPM yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021 bahwa sasaran
pemenuhan SPM diterapkan berdasarkan pemenuhan yang ditujukan kepada
Warga Negara dengan memprioritaskan masyarakat miskin dan tidak
mampu, sehingga perlu sosialisasi Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun
2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 di daerah,
untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di
Kabupaten Bengkayang.

2. Perlu penguatan Tim Penerapan SPM Kabupaten Bengkayang yang berkaitan
dengan penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan adalah
yang memang sudah diperuntukkan secara langsung untuk pemenuhan SPM
yang tercantum Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta

pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
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. Tim penerapan SPM Kabupaten Bengkayang secepatnya mengoordinasikan
rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan, guna
pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan
Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan
penganggaran

. Perlu bimbingan kepada Tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai
dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulan yang
dilaporkan ke dalam aplikasi E-SPM yaitu
htpps://spm.bangda.kemendagri.go.id/pemda/home/login.

. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui
Kerjasama Corporate Social Responsbility (CSR) dan sumber-sumber lain yang

sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah ini dibuat, semoga

bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian
SPM di Kabupaten Bengkayang.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS
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